BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 menetapan 3 (tiga) visi pembangunan nasional tahun 2004-2009, yaitu: Pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Kedua, terwudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta ketiga: terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh  bagi pembangunan yang berkelanjutan.


Selanjutnya, berdasarkan visi tersebut di atas ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan nasional Indonesi tahun 2004-2009, yaitu: pertama, mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai. Kedua, mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis. Ketiga, Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.


Misi mewujudkan Indonesia Aman dan Damai didasarkan pada permasalahan bahwa Indonesia masih rawan dengan konflik. Konflik komunal dengan kekerasan (Konflik Sosial) yang selanjutnya disingkat Konflik, merupakan fenomena yang menandai perjalanan bangsa Indonesia sejak memproklamasikan  kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan proses transisi demokrasi di Indonesia bersamaan dengan bergulirnya orde reformasi tahun 1998. Banyak faktor kondisi sosial, ekonomi, demografis yang dapat memicu munculnya konflik-konflik tersebut. 

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi  merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesajahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali  seperti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka  mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi-kondisi tersebut  menempatkan  Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik horisontal maupun vertikal. Konflik tersebut, terbukti telah  mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian dan perasaan permusuhan), sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. 

Sesuai dengan tipologi konflik yang terjadi selama ini, sistem penanganan konflik yang dikembangkan lebih mengarah kepada penanganan yang bersifat militeristik/represif. Beberapa konflik vertikal yang penanganannya lebih menggunakan cara-cara yang militeristik/represif tersebut diantaranya adalah terhadap gerakan-gerakan separatisme yang  ada di tanah air, seperti  pemberontakan DI/TII. Karto Suwiro, DI/TII Kahar Muzakar, dan Andi Azis,  Pemberontakan Daud Buereuh, Pemberontakan Permesta, Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, serta  Gerakan Aceh Merdeka dan  Gerakan Organisasi Papua Merdeka. 

Namun demikian, penanganan konflik yang cenderung mengunakan cara-cara yang represif tersebut bukan hanya digunakan pada konflik-konflik yang bersifat vertikal saja. Ada banyak contoh konflik horisontal yang cara penyelesaiannya juga menggunakan cara-cara yang militeristik/represif. Beberapa contoh konflik horisontal yang bersifat  masif dan pola penyelesaiannya menggunakan cara-cara militersitik/represif tersebut diantaranya adalah Kerusuhan Sosial di Banjarmasin, Kerusuhan Sosial di Sambas,  Kerusuhan Sosial di Situbondo, Kerusuhan Sosial di Sumatera Utara, Kerusuhan Sosial di Solo, Kerusuhan Sosial di Tasikmalaya,  Kerusuhan Sosial di DKI,  Kerusuhan/Konflik Ambon,  Kerusuhan/Konflik Poso, Kerusuhan/Konflik  Irian Jaya Barat dan Papua, Konflik Pilkada 2007 Maluku Utara, dan termasuk didalamnya adalah perkelahian antar kampung.  Konflik-konflik yang terjadi telah mengakibatkan hilangnya ribuan jiwa manusia, dan kerusakan harta benda yang mencapai nilai triliunan rupiah. Selanjutnya Pemerintah juga telah menghabiskan dana triliunan rupiah dari APBN dan APBD yang dialokasikan untuk melakukan pemulihan pasca konflik di Aceh, Makuku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Konflik telah pula  memperparah kondisi kesejahteraan masyarakat, karena jumlah angka kemiskinan daerah-daerah pasca konflik semakin bertambah. Oleh karena itu, upaya  dan strategi yang sistematis, terencana dan terpadu pencegehan konflik sangatlah penting untuk dilakukan.
Salah satu sebab yang turut memicu terjadinya konflik adalah kebijakan negara yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat, baik di sektor Industri, pemanfaatan Sumber Daya Alam, pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota baru, serta sektor-sektor lainnya.  Penyelesaian terhadap konflik-konflik belum dilaksanakan secara komprehensif dan integratif, termasuk peraturan perundang-undangan yang bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden.

Pemerintah terus melakukan upaya penanganan konflik dengan strategi penanganan sebelum terjadi konflik, pada saat konflik, dan setelah konflik.  Berbagai upaya terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Mengacu kepada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, maka kerangka regulasi yang ada juga mencakup tiga strategi, yaitu   pertama, kerangka regulasi dalam rangka upaya pencegahan konflik seperti  regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya-upaya untuk tidak terjadinya konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan sosial dan mencegah jatuhnya banyak korban manusia maupun harta benda. Ketiga, adalah peraturan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan penanganan pasca konflik yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum, serta kegiatan-kegiatan recovery, reintegrasi dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam  UUD 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya adalah dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat (TAP MPR). 

Walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita Ketetapan MPR sudah tidak dijadikan dasar  penyelenggaraan pemerintahan, namun ada beberapa TAP MPR yang patut dicatat sebagai dasar hukum bagi upaya pembangunan yang mengarah kepada perdamaian atau sensitif terhadap konflik, yaitu TAP MPR No. IV tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, TAP MPR No.V/MPR/2000 tentang Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, TAP MPR No. X/MPR/2001. jo. TAP MPR NO. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kepada Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, yang salah satu rekomendasinya  berkaitan dengan upaya pencegahan konflik di Indonesia.  

Kajian dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menggambarkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Beberapa undang-undang yang terkait dengan penanganan konflik mengedepankan ego sektoral, sehingga dalam implementasinya masing-masing departemen, dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Sehingga tidak menggambarkan suatu manajemen konflik yang terkoordinasi dan integratif.

2. Undang-undang yang ada di samping bersifat sektoral, belum menetapkan  secara jelas dan komprehensif mengenai tindakan-tindakan serta tahap-tahap dalam penanganan konflik, baik dalam rangka upaya pencegahan (preventif), maupun penanganan pada saat konflik, dan sesudah konflik (recovery). Karakter yang muncul dalam setiap peraturan tersebut adalah tindakan yang bersifat reaktif, sehingga belum merupakan suatu kebijakan yang sistematis dan terukur.

3. Sebagian besar peraturan yang ada bersifat operasional, tanpa satu payung hukum yang kuat. Langkah-langkah yang diambil hanya didasarkan pada kebijakan lembaga eksekutif (pemerintah), baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Akibat dari pengaturan yang demikian, maka dalam  pelaksanaannya ada keraguan masing-masing institusi karena setiap institusi mengacu kepada undang-undang yang berbeda. Kondisi ini menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, tidak konsisten/harmonis/sinkron, baik secara vertikal  maupun horisontal.

4. Dari perspektif kelembagaan (struktur) DPR dan DPRD belum memberikan kontribusi yang kuat dalam penanganan konflik melalui bentuk regulasi yang menjadi kewenangannya, maupun melalui kebijakan anggaran melalui sistem APBN dan ABPD. Sebagian peraturan dikeluarkan dalam keputusan Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota. Sementara pada tahap proses penegakan hukum, kapasitas anggota POLRI, Intelijen Negara dan Jaksa dalam melacak, menemukan para pelaku atau aktor intelektual tindakan  kerusuhan belum optimal. 

5. Walaupun Peraturan Menteri tidak disebutkan secara tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, terutama dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun dalam prakteknya terdapat banyak peraturan menteri yang terkait dengan penanganan konflik. Banyaknya produk hukum penanganan konflik dalam bentuk peraturan menteri, merupakan konsekuensi dari  pendekatan penanganan konflik yang bersifat sektoral. Padahal dalam penyelenggaraan pemerintahan, peraturan menteri sering menimbulkan masalah karena peraturan menteri yang satu dengan menteri yang lainnya tidak sejalan, bahkan bertentangan dan mendapat resistensi yang kuat dari daerah, karena tidak tercantumnya peraturan menteri dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan akibat dari hal tersebut, bahkan ada daerah yang menganggap bahwa peraturan daerah lebih tinggi dari peraturan menteri, walaupun sesungguhnya tidaklah demikian. 

6. Ketika dalam tahap saat terjadi konflik (khususnya pada kegiatan penghentian konflik kekerasan), undang-undang yang ada saat ini masih belum jelas mengatur tentang tugas, tanggungjawab dan kewenangan dua institusi pertahanan dan keamanan negara yaitu TNI dan POLRI dalam penanganan konflik. Oleh karena itu, salah satu materi penting dalam RUU Penanganan Konflik Sosial adalah pengaturan mengenai  pengerahan tugas perbantuan TNI kepada POLRI dalam penghentian konflik kekerasan, institusi negara yang berhak menyatakan (declare) bahwa diperlukan peran TNI dalam membantu tugas POLRI dalam ranah keamanan negara,  aturan yang jelas tentang skala besaran konflik. 

Menyadari  kebutuhan terhadap  peraturan perundang-undangan yang lebih komperhensif dan integratif, Pemerintah Indonesia pada awal 2005 melalui inisiatif DPR mengajukan Rancangan Undang –Undang tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Undang-Undang tersebut, penanganan konflik menjadi bagian dari sistem Penanggulangan Bencana, dengan menempatkan konflik sebagai salah satu jenis bencana yaitu bencana sosial.  Kelemahan utama dari UUPB adalah tidak diaturnya secara konsisten mengenai penanganan berbagai jenis bencana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut. Konflik atau bencana sosial merupakan salah satu substansi yang tidak dirumuskan dengan tepat dan komprehensif.  Implikasi atas hal ini adalah munculnya pemahaman yang keliru mengenai konflik dalam UUPB. Hal ini disebabkan oleh paradigma yang digunakan dalam UU PB lebih didominasi oleh paradigma penanganan bencana alam, serta mengabaikan perbedaan karakteristik bencana alam dan konflik. Pengaturan yang demikian, dikuatirkan akan mengakibatkan tidak efektifnya UU PB dalam tataran pelaksanaan atau implementasinya. Oleh karena itu, pilihan penguatan peraturan perundang-undangan penanganan konflik dalam bentuk Undang-Undang semakin kuat dengan menempatkan Undang-Undang Penanganan Konflik menjadi Lex Specialis dari penanggulangan  bencana yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. 

Untuk keperluan penyusunan sebuah Rancangan Undang-Undang,  maka sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap pengajuan RUU perlu didukung dengan Naskah Akademik yang menguraikan pemikiran-pemikiran teoritis dan ilmiah mengenai pentingnya  RUU Penanganan Konflik Sosial. 

1.2. Rumusan Permasalahan


Naskah Akademik RUU Penanganan Konflik Sosial difokuskan pada beberapa permasalahan, yaitu:

Pertama,   bagaimana teori-teori dan problematika kebijakan   penanganan konflik sosial  yang  selama ini diterapkan di Indonesia?

Kedua,   kerangka regulasi yang ada sudah cukup memadai untuk menjadi dasar menyelesaikan atau menangani konflik-konflik yang terjadi di Indonesia?

Ketiga,       apa yang menjadi argumentasi, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis mengenai urgensi atau pentingnya pembentukan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial ?

Keempat, apabila dirasakan penting untuk menyusun  Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial , bagaimana arah dan jangkauan pengaturan apa saja yang menjadi ruang lingkup materi RUU Penanganan Konflik Sosial ?

1.3. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dari penyusunan Naskah Akademik RUU Penangangan Konflik  Sosial ini adalah menyusun atau merumuskan argumentasi pentingnya RUU Penanganan Konflik melalui penjelasan dan analisis teoritis, serta konstataring fakta empiris kebijakan penanganan konflik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melahirkan suatu rumusan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial yang komprehensif dan integratif, serta efektif sebagai acuan bagi setiap pihak yang melaksanakan kegiatan penanganan konflik di Indonesia.  Untuk mencapai  tujuan tersebut, maka dalam Naskah Akademik ini memuat :

Pertama,   Teori-teori dan problematika kebijakan   penanganan konflik yang selama ini diterapkan di Indonesia.

Kedua,      
Hasil analisa dan evaluasi kerangka regulasi yang  terkait dengan  penanganan konflik, serta urgensi pembentukan RUU Penanganan Konflik Sosial.

Ketiga,    
Argumentasi  filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai urgensi atau pentingnya pembentukan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial.

Keempat,
Arah/jangkauan pengaturan  dan Ruang lingkup materi RUU Penanganan Konflik Sosial.

1.4. Metode Dan  Kerangka Dasar Penulisan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU Penanganan Konflik dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini berkembang di DPR RI, khususnya  Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: 

Pertama,    studi literatur/kepustakaan penangangan konflik  

Kedua,      
analisis dan kajian awal mengenai kebijakan penanganan konflik di Indonesia. 

Ketiga,     melakukan penelitian serta beberapa kegiatan Fokus Group Discussion yang dilakukan untuk memperdalam materi pokok-pokok pikiran.
Keempat,   merumuskan draft awal Naskah Akademik.

Kelima,  
melaksanakan perumusan Draft Pasal-Pasal RUU.        


Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini  disusun berdasarkan logika input-proses-output, yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Kerangka penulisan disajikan pada gambar (1):

· Input
:   Gambaran Teoritis, Praktek Penanganan Konflik Sosial, Serta Perubahan    

                       Paradigma Penangan Konflik Sosial. 

· Proses
:   Review Kebijakan Penanganan Konflik  Sosial dan  Analisis dan Evaluasi 
                       Peraturan perundang-undangan Penanganan Konflik  Sosial di Indonesia.  

· Output
:   Rumusan Urgensi, Argumentasi Filosofis, Sosiologis, Yuridis serta Jangkauan 
                       dan Ruang Lingkup Materi RUU Penanganan Konflik Sosial. 

Gambar Metode Dan  Kerangka Dasar Penulisan Naskah Akademik
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1.5. Sistematika
Naskah Akademik Penanganan Konflik  Sosial ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu: 

Bab I:  Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang pentingnya penyusunan naskah akademik dan penyusunan draft RUU Penanganan Konflik Sosial , masalah-masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam Naskah Akademik, rumusan maksud dan tujuan penyusunan Naskah Akademik, dan sistematika Naskah Akademik.

Bab II: Kajian Teoritis Kepustakaan dan Analisis terhadap Kebijakan Penanganan Konflik  Sosial yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia. 

Ada tiga materi utama dalam Bab II ini, yaitu pertama adalah mengenai teori-teori konflik. Kedua, kebijakan penanganan konflik di Indonesia. Angkan yang ketiga adalah perubahan paradigma penanganan konflik. Ketiga materi di atas pada dasarnya menguraikan menguraikan pemikiran-pemikiran teoritis dan konseptual mengenai penanganan konflik. Uraian dimulai dari teori-teori mengenai konflik seperti pengertian konflik, sebab-sebab konflik,  tipologi konflik, potensi konflik, dan dampak konflik. Materi penting lainnya dalam Bab II ini adalah  konstataring fakta  kebijakan penanganan konflik yang dilakukan di Indonesia pada saat ini dan sebelumnya.  Mafaat dari uraian teoritis dan kebijakan penanganan konflik adalah memberikan gambaran mengenai teori,  problematika, serta  sistem ideal yang dapat diterapkan di kemudian hari. Bab II ini sekaligus merupakan hasil evaluasi terhadap kelemahanan sistem dan metode penanganan konflik yang berjalan pada saat ini di Indonesia, dan perubahan paradigma pananganan konflik yang menjadi landasan pentingnya membangun suatu mode baru dalam penanganan konflik yang akan dituangkan dalam UU Penanganan Konflik.

Bab III:   Analisa dan Evaluasi Peraturan perundang-undangan Penanganan Konflik Sosial. 

Substansi analisis dan evaluasi hukum, serta urgensi pembentukan  hukum penanganan konflik dimaksudkan untuk memberikan gambaran  mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan upaya penanganan konflik pada saat ini. Untuk itu  bab tentang analisa dan evaluasi hukum ini memuat empat bagian penting, yaitu: pertama mengenai gambaran umum peraturan perundang-undangan (regulasi) penanganan konflik. Kedua, mengenai gambaran kerangka regulasi berdasarkan strategi penanganan sebelum, pada saat dan setelah konflik. Ketiga, tentang keterkaitan RUU Penanganan Konflik dengan UU lainnya. Sedangkan yang keempat,  adalah mengenai urgensi dan pilihan pengaturan penanganan konflik di Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik sebagai  Lex Specialis dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bab IV:  Argumentasi Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mensyaratkan bahwa pembentukan setiap Undang-Undang perlu didasarkan pada tiga argumentasi yaitu argumentasi fiolosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh karena itu, salah satu substansi yang harus terdapat dalam setiap Naskah Akademis  adalah ketiga argumentasi tersebut. Secara metologis, rumusan argumentasi fiolosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan abstraksi dari materi-materi yang telah diuraikan dalam pendahuluan, kajian teoritis dan konstataring empiris kebijakan penanganan konflik di Indonesia, serta hasil analisa dan evaluasi kerangka regulasi yang ada serta urgensi pembentukan RUU Penanganan Konflik Sosial.

Bab V:  Arah dan Ruang Lingkup Materi Muatan RUU Penanganan Konflik Sosial. 
Setelah melakukan analisis teoritis dan praktek kebijakan penanganan konflik di Indonesia, termasuk analisa dan evaluasi terhadap kerangka regulasi yang ada, maka naskah akademik ini sampai pada perumusan mengenai arah dan materi apa saja yang perlu diatur dalam RUU Penanganan Konflik Sosial. Arah pengaturan ini diperlukan agar jelas hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan tidak terjadi konflik materi muatan. Sedangkan rumusan materi muatan untuk memberikan gambaran pengaturan yang komprehensif dalam rangka menciptakan peraturan yang efektif bagi penanganan konflik.

Bab VI: Penutup
Memuat kesimpulan yang tentunya mempertegas  pentingnya RUU Penanganan Konflik Sosial Sedangkan rekomendasi memuat  langkah-langkah stategis yang perlu dilakukan dalam rangka mendorong terbentuknya RUU Penanganan Konflik Sosial. 

Akhirnya, sebagaimana dipersyaratkan bagi setiap Naskah Akademik RUU, maka Naskah Akademik ini dilengkapi dengan Draft RUU Penanganan Konflik Sosial.

****************************************
BAB II
KAJIAN TEORITIS  KEPUSTAKAAN

DAN KEBIJAKAN PENANGANAN  KONFLIK DI INDONESIA

Uraian dalam Bab ini menggambarkan pemikiran-pemikiran teoritis dan konseptual mengenai penanganan konflik sosial. Uraian dimulai dari teori-teori konflik seperti pengertian konflik, tipologi konflik, sebab-sebab konflik, dan dampak konflik. Materi penting lainnya adalah  konstataring fakta mengenai kebijakan penanganan konflik di Indonesia pada saat ini dan sebelumnya, perubahan paradigma  penanganan konflik. Uraian dalam bab ini  sekaligus merupakan hasil evaluasi terhadap kelemahanan system dan metode penanganan konflik yang berjalan pada saat ini di Indonesia.  Manfaat dari uraian teoritis dan kebijakan penanganan konflik adalah memberikan gambaran mengenai sistem yang dapat diterapkan di kemudian hari. 

2.1. Teori  Penanganan Konflik

2.1.1.  Pengertian Konflik 

Konflik didefinisikan sebagai situasi dan kondisi dimana terjadi pertentangan dan kekerasan dalam menyelesaikan masalah antara sesama anggota masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan organisasi bisnis di suatu wilayah.

Situasi dan kondisi pertentangan tersebut meliputi pertentangan pendapat akibat perbedaan cara pandang sosial, ekonomi, politik dan keagamaan. Situasi dan kondisi ini berpotensi menciptakan konflik namun belum terjadi dalam bentuk kekerasan-kekerasan fisik dan psikologis-traumatik. Situasi dan kondisi dimana terjadi kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, merupakan tahapan lanjut dari pertentangan pendapat yang berbeda-beda tersebut. Selanjutnya, Chris Mitchel ( P4K Untad, 2006) dalam  mengemukakan rumusan konflik, yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih ( individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

   Pengertian lain mengenai konflik dikemukakan oleh  Robin ( P4K Untad, 2006). Robin berpendapat konflik sebagai suatu  proses  yang dimulai tatkala suatu  pihak merasa ada pihak  lain  yang memberikan pengaruh negatif kepadanya atau  tatkala suatu pihak merasa kepentinganya itu  memberikan pengaruh negatif kepada pihak lainnya. Menurut pengertian tersebut, wujud konflik itu mencakup rentang  yang amat luas, mulai dari ketidaksetujuan samar-samar sampai dengan  tindakan kekerasan. Dengan kata lain, setiap perbedaan itu merupakan potensi konflik, yang jika tidak ditangani secara baik, potensi konflik itu bisa berubah menjadi konflik terbuka. 


Konflik  menurut  intensitasnya   terbagi dalam 6  tingkatan yaitu:

(1) Memiliki sedikit ketidaksetujuan atau sedikit kesalahpahaman. Setiap perbedaan itu merupakan  sumber konflik. Konflik yang paling ringan adalah perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap sesuatu perkara. Perbedaan ini masih tersimpan  dalam  memori individu atau  kelompok yang  beriteraksi.

(2) Mempertanyakan hal-hal yang berbeda. Pihak-pihak tertentu sudah mulai  mempertanyakan hal-hal yang dianggap berbeda, tetapi belum ada  versi bahwa pihak lain itu  keliru.

(3) Mengajukan serangan verbal. Perbedaan sudah diungkapkan secara terbuka dan sudah ada variasi bahwa pihak lain itu keliru, tetapi belum muncul paksaan verbal agar pihak lain itu bersikap seperti  apa  yang dinginkannya.

(4) Mengajukan ancaman. Di sini paksaan verbal sudah mulai  muncul, artinya  ada suatu upaya agar pihak lain itu bersikap seperti dirinya.

(5) Melakukan serangan fisik secara agresif. Bentuk  pemaksaan sudah meningkat dalam bentuk paksaan fisik.

(6) Melakukan upaya-upaya untuk merusak atau menghancurkan pihak lain.      


Sedangkan menurut Ide, Konflik  merupakan interaksi dari beberapa keinginan  dan tujuan yang berbeda serta berlawanan  yang di dalamnya terjadi perselisihan, akan tetapi tidak secara pasti diselesaikan. Konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau tidak sejalan. Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem  yang menyebabkan kerusakan fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.      

2.1.2. Potensi Konflik

	Konflik di Indonesia tidaklah tunggal dan bisa mengalami transformasi kausatif atau berpindah dari penyebab yang satu ke penyebab yang lain. Potensi konflik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan Pembangunan

2. Lemahnya Legitimasi dan Institusi Sosial Politik

3. Penggunaan Kekerasan Dalam Mewujudkan Tertib Sosial

4. Pelanggaran HAM

5. Isu Agama 

6. Tindak Kekerasan Agama dan Pertentangan Elit

7. Melemahnya Mekanisme Tradisional dan Memudarnya Identitas Budaya Asli

8. Intervensi Asing




1)   Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan yang sentralistik pada masa sebelumnya telah menyebabkan ketidakpuasan dalam pemerataan hasil-hasilnya. Kondisi ini seringkali menyebabkan konflik vertikal (pusat-daerah) dan horisontal (lokal-pendatang). Keadaan ini cenderung akan menciptakan konflik yang berakibat pada aspek sosial-ekonomi masyarakat di daerah. Selanjutnya resistensi pemerintah daerah dalam penguasaan sumber daya alam lokal, memberikan kontribusi pada terjadi konflik struktural tersebut yang semakin tidak terkendali. Hal lain yang perlu dikemukakan adalah kebijakan pemerintah yang cenderung lebih menguntungkan kelompok pendatang juga menambah potensi konflik sosial yang melibatkan emosionalitas dalam aspek komunal.

2)   Lemahnya Legimitasi dan Institusi Sosial Politik

Perubahan peran pemerintah sebagai fasilitator, ternyata tidak berjalan dengan baik, yang menimbulkan reaksi masyarakat dalam bentuk kekecewaan dan ketidakpercayaan. Hal ini memperlemah legitimasi lembaga pemerintah terhadap masyarakat. Lemahnya legitimasi dan institusi sosial politik mendorong potensi konflik yang laten menjadi muncul ke permukaan. Seiring dengan kenyataan tersebut, maka pada realitas di masyarakat pilihan untuk menggunakan kekerasan dari berbagai pihak muncul sebagai pendekatan penyelesaian.

3)  Penggunaan Kekerasan dalam Mewujudkan Tertib Sosial

Sistem politik yang tidak dapat mengelola hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat berpotensi menciptakan kekerasan. Kekerasan atau tindakan represif  yang dilakukan oleh masyarakat maupun elit sengaja dilakukan untuk mewujudkan tertib sosial secara cepat. Kesadaran atas tindakan yang manusiawi dianggap lambat dalam mewujudkan sistem sosial yang tertib, aman, dan sejahtera.

4)  Pelanggaran HAM (Hak-hak Asasi Manusia)

Tindakan kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang akhirnya menimbulkan konflik dan korban dalam jumlah besar. Pelanggaran hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak sipil dan politik terjadi karena kebijakan sosial ekonomi dan politik tidak  menghitung dampak berupa tindakan yang tidak manusiawi dalam hubungan sosial ekonomi dan politik antara masyarakat dan elit.

5)   Isu Agama

Secara mendasar, pemahaman dan ajaran agama di Indonesia tetap mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kesejahteraan. Namun, pada situasi sosial, ajaran keagamaan mendapatkan konteks penafsiran yang luas dan tergantung pada ideologi kelompok sosial-keagamaan tertentu. Pemeluk agama yang memakai isu-isu agama yang tidak toleran berpotensi menimbulkan konflik-konflik sosial dengan pemeluk agama lain, pemeluk agama yang sama dan pemeluk kepercayaan yang dianggap tidak beragama. Kelompok-kelompok sosial bawah yang cenderung mesianis, kelompok sosial menengah yang etis-moralis dan kelompok sosial elit yang seremonial, sama-sama berpotensi untuk menafsirkan ajaran agama secara tidak toleran di ruang publik yang sedang mengalami masa transisi menuju konsolidasi demokrasi. Hal ini akan berubah menjadi kekerasan bila ajaran agama yang intoleran tersebut berkelompok dalam organisasi yang radikal, militan dan melanggar citizenship (kewarganegaraan) di ruang publik. Hal yang penting pula dicermati adalah bahwa demokratisasi di Indonesia melahirkan gerakan radikalisme keagamaan yang dapat memicu konflik.

6)   Tindak Kekerasan Militer dan Pertentangan Elit

Selama ini, kebijakan pertahanan dan keamanan tidak dibicarakan di ruang publik secara meluas oleh seluruh warga negara. Hal ini mengakibatkan hubungan  antara warga negara baik sipil dan militer lebih berada dalam situasi kesalahpahaman dan berlanjut menjadi tindak kekerasan. Pertentangan elit, baik antara elit sipil dan militer, mempunyai akibat buruk pada masyarakat luas yaitu hilangnya kemandirian dalam menyelesaikan konflik secara damai. Konflik sosial yang ada senantiasa diselesaikan dengan jalan kekerasan yang diharapkan dapat segera tuntas namun menyimpan potensi konflik yang baru.
7)   Melemahnya Mekanisme Tradisional dan Memudarnya Identitas Budaya Asli 

Modernisasi pembangunan selama ini mempunyai dampak pada lembaga adat atau lembaga agama yang telah menyatu dengan budaya lokal dan nilai-nilai tradisi yang menyertainya. Perhitungan sosial-ekonomi yang rasional telah menggantikan modal sosial (social capital) dalam mekanisme tradisional menjadi modal keuangan (capital) dalam pengertian sempit yaitu untung-rugi. Akibatnya, mekanisme tradisional yang berlandaskan lingkungan setempat pudar bersamaan dengan identitas budaya asli sehingga menimbulkan krisis identitas. Krisis identitas, dalam arti tidak relevannya nilai-nilai lama dan belum kokohnya nilai-nilai baru, mendorong elit dan masyarakat tidak percaya sepenuhnya untuk mentransformasikan mekanisme tradisional dan identitas budayanya dalam konteks identifikasi dini konflik-konflik sosial (early warning system). Bila tidak diolah dengan tepat di ruang publik maka keduanya justru menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik dan sekaligus sebagai potensi konflik sosial yang sulit untuk ditangani secara singkat.

8)   Intervensi Asing

Pemerintah yang kurang mendapatkan dukungan dari rakyatnya, menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat, dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat pihak luar negeri (asing) mudah masuk ke lokasi rawan konflik. Konflik-konflik etnis atau pemeluk agama yang berawal dari penguasaan sumber daya alam, sangat mudah mengundang masuknya intervensi asing. Di satu sisi,  intervensi asing berguna sebagai pihak yang netral untuk mendorong perdamaian, namun di sisi lain pihak asing menambah potensi konflik yang telah ada.
2.1.3. Teori-Teori Penyebab Konflik


1) Teori Hubungan Masyarakat

Menurut teori ini konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:   Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik  dan mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

2) Teori Negosiasi Prinsip


Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: 1) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap; 2) Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

3) Teori Kebutuhan Manusia


Teori konflik ini berasumsi bahwa konflik yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:1) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu; 2) Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
4) Teori Identitas


Bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: 1) Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. 2) Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

5) Teori Kesalahpahaman Antarbudaya


Bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain; Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain; Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

6) Teori Transformasi Konflik


Bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: 1) Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. 2) Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik. 3) Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan , perdamaian, pengampunan , rekonsiliasi dan pengakuan. 

2.1.4. Tipologi Konflik

	Dalam realitas konflik yang terjadi di Indonesia, terdapat 3 (tiga) tipologi konflik, yaitu:

1. Konflik Horisontal.

2. Konflik Vertikal.

3. Konflik Diagonal.


1) Konflik Horisontal



Konflik yang terjadi antar kelompok agama, kelompok pendatang, penduduk asli, kelompok etnis, suku, atau organisasi bisnis/badan usaha yang berada di lokasi setempat. Tipologi konflik horisontal mempunyai asumsi bahwa konflik sudah terjadi dan menyebar ke berbagai aspek sosial, ekonomi, politik dan kekerasan fisik di antara kelompok-kelompok masyarakat.

2) Konflik Vertikal.

   
Konflik yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat tertentu. Konflik terjadi  akibat dari proses pembuatan kebijakan pemerintah yang tidak partisipatif dan pada tahap berikutnya memunculkan perbedaan pendapat, pertentangan, kekerasan serta separatisme. 

3) Konflik Diagonal

  

Konflik diagonal adalah konflik yang melibatkan pihak-pihak dalam konflik vertikal dan horisontal.

2.1.5. Dampak Konflik




1) Dampak Ekonomi. 

Dampak ekonomi ini ditandai dengan menurunnya jumlah uang yang beredar, berkurangnya lapangan pekerjaan, menurunnya penerimaan daerah, menurunnya pendapatan masyarakat, terganggunya kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah-daerah konflik.  Meningkatnya tekanan bagi dunia bisnis untuk bekerja baik secara komersial maupun sosial. Di hampir setiap sektor bisnis, perusahaan-perusahaan berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk memenuhi tuntutan para pemegang saham maupun tuntutan lebih luas dari stakeholder terhadap inefisiensi penanganan konflik. 

2) Sosial Budaya. 

Dampak sosial budaya ini ditandai dengan munculnya gelombang pengungsian, gangguan kesehatan, terganggunya proses pendidikan, serta trauma psikologis khususnya pada anak-anak dan perempuan dan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Migrasi penduduk akibat konflik berupa pertentangan pendapat hingga kekerasan fisik dan psikis membuat perubahan komposisi penduduk asli dan pendatang. Penduduk yang sudah merasa aman dan tinggal di daerah pengungsian, namun faktanya banyak menjadi korban kebijakan penanganan konflik yang mengharuskan mereka kembali ke lokasi semula. Kembalinya mereka ke lokasi semula menimbulkan konflik-konflik sosial budaya baru yang lebih rumit untuk diatasi.

3) Dampak Infrastruktur. 

Dampak infrastruktur ini ditandai dengan terjadinya kerusakan-kerusakan pada rumah penduduk, tempat ibadah, fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi menandai telah bergesernya penyebab dasar konflik dari terutama kepentingan geostrategis ke perbedaan-perbedaan ideologi berdasarkan akses terhadap sumber daya, isu-isu identitas, dan kegagalan peran pemerintah dalam penanganan konflik. 

4) Politik dan Pemerintahan. 

Dampak dibidang politik dan pemerintahan ditandai dengan melemahnya fungsi kelembagaan pemerintahan, menurunnya pelayanan kepada masyarakat, membengkaknya pembelanjaan pemerintah, terganggunya pranata politik yang ada, menguatnya gejala separatisme dan lain-lain. Proses transisi politik dan sosial-ekonomi mempengaruhi pula dampak konflik politik dan pemerintahan, sehingga banyak milisi sipil dan telah terjadi peningkatan kekerasan secara dramatis. Adanya kekerasan yang terjadi di masyarakat Indonesia paska konflik, banyak disebabkan oleh penarikan tentara yang didemobilisasi dan belum berfungsinya kelembagaan pemerintahan sipil.

2.1.6. Resolusi Konflik

 Burton (P4K-UNTAD, 2006))  membedakan konsep  resolusi konflik, manajemen dan penyelesaian (‘settlement’) konflik. Manajemen adalah ‘dengan kecakapan resolusi perselisihan alternatif’ (by alternative dispute resolution skills’) dan dapat menampung atau membatasi konflik; ‘settlement’ adalah ‘dengan proses wewenang dan hukum’ (by authoritative and legal processes’) dan dapat dipaksakan. Untuk itu, Burton merumuskannya sebagai berikut:
...resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik, berbeda dengan sekedar ‘manajemen’ atau ‘settlement’, mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah (1991:72).

Kelompok-kelompok yang berkonflik itu  menyelesaikan masalahnya sendiri secara analitis, didukung oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator dan bukan penguasa. Hal ini sangat relevan sekali jika konflik itu mengenai kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar dan bukan kepentingan material, yang dapat dinegosiasikan atau dikompromikan. Salah satu masalah dengan paham konflik internal yang dibahas sebelumnya, adalah meskipun ada kesepakatan mengenai penjelasan suatu konflik, namun terdapat sedikit sekali konsensus mengenai solusi. Agaknya kita perlu menjauh dari pokok-pokok (specifics) konflik dan melakukan pendekatan holistik. Model ini  mencapai tujuan lebih objektif dan memperoleh  penjelasan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai suatu konflik. Burton merumuskannya sebagai berikut:

Apapun definisi konflik yang kita miliki, di mana saja kita menarik garis, sampai pada kekerasan keluarga, kita merujuk pada situasi adanya kerusakan dalam hubungan dan tantangan pada norma-norma dan penguasa-penguasa…[Konflik itu terjadi] disebabkan adanya penegasan individualisme. Konflik itu sebagai bentuk protes berbasis rasa frustasi terhadap kurangnya kesempatan untuk pembangunan dan terhadap kurangnya pengakuan identitas. Apakah ketegangan, konflik, atau kekerasan itu berasal dari persoalan kelas, status, etnik, jenis kelamin, agama, atau nasionalisme, kita berurusan dengan soal-soal mendasar yang sama (1991:20). 

Burton selanjutnya mencatat bahwa  dalam jangka panjang, resolusi konflik merupakan suatu proses perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini (1991:71) 

 

 
Gambar berikut ini adalah penjelasan Galtung mengenai  bagaimana secara teleologis dan aksiologis dalam setiap  tahapan konflik.  


Galtung dalam skema di atas  menjelaskan bahwa  eskalasi konfliknya menjelaskan bahwa secara umum alur dari sebuah konflik kekeresan dapat dibagi dalam tiga phase, di mana phase-1 situasi sebelum terjadi kekerasan, phase-2, situasi saat terjadi kekerasan, phase-3, situasi pasca terjadinya kekerasan. Pada tiga phase tersebut, proses penanganan konflik diarahkan secara simultan kearah tranformasi ke kondisi damai, di mana untuk phase–I guna menumbuhkan inisiatif perdamaian yang berkelanjutan, pada tataran preventif (Early Warning System) perlu dilakukan upaya transformasi dari budaya kekerasan ke budaya perdamaian, Kekerasan Strutural ke pada struktur yang mendukung perdamaian dan keadilan, sikap/perilaku aktor bersifat kekerasan ke aktor yang sebagai pekerja perdamaian.  Pada phase-2, di mana setelah pecahnya konflik dengan kekerasan (violence outbreak), dalam situasi ini terjadi situasi tegang, saling curiga dan menyerang, serta adanya orang-orang yang luka, baik fisik maupun psikhis, dalam situasi yang harus dilakukan adalah upaya-upaya penghentian kekerasan melalui institusi keamanan negara guna menciptakan dan memelihara perdamaian dan penghentian tindakan kekerasan pada kedua belah pihak. Pada kondisi phase-3, pada situasi pasca konflik kekerasan akan menyisahkan/berdampak pada budaya , struktur dan individu yang rusak/buruk, maka upaya untuk memulihkan dan membangun struktur, budaya dan individu ke situasi perdamaian yang adil dan berkelanjutan, maka pada phase-3 ini perlu dilakukan upaya-upaya resolusi, rekonstruksi dan reconsisiliasi secara simultan dan synergis. Regulasi khusus yang berkaiatan dengan penanganan konflik hendaknya mencakup semua aspek secara komprehensi dalam tiga phase di atas.

2.2. Kebijakan  Penanganan Konflik di Indonesia

Paragraf-paragraf berikut ini akan menguraikan tentang strategi penanganan konflik, prinsip-prinsip penanganan konflik, evaluasi penanganan konflik, pendekatan penanganan konflik. 

2.2.1. Strategi Penanganan Konflik


a. Strategi Dasar,  Ruang Lingkup Strategi Dasar,  Definisi Pra, Saat Terjadi, dan Paska  Konflik

Strategi Dasar merupakan tindakan yang senantiasa berkembang dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pemerintah, komunitas dan private sector di masa depan. Strategi Dasar merupakan strategi yang operasional-fungsional dan dapat dijabarkan pada berbagai kebijakan penanganan konflik di Indonesia. Penerapannya sebatas mempengaruhi substansi desain kebijakan-kebijakan  penanganan konflik agar implementasi penanganan konflik oleh berbagai lembaga dapat memenuhi target yang telah terumuskan, khususnya pada masa pra dan paska konflik. Strategi Dasar dibutuhkan oleh daerah-daerah yang sudah dan sedang mengalami atau terkena dampak konflik serta memiliki potensi konflik. Hal ini kemudian dapat dijabarkan dalam kerangka  kelembagaan yang responsif dalam penanganan konflik dan tidak menunggu konflik kekerasan muncul terlebih dahulu. Kerangka kelembagaan tersebut harus di set up dari tingkat lokal hingga nasional berikut mekanisme kerja antar lembaga di berbagai tingkatan tersebut. Kelembagaan yang berfokus menangani konflik bukan hanya government institution tapi merupakan kelembagaan kolaboratif antara pemerintah, komunitas dan private sector. Idealnya dalam evaluasi kebijakan harus dilakukan: identifikasi kebijakan penanganan konflik yang ada saat ini dan dilakukan penilaian kinerjanya dengan mendasarkan indikator-indikator yang dibangun berdasarkan konstruksi akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.  Dari hasil evaluasi tersebut barulah muncul kebijakan yang dibutuhkan baik menyangkut isi, substansi maupun pendekatannya. Dengan demikian strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi setelah mengolah tentang dua hal.

Isu strategis merupakan hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal sehingga dapat terumuskannya suatu isu yang mendorong atau yang menghambat pengembangan misi khususnya misi penanganan konflik. Isu strategis tersebut “mutlak” menghambat, atau sebaliknya. Intervensi terhadap isu tersebut sangat mendorong lembaga dalam mengemban misinya. Isu strategis tersebut juga “mutlak” memberi peluang, atau sebaliknya, sehingga lembaga dapat secara leluasa mengemban misinya menuju pencapaian visinya.

Evaluasi kebijakan mengarah kepada kinerja dari kebijakan penanganan konflik yang telah didesain, mengarah pada review terhadap pendekatan-pendekatan kebijakan penanganan konflik yang telah dilakukan selama ini. Hal ini selanjutnya menjadi acuan bagi departemen terkait untuk menilai tentang kinerja dan kebijakan apa yang lebih tepat dipergunakan dalam penanganan konflik.

2.2.1.a  Strategi Dasar Pra-Konflik


Kondisi masyarakat yang teridentifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah dengan kesepakatan namun terdapat kecenderungan untuk menyelesaikannya dengan kekerasan. Konflik yang terjadi berpotensi memiliki penyebaran pada  skala yang besar.

Prinsip Dasar yang menjadi dasar bagi Strategi Dasar Pra Konflik adalah: Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui civic education yang berorientasi pada early warning system dan bersifat antisipatif, proaktif dan preventif untuk menopang praktik good governance. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Kapasitas kelembagaan tersebut meliputi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia dan kinerja sistem deteksi dini terhadap konflik. Hal ini dimaksudkan sebagai orientasi pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang memanfaatkan potensi modal sosial di tingkat lokal untuk mendeteksi dan berpotensi menyelesaikan konflik.
Dalam rangka mewujudkan praktik good governance strategi dasar pra konflik dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas yang menyangkut tiga hal, yakni :
1.    Kapasitas Pemerintah

Menyelenggarakan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas masyarakat dan sektor swasta untuk mengetahui pembangunan nasional dan mengatasi isu-isu struktural yang mendasari konflik seperti korupsi, kesehatan, kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia dari pihak polisi sipil, militer, sektor swasta dan komunitas tertentu. Hasil dialog tersebut ditindaklanjuti melalui upaya pendanaan terhadap fasilitas pendidikan seperti pusat-pusat kajian dan penelitian tentang isu-isu sensitif yang potensial konflik, dan mempublikasikan hasil-hasilnya sebagai bentuk kampanye peace building.

Meningkatkan manajemen konflik berupa peran intervensi pemerintah dalam sektor bisnis dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya. Hal ini dilakukan melalui penilaian dampak konflik sebelum investasi dan memantau dampak-dampaknya yang riil secara berkelanjutan. Manajemen konflik yang melindungi mata pencaharian lokal dan komunitas pekerja lokal. Hal ini diperlukan untuk mencegah konflik akibat hilangnya mata pencarian lokal yang disertai dengan menurunnya pendapatan dan gejolak sosial ekonomi setempat. 

2. Kapasitas Sektor Swasta

Perusahaan swasta bekerjasama dengan organisasi lokal. Hal ini relevan dilakukan, meskipun sulit, untuk meminimalkan konflik dan membangun hubungan saling menguntungkan dengan komunitas-komunitas lokal. Perusahaan-perusahaan swasta menggunakan kamar dagang dan asosiasi-asosiasi bisnis tradisional. Asosiasi-asosiasi sektor industri dapat membantu pencegahan konflik dengan isu-isu umum. Asosiasi-asosiasi ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan kekuatan bagi perusahaan swasta agar berperan dalam pencegahan konflik.

Sektor swasta dan pemerintah bersama-sama mendukung program-program kesehatan, pendidikan, dan pengembangan usaha lokal. Investasi sosial sangat penting dimasukkan dalam anggaran perusahaan swasta agar mendanai aktivitas yang memajukan keberagaman, toleransi dan pendidikan kewarganegaraan. Hal-hal tersebut di atas berguna pada situasi tertentu ketika pemerintah setempat kurang memiliki legitimasi disebabkan oleh kasus tindak pidana. Dalam kasus demikian, sektor swasta dapat memainkan peran positif dengan tata pemerintahan yang lebih baik. Namun, kadang-kadang malah terjadi sebaliknya di mana bisnis dapat menjadi penyebab dari kurangnya kejujuran dan akuntabilitas dalam hubungan di antara bisnis dan pemerintah.

3.    Kapasitas Komunitas Masyarakat

Komunitas masyarakat menyelenggarakan dialog-dialog seperti forum warga, forum masyarakat adat, forum lintas agama sebagai bentuk kerjasama dalam menjaga perdamaian. Komunitas masyarakat membentuk lembaga nonpemerintah yang mengkampanyekan peacemaking, peacekeeping dan peacebuilding melalui media-media alternatif yang mudah dipahami dan menyentuh berbagi strata sosial masyarakat. Komunitas masyarakat yang sudah terlembaga menjalin komunikasi dengan sektor swasta. Karena perusahaan-perusahaan atau sektor swasta tidak dapat mengabaikan  peran yang semakin besar dari lembaga non-pemerintah dan perlu terlibat proaktif dengan mereka melalui dialog-dialog peacebuilding

2.2.1.b  Strategi Dasar Saat Konflik Terjadi 

Kondisi masyarakat yang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Konflik ini telah menyebar pada kehidupan masyarakat dan  mengancam kehidupan sesama anggota masyarakat. Prinsip dasar strategi pada saat konflik terjadi menyangkut dua hal, yaitu: peningkatan kapasitas kelembagaan secara terpadu dan penyelesaian konflik secara desentralistik yang melibatkan multi-stakeholders.
Adapun komponen strategi dasar saat konflik terjadi menyangkut beberapa hal, yaitu :
1. Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara.
Kebijakan pertahanan negara ditujukan untuk mewujudkan kepentingan keamanan nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut kebijakan pertahanan negara selalu memperhatikan beberapa faktor yaitu faktor geografi, demografi, sumber kekayaan alam, teknologi, dan politik. Selain itu, kebijakan pertahanan negara juga dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan baru di bidang teknologi, terutama di bidang alat utama sistem senjata (alutsita), munculnya ancaman-ancaman baru, dan perubahan-perubahan lingkungan strategis.

2. Strategi Pertahanan Didasarkan pada Kondisi Geografis Negara Indonesia Sebagai Negara Kepulauan.

Prioritas kebijakan pertahanan dituangkan dalam beberapa sasaran pembangunan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembangunan yang pada prinsipnya menjadi landasan untuk meningkatkan kemampuan agar TNI sebagai ujung tombak pertahanan mampu melaksanakan tiga peran pertahanan, yaitu: mampu melawan ancaman yang datang dari luar, menjamin kemanan nasional meskipun tidak ada ancaman dari luar, serta ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia di bawah bendera PBB.

3. Transparansi dalam Pelaksanaan Operasi Gabungan.

Pemberdayaan kemampuan angkatan sesuai sifat dasar operasi darat (the nature of land operations), sifat dasar operasi laut (the nature of maritime operations), dan sifat dasar operasi udara (the nature of air operations). Dengan memperhatikan makna pemberdayaan kemampuan angkatan sesuai dengan matranya, maka dalam operasi militer gabungan, penggelaran kekuatan pertahanan akan memiliki rasio yang proporsional. Peran multistakeholder dalam pengawasan terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan negara serta operasi militer gabungan. Keterlibatan stakeholder dapat sebagai individu maupun lembaga sebagai bentuk tanggungjawab bersama antara masyarakat,  pemerintah dan sektor swasta terhadap implementasi kebijakan pertahanan negara.  

Komponen-komponen tersebut dikembangkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan secara terpadu yaitu:

1) Kapasitas Pemerintah

Pemerintah bersama organisasi non-pemerintah melakukan mediasi, dan aktivitas-aktivitas resolusi konflik  lainnya, pada institusi-institusi masyarakat sipil untuk menghadapi konflik-konflik sambil tetap konsisten memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan-bantuan dari militer yang bersifat penanganan darurat dikhususkan untuk menjaga zona kemanusiaan selain melakukan tindakan represif untuk menjaga kedaulatan negara. Status darurat militer, darurat sipil dan istilah yang menakutkan lainnya sebaiknya dikampanyekan dalam bahasa setempat seperti aman-terkendali diganti dengan aman-alami. Targetnya, terdapat bahasa-bahasa perdamaian di tengah represivitas yang akan banyak dijumpai pada masa konflik dan berakibat pada trauma psikologis dalam jangka panjang.

Manajemen krisis dan bantuan kemanusiaan (rescue) di luar upaya-upaya operasi polisi sipil dan operasi militer dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah perlu melakukan intervensi berupa inisiatif pembangunan perdamaian jangka panjang bila memungkinkan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rusak akibat operasi pemulihan keamanan oleh pelaksana kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah daerah setempat yang hanya mempunyai dana minim untuk dapat terlibat dalam diplomasi dan negosiasi damai yang bertujuan pada resolusi konflik. Jika tepat situasinya, sektor swasta dapat membantu perekonomian dan pemerintah kembali menjadi fasilitator. 

2)     Kapasitas  Sektor Swasta

Kelembagaan swasta dan pemerintah bersama-sama dengan organisasi masyarakat menyediakan bantuan produk, perlengkapan dan pelayanan secara komersial dalam hal: air dan sanitasi, perencanaan tempat bernaung, makanan sehat dan bantuan kemanusiaan mengikuti pedoman Palang Merah Internasional. Sektor swasta dan pemerintah di wilayah konflik perlu melakukan tekanan untuk seluruh aktor-aktor konflik agar bernegosiasi atau menjauh dari konflik-konflik regional, selain berfungsi sebagai penjaga perdamaian sejati. Layanan kesekretariatan dan dukungan logistik bagi negosiasi-negosiasi perdamaian. Langkah konkret dan jangka pendek adalah terlibat secara langsung di dalam delegasi-delegasi perdamaian atau negosiasi-negosiasi jika memungkinkan dan di dalam kerangka kerja yang telah disetujui bersama.

3)     Kapasitas Komunitas Masyarakat
Organisasi non-pemerintah memonitor konflik-konflik dan keprihatinan terhadap hak-hak asasi manusia,  memberikan peringatan dini akan pelanggaran, dan pendidikan kewarganegaraan. Organisasi non-pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah menggunakan forum-forum netral untuk kelompok-kelompok yang mengalami konflik.

2.2.1.c  Strategi Dasar Paska Konflik 


 Tersebut dikembangkan 
Prinsip dasar paska konflik menyangkut beberapa hal: Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan yang mengarah pada pemulihan situasi kondusif. Kedua, menciptakan masyarakat baru yang pulih dari situasi dan kondisi konflik. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran pemberdayaan dan produktivitas.

Sedangkan komponen strategi dasar paska konflik: Peacemaking-peacebuilding melalui intervensi politik dengan metode negosiasi, Peacekeeping-peacebuilding melalui intervensi-intervensi edukatif dengan menyelenggarakan dialog, pelatihan dan rekonsiliasi, dan melakukan agenda safeguarding mainstreaming pada kebijakan penanganan konflik khususnya alokasi anggaran untuk penanganan daerah paska konflik

Komponen-komponen tersebut dikembangkan dalam peningkatan kapasitas berikut ini:

1) Kapasitas Pemerintah ( Government)

Pemerintah setempat berpartisipasi dalam komisi-komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk mendukung program-program penyerahan senjata, serta amnesti dan demobilisasi yang dijalankan oleh pihak polisi sipil atau militer sebagai penguasa darurat sementara. Aparat kepolisian lebih difokuskan pada masa paska konflik karena penanganan paska konflik harus berangsur-angsur menghilangkan unsur represivitas yang sering terjadi pada saat-terjadi-konflik. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak melalui forum-forum multistakeholders agar terdapat sumber pembiayaan dan dukungan manajerial untuk menopang kapasitas layanan pemerintahan baru (new government) paska konflik. Kapasitas pemerintahan baru tersebut berfungsi untuk memulihkan situasi dan kondisi terhadap kelembagaan masyarakat secara desentralistik dan bertahap.Pemerintah melakukan agenda safeguarding mainstreaming yang mengalokasikan dana untuk wilayah paska konflik dengan desain kebijakan berdasarkan prinsip public value asessment agar target penerima dana berlangsung secara efektif, tepat sasaran dan tidak fiktif.

2) Kapasitas  Sektor

Pihak swasta dan investor menyediakan dukungan komersial dalam  membangun kembali prasarana dan investasi pada sektor-sektor produktif. Strategi pembentukan forum diskusi dan forum bisnis dilaksanakan berdasarkan modal manusia lokal (local human capital) khususnya bagi usaha-usaha skala kecil yang tidak lagi memasalahkan sentimen etnis, religi dan ideologi politik. Investasi sosial difokuskan pada proyek-proyek yang menargetkan pada populasi yang terkena dan mantan korban dengan mengenalkannya perihal aktivitas inti bisnis yang diperkirakan produktif pada masa paska konflik. Investasi sosial juga dialokasikan untuk organisasi non pemerintah yang aktif pada upaya rekonsiliasi, pendidikan dan program terkait.

3) Kapasitas Komunitas Masyarakat
Pendidikan kewarganegaraan (civic education) melalui forum warga atau forum komunitas merupakan media untuk membangun kesadaran atas sistem kelembagaan demokratis paska konflik. Dalam forum warga/komunitas, kesadaran individual tersebut terjaga secara berkelanjutan (sustainability) dan dikembangkan untuk pemberdayaan dan produktivitas, serta perdamaian dalam jangka waktu yang panjang. Komunitas masyarakat sadar akan hak-haknya sebagai warga negara dalam pemulihan kesehatan, pendidikan, pemukiman dan perdagangan. Belajar dari kasus-kasus konflik etnis, religi dan pemekaran wilayah maka amat diperlukan partisipasi komunitas masyarakat dalam perdagangan antar pulau (insular trading). Perdagangan antar pulau dapat membuka jalur komunikasi, informasi dan meningkatkan kerjasama sosial-ekonomi dan sosial-budaya yang menghindari kesalahpahaman dan konflik kekerasan antar-etnis, religi dan ideologi politik.

2.2.2. Prinsip-Prinsip Penanganan Konflik


Penanganan konflik yang komprehensif dan integratif dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu:

a. Pengelolaan yang Terpadu

Prinsip ini diwujudkan melalui kerja sama yang komunikatif dan koordinatif antara lembaga-lembaga atau departemen pemerintah terkait. Model ini menjamin kemampuan untuk  mengantisipasi perubahan-perubahan yang cepat di daerah konflik serta mengantisipasi perubahan kebijakan yang berhubungan dengan penanganan konflik dengan mengkombinasikan antara upaya penghentian konflik, rekonsiliasi dan rehabilitasi.

Dalam prinsip pengelolaan terpadu, kekuasaan penting digunakan untuk menangani konflik karena kekuasaan cenderung terkonsolidasikan pada sedikit orang secara efektif dan operasional. Fakta-fakta konflik di lapangan dapat menjadi bahan utama bahwa distribusi kekuasaan tidak terpusat pada negara (state), suku bangsa dan etnisitas (nation) serta pemerintah (government). Distribusi kekuasaan telah berubah mengikuti bentuk kurva yang tidak wajar, yang menampakkan bahwa kekuasaan terletak pada kelompok-kelompok yang bertikai dan kelompok-kelompok yang berkepentingan tidak langsung padanya. Elit yang direpresentasikan oleh pemerintah, militer, polisi dan politisi parlemen, juga tidak berbentuk tunggal karena terdapat kelompok-kelompok konspiratorial dalam upaya pengelolaan konflik. Dalam hal ini, pandangan-pandangan kelompok konspiratorial sejauh mungkin tidak mengarah pada konflik yang kian berlarut-larut. Oleh karena itu, aspek kekuasaan  harus dilembagakan secara transparan agar tidak berlanjut pada situasi lebih akut daripada konflik-konflik sosial. 

b. Pengelolaan Secara Desentralistik dan Demokratis 

Penanganan konflik harus berpijak pada kenyataan parsial dan kebutuhan spesifik di masing-masing lokasi. Oleh  karena itu dibutuhkan desentralisasi pengelolaan konflik yang operasional. Dalam suatu pemerintahan dan bangsa-bangsa yang mengalami transisi politik demokratik, desentralisasi masih dipakai sebagai salah satu pendekatan utama. Pendekatan ini merupakan pendekatan struktural untuk mengurangi otoritarianisme pusat dan militerisasi selama Orde Lalu. Namun, dalam konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah, fakta-fakta telah bergerak cepat dan sulit diterima oleh desentralisasi yang bersifat akademis dan tidak operasional. Pembunuhan antar masyarakat yang sedang konflik, secara faktual, lebih dikarenakan oleh suasana psikologis. Pendekatan ini menjadi suatu yang penting ketika terjadi konflik antar etnis yang berasal dari daerah yang berbeda seperti dalam kasus Sampit yang melibatkan suku Dayak dan Madura. Prinsip pengelolaan desentralistik lebih merupakan persoalan peradaban pasca konflik dan ukuran keberhasilannya adalah bila dijalankan (operasional). 

c. Menjaga Keberlanjutan (Sustainability)

Prinsip ini penting, karena menurunnya standar hidup masyarakat di daerah konflik membutuhkan penanganan yang berlanjut, tidak hanya pada saat konflik namun berlanjut pada upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat paska konflik. Penanganan hendaknya memperhatikan konsekuensi pemulihan jangka panjang yang dapat terpelihara secara terus menerus dan berkeseinambungan.

Aspek mentalitas dalam hal ini penting diperhatikan. Mentalitas sustainability sama sekali tidak berdasarkan logika policy yang didesain by project. Prinsip ini dipergunakan secara operasional agar daerah yang berkonflik tidak tertinggal dalam menghidupkan produksi-distribusi riil. Sesungguhnya, efek yang dihindari oleh prinsip ini adalah benturan antara kekuasaan yang mengancam kedaulatan rakyat di tengah konflik yang berlarut-larut. Akumulasi aset yang seimbang dan tidak terdistorsi dalam “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” dipraktikkan melalui dukungan terhadap pendidikan dasar/menengah, fasilitas kesehatan dan perlindungan sumber daya alam. Ketiga aset ini diamankan dengan pengelolaan antara logika power dan profit berdasarkan tipologi konflik yang dihadapi.

d.
Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penanganan konflik memiliki arti strategis yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terabaikan selama konflik berlangsung. Dalam menangani konflik, dapat dilakukan dengan mengembalikan legitimasi dan kepercayaan kepada pemerintah sehingga mampu mencegah munculnya konflik vertikal. Sentralisme pemerintah pusat dalam merancang policy ditransformasikan ke arah demokratik melalui prinsip good governance. Prinsip ini secara teoritis meletakkan pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat (civil society) sebagai penentu kedaulatan. 

Posisi prinsip good governance untuk menyelesaikan konflik mempunyai ruang lingkup yang strategis. Ruang sosial yang strategis itu misalnya pada kasus pengungsian dalam negeri, aliran/rute pengungsi, keadaan darurat pada kemanusiaan dan persoalan ketidakstabilan regional lainnya. Pengawasan civil society terhadap aktor, sosok, fungsi dan mekanisme pemerintah dalam menangani konflik penting pula bagi masyarakat yang sedang berkonflik. Masyarakat dan elite yang sedang berkonflik cenderung alpa bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Mereka cenderung menjadi “pribadi-pribadi” dan “komunalisme mafioso” yang membahayakan aspek kewarganegaraan (citizenship). 

e.      Pelaksanaan Bertahap

Pengelolaan bertahap cenderung lebih diterima secara nalar dan sekaligus punya tantangan berupa kecurigaan dari berbagai pihak bertikai. Secara bertahap, prinsip pelaksanaan ini bisa diawali dari mana saja yang terutama difokuskan pada perluasan, modifikasi atau adaptasi terhadap pakta-pakta pertahanan dan keamanan negara (hankamneg). Fakta hankamneg di wilayah konflik amat penting untuk mengendalikan pertikaian bersenjata liar dan ilegal. Dengan demikian pengendalian akan diasumsikan sebagai fokus yang lebih bersifat “setempat/lokal” dan tentara/aparat pemerintah dibekali potensi kebudayaan setempat yang damai. Hal ini bermaksud untuk menjaga kepekaan tentara dan aparat pemerintah pada saat melakukan pengendalian terbatas (bahasa “aman-terkendali”) atau upaya verifikasi dalam operasi militer.

Tahap penting yang menjadi fokus dalam menangani konflik ini adalah adanya persetujuan damai yang bersifat asimetris antara hal “tujuan” dan “hasil”. Sebagai contoh, suatu bentuk barter antara penduduk asal dan pengungsi dapat saja menjadi norma sosial baru yang bersifat sementara. Pihak-pihak elite mencontoh norma-norma ini dalam kebijakan ekonomi-konkret dan struktural seperti barter penyerahan senjata liar dengan program rehabilitasi tenaga listrik. Artinya, tindakan pemusnahan senjata rakitan dalam operasi militer saat menghadapi keadaan suatu darurat lebih bersifat sementara.

f.
Pelibatan Lintas Pelaku Terkait (Multistakeholders)

Prinsip-prinsip penanganan konflik di lapangan memerlukan stakeholders agar tidak terjadi kecurigaan dalam ruang publik nanti. Seperti diketahui bahwa ruang publik (public sphere) dalam konflik-konflik yang berlarut-larut sama sekali habis. Kecurigaan-kecurigaan pribadional di dalam suatu kawasanregional telah menghancurkan ruang publik yang bebas komunikasi. Dalam situasi “struktural” semacam ini maka stakeholders menemukan posisinya yang penting sebagai the real partner dalam pengelolaan konflik.

Konflik-konflik berbaju etnik, religi dan egosentrisme-regional memerlukan stakeholders yang multikultural. Multikultural di sini dipahami sebagai pencarian terhadap aspek budaya seperti seni, tradisi agama yang positif hingga tradisi yang destruktif. Representasi kebudayaan yang multi kemudian diolah dan diarahkan untuk membangun ruang publik yang damai. Prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi stakeholders adalah:

· Adanya kesadaran dan mentalitas perdamaian.

· Adanya pemilahan antara kepentingan komunalisme mafioso dengan kepentingan publik sebagai warga negara.

Adanya kesadaran untuk melakukan metamorfosis dari kecurigaan menuju program-progam ekonomi-logistik yang riil untuk wilayah konflik

g.    Pemberdayaan dan Produktivitas

Produktivitas di wilayah konflik berhubungan erat dengan pemberdayaan di sektor swasta. Selama ini perencanaan pembangunan yang mengandalkan efisiensi yang lantas direalisasikan melalui spesialisasi produksi per wilayah sulit bertahan. Sudah terlanjur terjadi demarkasi antara pasar dan produksi, di tengah kelompok-kelompok usaha swasta yang hancur saat konflik dan perlu waktu lama untuk pulih sediakala. Prinsip pemberdayaan dan produktivitas dalam prinsip ini ditawarkan untuk membentuk kelompok-kelompok berbasis kerja. Kelompok berbasis kerja (private sector development), sekalipun sulit dilakukan, penting untuk menggeser tipologi masyarakat konflik berbasis isu ke tipologi masyarakat berbasis kerja.

Pemberdayaan ekonomi-logistik dan produktivitas pada kelompok-kelompok berbasis kerja, pada tahapan awal berprinsip pemberdayaan kesehatan. Pemberdayaan kesehatan ini bertujuan untuk memperkuat pengadaan budget kesehatan di struktur keuangan daerah konflik. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis tersebut salah satunya didonasi dengan pemberdayaan kesehatan keluarga. Salah satu contoh yang diprediksi memperparah konflik adalah isu-isu penyakit AIDS, SARS, malaria, hepatitis dan penyakit sejenis Tuberculosis (TBC) yang menghasilkan status yatim piatu, kemiskinan, kejahatan, serta ketidakstabilan dalam internalkeluarga dan masyarakat yang sudah terkotak-kotak pada konflik.

Keluarga yang standar kesehatannya sudah layak maka pada tahap berikutnya ditawari program yang lebih produktif sebagai kelompok usaha swasta. Tentu saja, karakter-karakter ekonomi produktif tersebut berdasarkan sumber-sumber alam yang masih bisa diselamatkan pasca-konflik. Sektor-sektor jasa pun dapat pula menjadi tawaran untuk keluarga yang sehat agar lebih produktif dengan perhitungan laba yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusiawi.

h.
Pemeliharaan Modal Sosial (Social Capital)

Modal sosial ini bisa muncul seketika pada situasi psikologi sosial tertentu.  Misalnya, saat terjadi halusinasi, mimpi atau sekalipun oedipus complex yang dipengaruhi kuat oleh kelelahan masyarakat (korban konflik) di tengah keberadaan elite-elite pada wilayah konflik. Artinya, terdapat situasi psikologi-sosial yang selama dalam kondisi normal dianggap tabu, lantas muncul seketika tanpa konfigurasi yang jelas. Ditambah pula adanya sisa-sisa konservatisme di kalangan birokrasi yang kemudian mengalami keterkejutan akibat adanya konflik berlarut-larut, serta ancaman kemandekan ekonomi di daerah konflik.

Dalam konteks dan ruang halusinasi atas kesesatan informasi di wilayah “perang/konflik” inilah stakeholders penting untuk saling negosiasi. Posisi pusat berada sebagai pembuat cetak biru sistematik yang berpijak pada kenyataan, bingkai teorisasi atas social capital per wilayah konflik, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Tanpa semua itu, modal sosial hanya menjadi aksi atau daya-batin sporadis di masyarakat, dan selanjutnya menjadi interregnum, yaitu sebuah masa kegelapan lama dalam konteks pengertian siklus konflik (pra-saat-paska). Di dalam siklus terdapat event atau peristiwaperistiwa kekerasan yang terus menerus terjadi tanpa adanya negosiasi rekonsiliasi.

Ancamannya adalah seluruh stakeholders baik dari kalangan militer dan sipil yang juga sama-sama mengalami konflik tanpa sebab yang pasti itu, malah membuat peluang untuk melakukan mimikri sebagai pijakan baru untuk kompromi-kompromi. Mimikri membuat kompromi-kompromi hanya berlangsung sementara untuk berhenti dari kelelahan transisi (transition fatigue). Oleh karena itu, modal sosial diajukan sebagai prinsip penanganan konflik agar terjadi terapi psikologi sosial di antara stakeholders hingga dapat membentuk struktur sosial baru (the new social structure) yang riil dan tidak berupa mimikri.

i. 
Prinsip Penanganan Rehabilitatif dan Rekonsiliatif

Prinsip ini ditujukan untuk memulihkan kerusakan berbagai prasarana dan sarana di berbagai bidang sebagai akibat konflik yang secara simultan maupun bertahap dengan upaya-upaya menyatukan pihak-pihak yang bertikai melalui serangkaian dialog dan perundingan damai serta kegiatan-kegiatan yang dapat memulihkan sikap saling percaya dan mendukung terciptanya situasi perdamaian.

Otonomi regional berarti kebijakan-kebijakan dapat diterapkan dengan baik jika ada kompromi antar kelompok dan komitmen oleh para pemimpinnya untuk mencapai kesepakatan bersama yang berorientasi pada rekonsiliasi konflik. Prinsip rehabilitatif dan rekonsiliatif akan mempengaruhi kebijakan untuk pengelolaan konflik semakin akomodatif dan menjadi efektif. Prinsip ini merupakan salah satu alternatif mengingat penyelesaian konflik dapat dikejar dengan hati-hati tetapi berlangsung secara terus menerus dalam jangka lama. 

j. 
Pendekatan Partisipatif dan Aspiratif

Pelibatan komponen-komponen strategis dalam penanganan konflik serta menstimulir munculnya inisiatif dari bawah bagi upaya penyelesaian secara damai, serta pengikutsertaan masyarakat secara luas dalam pemulihan sosial ekonomi sehingga memunculkan kebersamaan, toleransi dan saling memiliki. Pendekatan partisipatif berarti menginginkan adanya diplomasi-diplomasi terhadap konflik yang berwatak pluralis, konflik berwatak komunalis lintas etnik, religi dan politik.

Watak pluralis dari konflik di beberapa daerah Indonesia dapat digambarkan seperti kaum minoritas yang mencari persamaan perlakuan hukum. Namun, perlakuan hukum yang diharapkan tersebut juga mengalami dilema karena dicurigai menguntungkan kelompok-kelompok mayoritas saja. Kelompok ini terdiri dari korban genocide ataupun yang merasa diperlakukan secara berbeda oleh pemerintah.

Sedangkan pendekatan partisipatif berwatak komunalis lintas etnik, religi dan politik, lebih didasarkan pada tuntutan khusus terhadap pemerintah. Posisinya berada pada upaya mempertahankan atas demografi/geografi tertentu dan telah mengalami kelelahan atas konflik-konflik yang menimpanya. Keanggotaannya tidak ditentukan oleh etnisitas atau hubungan politik. Prinsip-prinsip ini memang tidak mudah dilakukan bila di tengah perjalanan terdapat separatisme yaitu kelompok yang menginginkan pemisahan wilayah baik berupa otonomi khusus maupun kemerdekaan. Bila membahayakan warga negara sipil maka jalur diplomatik ditransformasikan ke represi (operasi militer) atas ijin pemerintah pusat dengan jaminan operasi militer tersebut tidak memakan korban sipil dalam jumlah besar dan terdapat biaya rekonsiliasi.

k. 
Peningkatan Kapasitas (Capacity Building)

Peningkatan kapasitas lembaga kepemerintahan dan lembaga masyarakat yang mampu menghentikan konflik  dan mendeteksi secara dini setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat (early warning system) untuk mencegah terjadinya konflik, membangun integrasi dan mengembalikan pada situasi yang kondusif. Prinsip peningkatan kapasitas berorientasi pada institusi-institusi publik yang telah hancur dan kurang memiliki legitimasi, serta manajemen pemerintahan dalam konflik yang tanggap terhadap early warning system. Prinsip ini dijabarkan dalam bentuk kampanye publik oleh organisasi-organisasi yang focus terhadap resolusi konflik serta konsultasi psikologi-sosial atas trauma masyarakat.

l. 
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
Pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan potensi individu agar memiliki wawasan, watak, serta keterampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara. Potensi ini diperlukan agar  dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Orientasi civic education adalah transformasi atas diskriminasi, identitas kelompok, kepemimpinan berdasarkan modal sosial. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu yang penting dalam rangka memberikan kesamaan pandangan tentang sebuah bangsa dan meningkatkan karakter masyarakat yang mempunyai wawasan kebangsaan Indonesia.

m.  
Masyarakat Baru 

Untuk menjaga dan terpeliharanya suasana damai dari hasil rekonsiliasi yang dilakukan, diperlukan penciptaan suatu “new society” dalam lingkungan atau permukiman baru yang dibangun pasca konflik. Melalui prinsip  dapat memaduserasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan dari pihak-pihak yang bertikai sebelumnya. Hancurnya infrastruktur dan kelembagaan di daerah konflik memberikan peluang pembentukan tata ekonomi, sosial dan politik baru yang tidak menimbulkan kontradiksi dan kesenjangan serta menghapus trauma psikologis.

Dasar pemikiran struktural prinsip pembentukan new society adalah:

1) Negara (state) dalam situasi konflik telah berubah dari wilayah-geografis menjadi kekuasaan (power) dan dana alokasi penanganan (bugdet).

2) Pemerintah (government) berubah dari struktur organisasi yang rapi menjadi individu-individu tanpa struktur organisasi dan cenderung kesulitan dalam menangani konflik.

3) Bangsa (nation) berubah dari masyarakat yang abstrak berdasarkan persatuan dan kesatuan nasional, menjadi suku-suku, kelompok religi dan kelompok etnis yang berkonflik dan tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan slogan idelogis (bhinneka tunggal ika) semata.

Struktur-struktur yang ajeg (teratur) tersebut berjalan sendiri-sendiri sehingga society yang pada dasarnya ingin mewujudkan ketentraman ekonomi dan sosial budaya, tidak mengalami pemberdayaan yang kuat. New society berhak mendapatkan jaminan sosial-ekonomi dan keamanan/kesehatan melalui program dan donasi monetarisme internasional, khususnya dalam penanganan konflik pemerintah merupakan institusi yang berkewajiban melakukan rehabilitasi sosial-ekonomi masyarakat. Dana hutang luar negeri maupun bentuk-bentuk bantuan dan kerjasama harus dikalkulasikan sebagian darinya, untuk rehabilitasi konflik berdasarkan budget policy. Bangsa yang terdiri dari beberapa etnis, suku, serta milisi/politik berbaju agama, dalam new society diakomodasi dalam pembentukan tata ekonomi dan sosial politik pasca-konflik berdasarkan kebijakan-kebijakan ekonomi, stabilisasi politik dan pertahanan-keamanan negara. Dengan demikian, struktur masyarakat bernama new society merupakan “struktur” dalam artian keteraturan (ke-ajeg-an) sosial dan sekaligus membuka segala kemungkinan (possibilities) untuk resolusi konflik sesuai kemampuan pemerintah pusat dan daerah. Untuk menjaga dan terpeliharanya suasana damai dari hasil rekonsiliasi yang dilakukan, diperlukan lingkungan atau permukiman baru yang dibangun pasca konflik, yang dapat memaduserasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan dari pihak-pihak yang bertikai sebelumnya.

n.  
Bersifat Antisipatif, Proaktif dan Preventif

Penanganan yang antisipatif berbasis informasi dan modal sosial akan membantu deteksi terhadap kemungkinan konflik (mitigasi) dan melakukan upaya pencegahannya (preventif). Berorientasi pada kapasitas institusi-institusi publik yang telah hancur dan delegitimasi, serta  manajemen pemerintahan yang tanggap terhadap situasi konflik, terutama dalam menciptakan early warning system.

Tindakan-tindakan apapun yang dilakukan di wilayah konflik merupakan otonomi-relatif pemerintah daerah yang sedang menangani konflik. Perencanaan berbasis teknologi informasi dan modal sosial (social capital) merupakan praktik-empirik atas kesimpangsiuran yang terjadi di wilayah konflik. Informasi-informasi yang dijalankan di ruang publik, memberi segala kemungkinan untuk mendeteksi suatu wilayah tersebut mempunyai potensi kekerasan atau sebaliknya mendorong konteks strategis dari upaya perdamaian berjangka panjang dan menengah.

o. 
Pendekatan Kesejahteraan

Penanganan yang antisipatif berbasis informasi dan modal sosial akan membantu deteksi terhadap kemungkinan konflik (mitigasi) dan melakukan upaya pencegahannya (preventif). Berorientasi pada kapasitas institusi-institusi publik yang telah hancur dan delegitimasi, serta manajemen pemerintahan yang tanggap terhadap situasi konflik, terutama dalam menciptakan early warning system. Tindakan-tindakan apapun yang dilakukan di wilayah konflik merupakan otonomi-relatif pemerintah daerah yang sedang menangani konflik. Perencanaan berbasis teknologi informasi dan modal sosial (social capital) merupakan praktik-empirik atas kesimpangsiuran yang terjadi di wilayah konflik.
p.
Pemeliharaan Perdamaian

Prinsip pendekatan perdamaian merupakan kesatuan antara diplomasi, negosisasi serta reformasi strategi pertahanan dan keamanan negara (hankamneg) Indonesia. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan peran militer secara maksimal pada masalah seperti penciptaan perdamaian pasca akuisisi persenjataan dan operasi pemulihan keamanan menghadapi politik gerilya yang separatis. Prinsip perdamaian dalam pengelolaan konflik tidak bisa meninggalkan:

1) Posisi teritorial tentara sebagai tentara-rakyat (citizen army) yang didukung oleh tentara profesional (professional armed forces) yang merintis kebijakan industria pertahanan khusus untuk penanganan wilayah konflik.  2) komitmen terhadap sipil dalam penyesuaian strategi dan postur pertahanan di wilayah konflik sesuai kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

Dukungan media massa dalam liputan perdamaian di ruang publik juga penting senyampang berada dalam koridor masalah-masalah pertahanan dan mengurangi “konflik di daerah” sebagai “konflik para jenderal”. Media massa juga perlu menyadari posisinya agar tidak menjadi the other hand militerism yang memancing tindakan kekerasan militeristik di antara pihak yang berkonflik. Jurnalisme perdamaian senyatanya merupakan salah satu wilayah penerapan prinsip perdamaian. Bahasa-bahasa kebijakan perdamaian yang ditujukan pada tentara haruslah dalam bahasa yang mereka mengerti untuk menghindari kesalahpahaman dan pengorbanan pasukan di lapangan. Haruslah disadari bahwa masalah perdamaian konflik merupakan masalah negara, bangsa, pemerintah dan bukan monopoli/tanggung jawab tentara. 

2.2.3. Pendekatan Penanganan Konflik


Beragam kebijakan mengenai penanganan konflik pernah dirumuskan, dan dirancang delivery system-nya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya-upaya tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam mengkaji ulang atau setidaknya melakukan review kebijakan. Disamping itu juga telah memberikan referensi bagi semua pihak (yang peduli terhadap penangan konflik) untuk merancang ulang (redisain) kebijakan mendatang.

Mengacu pada sudut pandang penangan konflik pra-saat- paska, maka dalam review kebijakan ini menggunakan sistematika pendekatan menjadi pokok bahasan, selanjutnya dijelaskan lebih dalam dalam kondisi pra konflik, saat konflik, dan paska konflik.
a. Penanganan Sektoral - Regional

Seakan kemunculan pendekatan regional berhadap-hadapan dengan sektoral. Pada konteks grand strategy diarahkan untuk melakukan sinergisitas sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak parsial (lebih terintegrasi) dalam menangani konflik. Artinya kemunculan pendekatan regional bukan berarti menghilangkan pendekatan sektoral. Dalam mengelompokkan mana kebijakan yang menggunakan pendekatan sektoral atau regional, dapat menggunakan matrik perbedaan yang mendasar antara dua kebijakan tersebut. 

1) Masa Pencegahan Konflik

Penanganan pada fase ini biasanya menggunakan asumsi adanya kondisi di masyarakat yang berpotensi memicu terjadinya konflik dan cenderung mengarah pada kekerasan sosial, kemudian masing-masing sektor mencoba menerjemahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi sektornya.

Kebijakan-kebijakan yang spesifik diarahkan untuk mencegah terjadinya konflik (pra konflik) contoh yang dapat dikemukakan berasal dari rancangan Direktorat Penanganan Konflik, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri, yang meliputi:

a. Mendeteksi dan menganalisis gejala-gejala awal secara dini yang mengarah  kepada gangguan dan encaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi implementasi kebijakan publik.

c. Meningkatkan kemampuan dalam kontijensi terhadap berbagai konflik etnis dan sosial yang mengancam integrasi bangsa. Adapun dukungan  program-program rutin yang dikemukakan adalah :

· Pemantauan ke daerah-daerah yang potencial menimbulkan kerawanan konflik.  

· Mengadakan analisa gejolak sosial yang berimplikasi timbulnya kerawanan stabilitas ketentraman masyarakat.

· Mengadakan pengkajian terhadap masalah Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan terhadap ketentraman masyarakat dan menyusun saran tindak penanggulangannya.

· Menyusun evaluasi pelaksanaan kebijakan ketentraman masyarakat baik di pusat dan daerah. 

· Menyusun dan melaporkan mengenai pelaksanaan kebijakan baik secara berkala dan insidentil. 

2) Masa Terjadinya Konflik (Saat Konflik)

Bersamaan dengan terjadinya konflik, masyarakat atau kelompok masyarakat yang sedang konflik maupun yang tidak akan mengalami penurunan derajat standar pelayanan umum misalnya kesehatan,pendidikan, sandang, pangan, maupun tempat tinggal. Selanjutnya masing-masing sektor bersikap untuk mengatasi kondisi tersebut melalui kebijakan dengan crash program yang disusun sebagai turunan dari kebijakan tersebut.
Penanganan bidang kesehatan sebagai contoh yang dikemukakan pada masa terjadinya konflik. Pada prinsipnya Departemen Kesehatan dalam menangani masalah kesehatan di daerah konflik adalah sama dengan penanganan masalah konflik di daerah-daerah yang mengalami bencana. Karena menurut Depkes, konflik lebih merupakan salah satu bencana:

a) Depkes mengeluarkan buku Pedoman bagi seluruh Dinas Kesehatan di Indonesia sebuah Prosedur Tetap (Protap) Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tahun 2002. Protap ini disahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 979/Menkes/SK/IX/2001.

b) Protap berisi tentang Kebijakan Umum dalam Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yaitu: (i) Dalam hal pelayanan kesehatan bagi Penanggulangan Bencana alam dan Penanganan Pengungsi tidak dibentuk prasarana dan sarana khusus, tetapi menggunakan yang sudah ada hanya intensitasnya ditingkatkan; dan (ii) Membentuk Satgas di Kab/Kota (PB-P).

Tahapan teknis di bidang kesehatan yang bersifat sektoral yang meliputi dua tahap: pertama, tahap persiapan penanganan yaitu dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi. Kedua, tahap terjadinya bencana yaitu dengan melakukan penanganan mulai dari lapangan, penyediaan sarana dan sampai pada rujukan kesehatan, dengan beberapa jenis kegiatan yang meliputi:

Pertama, membagi rujukan rumah sakit umum pusat dalam penanganan kesehatan di Indonesia kedalam 5 (lima) wilayah:

a) RSUP H. Adam Malik untuk bertanggung jawab pada Wilayah NAD, Sumut, Riau, Bengkulu dan Jambi.

b) RSUP Dr, Soetomo Surabaya; Jatim, Kal-Sel, Kaltim, NTB dan NTT

c) RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo: Makasar Sul-Sel, Sul Teng, Maluku, Papua.

d)  RSUP Dr, Cipto Mangunkusumo: DKI, Banten, Lampung, Kalbar, Kalteng

e) Wilayah Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Bali, Sulut, Gorontalo

Kedua, melaksanakan pelayanan kesehatan pada daerah bencana dan pengungsi akibat konflik secara detail teknis.  

Ketiga, Pengorganisasian pelaksana PB-P oleh Depkes dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pusat di bawah Tanggung Jawab Menteri Kesehatan, propinsi dibawah tanggung jawab Kepala Dinas, Kabupaten di bawah tanggung jawab Kadin Kes. Kab. Di Lokasi, dibawah tanggung jawab Kepala Puskesmas.

Pengorganisasian ini diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam buku Protap juga dijelaskan tentang bagaimana langkah-langkah pelaksanaan pelayanan kesehatan PBP mulai dari Pusat sampai lokasi kejadian dengan tahapan Pra Bencana-Terjadinya Bencana dan Paska Bencana. Seluruh rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan PB-P menggunakan dan memobilisasi sumber daya yang ada dan menggunakan anggaran APBD dengan tidak menutup kemungkinan bantuan dari pusat.

Keempat, monitoring dan evaluasi dilaksanakan mulai dari koordinator lapangan sampai ke Pusat. Langkah-langkah tersebut di atas mempunyai fokus pada sisi supply yang mengandalkan keterampilan teknis yang cepat. Selanjutnya, langkah tersebut dapat ditransformasikan pada sisi demand bahwa masyarakat pengguna fasilitas kesehatan lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan saat terjadinya konflik. Setelah mengetahui kebutuhan di wilayah konflik maka pemerintah baru dapat memberi supply fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sesuai permintaan mereka. Kebijakan penanganan konflik yang masih sektoral ini memang bersifat inkremental dan berfokus pada dampak dari konflik yang akan terjadi nanti. Hal ini sudah dapat ditransformasikan pada model pencegahan konflik yang bisa merespon keinginan multistakeholder melalui surveisurvei kesehatan dan pendidikan yang lebih partisipatif.

3) Masa Paska Konflik

Konflik pada saat telah selesai biasanya meninggalkan dampak pada masyarakat atau kelompok yang konflik. Selanjutnya masing-masing sektor bersikap untuk mengatasi kondisi tersebut melalui kebijakan yang disertai dengan turunan pelaksanaanya.
Sebagi contoh pada masa paska konflik kebijakan yang dikeluarkan oleh BAKORNAS PBP (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi) mempunyai program relokasi dan pemberdayaan ekonomi pengungsi masa paska konflik yaitu:

· Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dengan beberapa kegiatan:

a) Pemberian bantuan Usaha Tani, perikanan, peternakan dan perkebunan per-KK (Kepala Keluarga).

b) Program perbaikan sarana irigrasi, jalan desa melalui proyek padat karya.

c) Bantuan Sarana Produksi pertanian.
d) Pembangunan/rehabilitasi pasar-pasar desa/kecamatan yang ada maupun yang baru.  Mendukung usulan program pemulihan ekonomi paska kerusuhan Poso, supaya dialokasikan pada Tahun Anggaran 2003.

e) Perbaikan fasilitas umum seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan peribadatan, air bersih dan sanitasi, peningkatan pelayanan penerangan listrik.
· Relokasi

Kegiatan relokasi ini dilakukan dengan beberapa kegiatan:

a) Pengungsi yang tidak mau kembali ke tempat asal, direlokasikan ke tempat baru dengan pola sisipan atau transmigrasi lokal.

b) Pengungsi yang tidak mau kembali ke tempat asal yang berada di luar Sulawesi Tengah penanganannya dikoordinasikan dengan BAKORNAS PBP.Hingga  pelaksanaan tahun 2002 menurut Bakornas PBP masih terdapat titik-titik kritis terutama berkaitan dengan :

· Ketersediaan waktu dan dana yang tidak mencukupi  untuk menangani keseluruhan pengungsi;

· Perlindungan keamanan oleh masyarakat pada saat suasana yang kondusif terjadi masih cukup diperlukan terutama oleh Polri dan TNI; dan 

Peningkatan frekuensi (minimal sebulan sekali) fungsi koordinasi terutama di tingkat propinsi dan kabupaten. Kegiatan berkaitan dengan penanganan pengungsi terlihat telah memberikan warna-warna yang tidak inkremental, mulai melibatkan berbagai pihak (stakeholder) dalam menjalankannya. Program-program tersebut cukup berfungsi dalam merespons kedaruratan dan memberi peluang bagi penanganan regional yang mencari social delivery system yang tepat. Namun demikian yang harus dicatat dalam pelaksanaanya diperlukan proses dan forum-forum yang mendorong terjadinya akuntabilitas pemerintah, transparansi antara pemerintah, pihak swasta dan pengguna fasilitas.

b. Kebijakan Pendekatan Keamanan- Kesejahteraan 

Pendekatan keamanan dominan berada dalam masa terjadinya konflik kekerasan dan karena itu perlu ditambah dengan pendekatan kesejahteraan agar terdapat kebijakan penanganan konflik yang berkelanjutan. Di bawah ini terdapat pembedaan terhadap pendekatan tersebut yang selanjutnya dapat direkomendasikan sinergisitasnya. Kebijakan pertahanan dan keamanan negara menekankan pada pendekatan keamanan yang berusaha disinergiskan dengan pendekatan kesejahteraan. meskipun demikian, pendekatan keamanan masih menonjol karena skala konflik separatisme makin kuat seiring dengan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis di dunia. Ancaman keamanan non-tradisional yang timbul di dalam negeri dengan motivasi separatisme, akan dihadapi dengan mengedepankan cara-cara dialogis. Pendekatan dialogis diharapkan mampu mempengaruhi para pelaku untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila pendekatan dialogis untuk mendapat respon positif, maka penggunaan cara cara lain yang lebih tegas sangat mungkin dilakukan demi terpeliharanya stabilitas keamanan nasional dan tetap tegaknya NKRI.


Dalam menentukan keberhasilan pendekatan kebijakan keamanan-kesejahteraan dapat ditentukan berdasarkan beberapa tolok ukur.

1) Tolak Ukur Represivitas Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara

Pengalaman konflik di Aceh, gerakan separatis bersenjata yang dilakukan oleh GAM di Aceh dan OPM di Papua cenderung meningkat. Kelompok separatis tersebut bahkan  mengembangkan basis-basis di luar negeri untuk mendapat simpati dan dukungan dari negara lain. Sementara itu, tindakan destruktif berupa kejahatan dan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis tersebut meningkat cukup tajam terutama yang terjadi di Aceh. Tindakan kejahatan dan kekerasan tersebut menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat, bahkan meyebabkan gelombang pengungsian dalam jumlah besar. Ancaman dari kelompok separatis bersenjata sesungguhnya merupakan urusan dalam negeri Indonesia, sehingga akan diselesaikan dengan cara-cara bangsa Indonesia dan dengan memperhatikan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal yang harus dijunjung. Undangundang Nomor 3 tahun 2002 menugaskan TNI untuk mengatasi ancaman separatis bersenjata, walaupun kemudian pemerintah berupaya menempuh penyelesaian secara damai dan dialog. Guna penyelesaian konflik di kedua wilayah tersebut, pemerintah  berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah bersangkutan dengan memberikan otonomi khusus di provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, serta meningkatkan pembangunan di daerah. Proses operasi militer dilakukan bila upaya diplomasi sudah tidak dihormati lagi oleh kedua belah pihak.

Di tingkat kebijakan nasional pertahanan keamanan negara, penanganan konflik telah diupayakan untuk menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini perlu ditransformasikan agar tidak terjadi upaya sia-sia dalam membangun rekonsiliasi secara sadar. Upaya-upaya operasi pemulihan keamanan harus belajar dari masa lalu yang kurang menstimulir kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, perjanjian untuk mengakhiri permusuhan dengan pihak GAM yang ditanda tangani tanggal 9 Desember 2002 di Jenewa, diterima menjadi kerangka acuan menuju langkah-langkah penyelesaian selanjutnya. Mekanisme penyelesaian yang telah disepakati bersama perlu tetap dipatuhi semua pihak. Pemerintah RI  menghormati kesepakatan tersebut dan melanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya dengan keinginan untuk menyadarkan kelompok GAM agar kembali dan membangun masa depan masyarakat Aceh dalam bingkai NKRI. Pemerintah Indonesia  berharap bahwa kemauan bersama untuk mewujudkan perdamaian di Aceh didukung semua pihak, baik Henry Dunant Center (HDC) maupun utusan negara-negara lain yang tergabung dalam Joint Securty Committee (JSC) dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya-upaya ini akhirnya berhasil melalui kesepakatan Helsinski yang menjadi pakta berakhirnya tahap konflik di Aceh dan dilakukan strategi penanganan pasca konflik.  Pengalaman Aceh menggambarkan, langkah-langkah milier  tentunya berwatak represif dalam bentuk operasi militer yang diputuskan sesuai dengan kebijakan hankamneg. Operasi militer dilakukan tepat saat konflik kekerasan mengalami eskalasi tinggi dan pendekatan kesejahteraan ditangguhkan dan lebih dipersiapkan untuk mengamankan penduduk sipil. Hal ini memerlukan kemampuan teknis operasional militer yang didukung dana anggaran rekonsiliasi konflik yang luar biasa tinggi pula baik di Aceh maupun Papua. Selain mengahadapi kelompok separatis, menurut buku putih Dephan, Indonesia juga mengahadapi ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Radikalisme di Indonesia pada umumnya bersumber dari masalah ideologi dan politik. Akibat fanatisme berlebihan dalam mempertahankan ideologi masing-masing dan belum adanya kematangan berpolitik mendorong para penggerak dan pengikutnya melakukan tindakan radikal yang dapat mengancam stabilitas nasional. Sudah terdapat evaluasi diri bagi pembuat kebijakan hankamneg bahwa penggunaan kekuasaan otoriter di masa lalu beberapa diantaranya mampu meredam kelompokkelompok radikal, sehingga tidak dapat berkembang pesat. Sedangkan era Reformasi cenderung memberi peluang kebebasan yang berlebihan maka muncul kembali gerakan radikal yang memperjuangkan kepentingan dan keinginannya yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Karena itu diperlukan suatu sistem deteksi dini yang lebih sesuai dengan efek-efek Reformasi pasca 1998. Sistem deteksi dini (early warning system) menilai bahwa aksi-aksi demonstrasi massa yang berubah menjadi gerakan anarkhis, perusakan beberapa fasilitas umum, provokasi-provokasi yang kemudian menimbulkan konflik komunal berkepanjangan, peledakan bom di berbagai tempat dan di Pantai Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan terakhir aksi anarkis mahasiswa dalam demonstrasi menentang kenaikan harga BBM pada tahun 2008 ini.  Koordinasi Intelejen, TNI dan Kepolisian dalam mengatasi aksi-aksi kelompok radikal tersebut pada dasarnya adalah melaksanakan tugasoperasi militer selain perang (OMSP) dalam bentuk memberi bantuan kepada Polri. Apabila spektrum ancaman meningkat menjadi ancaman terhadap kemananan nasional yang ditimbulkan oleh aksi-aksi radikal, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif.

2) Tolak Ukur Pelibatan Civil Society dalam Pendekatan Kesejahteraan 

Pelibatan civil society dalam hankamneg sebagai bentuk pendekatan kesejahteraan dalam hal ini perlu mendapat kritik-kritik. Bagi Departemen Pertahanan, keberadaan laskar-laskar (milisi) dengan atribut dan kelengkapan menyerupai militer, terlebih lagi apabila memiliki atau menggunakan senjata tajam atau senjata api telah menimbulkan keresahan masyarakat  Penggunaan kekerasan bersenjata atau kekuatan militer untuk mewujudkan keamanan nasional merupakan monopoli negara (monopoly of forces). Kewenangan penguasaan dan penggunaannya hanya di tangan pemerintah yang sah. Kehadiran laskar-laskar dengan atribut dan peralatan menyerupai militer akan mengganggu tata nasional Indonesia (national order), khususnya penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diemban Polri, maupun penggunaan kekuatan bersenjata yang diemban TNI. Untuk kepentingan keamanan yang lebih luas, perlu dipromosikan peraturan perundangan yang melarang organisasi kemasyarakatan yang berwujud milisi atau beratribut menyerupai aparat keamanan. Hal ini penting sebagai bentuk transparansi dan otoritas kekuatan publik dalam menyebarkan tanggung jawab hankamneg sebagai tanggung jawab civil society pula. Bila tanggung jawab ini menguat di ruang publik maka civil society dapat memahami pelibatan kekuatan TNI dalam penanganan konflik komunal sebagai kerangka pelaksanaan tugas OMSP. Begitu pula dengan kerjasamakerjasama luar negeri untuk mencegah kejahatan penyelundupan dan imigrasi ilegal yang berfungsi sebagai  early warning system bagi kekerasan di perbatasan dan dalam negeri. Sebagai pengimbang pendekatan keamanan, praktik kebijakan penanganan konflik yang menggunakan pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan melakukan survei tentang kebutuhan masyarakat yang sedang transformasi dari kekerasan ke upaya proses perdamaian (Contoh: Kerjasama UNDP-Pokja Penanganan Daerah-daerah Konflik BAPPENAS). Dalam kerangka developments in the peace process di Poso, direkomendasikan untuk melaksanakan pendekatan kebijakan penanganan konflik dengan karakter sebagai berikut :

a) Mendukung proses sosialisasi hasil deklarasi Malino

b) Memperkuat hubungan kerjasama antara Menkokesra, pemerintahan daerah dan komunitas Muslim atau Kristen

c) Membangun fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit yang telah rusak semasa konflik 

d) Mempertahankan situasi stabil yang mulai terbangun dengan dialog-dialog dan memandang kasus peledakan bom bukan sebagai konflik melainkan Kriminalitas.

c. Kelembagaan yang Terpusat- Desentralistik 

Pemahaman yang dikotomis dan berhadap-hadapan antara pendekatan sentralistik dan desentralistik seringkali justru berdampak buruk pada masyarakat. Pada realitasnya ada beberapa kebijakan dan program memang lebih efektif jika dikelola oleh pemerintah pusat (sentralistik), namun ada pula yang sebaliknya, bahwa ada pula program yang dirancang oleh pemerintah pusat, namun dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dari kenyataan tersebut kemudian memunculkan ide melakukan sinergisitas pendekatan sentralistik dan desentralistik.  Sebagai pijakan untuk mereview kebijakan penanganan daerah konflik terutama pada kedua pendekatan tersebut disajikan unsur yang dapat diperbandingkan. Kebijakan penanganan konflik yang pendekatannya sentralistik diperlukan dalam konteks lemahnya pemerintahan lokal dalam hal keuangan dan kemampuan menyelesaikan masalah keamanan dan kesejahteraan dalam waktu yang bersamaan. Namun demikian dalam menjalankan penanganan yang sentralistik, diperlukan rumusan yang tegas mengenai batas-batas intervensinya, sehingga tidak berlangsung terus menerus karena dapat menghilangkan akuntabilitas dan transparansi penanganan konflik.

Kebijakan sentralisasi yang merupakan lawan dari desentralistik dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu:

1) Sentralisasi dalam Sistem Peringatan Dini pada Daerah Potensi Bencana

Pemahaman mengenai sistem peringatan dini saat ini yang sering menggunakan adalah Departemen Kesehatan.  Peringatan Dini adalah fenomena keberadaan bahaya yang mengganggu dan mengancam manusia secara universal. Sedangkan sistem Peringatan Dini adalah sistem pengumpulan dan analisis data serta diseminasi informasi tentang keadaan darurat atau kedaruratan. Dalam konsepsinya dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai peranan penting dalam sistem ini tetapi tidak dijelaskan bagaimana mereka harus bersikap secara mandiri. 

2) Sentralisasi dalam Penanggulangan Kesehatan dan Pendidikan Saat Terjadi dan Paska Konflik 

Seluruh kegiatan ini dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan lintas-sektor dan lintas-program termasuk TNI/Polri dan LSM. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi kendala karena pendekatan desentralisasi dalam penanganan konflik membutuhkan anggaran pembiayaan yang cukup besar. Tindakan responsif dan tepat sasaran yang melibatkan stakeholder selain birokrasi ternyata berpengaruh bagi anggaran operasionalisasi penanganan konflik tersebut. Sehingga, langkah-langkah dengan pendekatan sentralisasi masih diperlukan sebagai intervensi terhadap dinamika lapangan.

Hal ini menjadi bahan evaluasi bahwa sentralisisasi yang kurang responsif dan kurang tepat sasaran, ternyata sejak awal mempunyai kendala dalam proses studi deteksi dini. Pemerintah perlu belajar kepada pihak-pihak yang tengah melakukan perubahan orientasi penanganan konflik, khususnya mengenai desain tentang fasilitator dan pekerja lapangan harus berorientasi pada pendekatan dan analisis partisipatoris di wilayah konflik. Hasil analisis partisipatoris menentukan sekali bagi pertemuan-pertemuan multi-stakeholder yang kualitasnya ditingkatkan agar lebih operasional dalam menangani konflik. Hasil pertemuan semacam ini selanjutnya berguna bagi policy review yang lebih efektif dan peka terhadap fakta-fakta serta manajemen konflik. Antara Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan misalnya, sudah saatnya untuk mentransformasikan pendekatan studi deteksi dini pada komunitas-komunitas terkecil sebagai ganti dari wilayah kabupaten/kota atau desa yang kemungkinan telah hancur akibat konflik kekerasan. Need assessment pada service users, service providers penting untuk melihat problem kesehatan dan pendidikan di wilayah konflik dan punya sensitivitas atas potensi konflik di wilayah yang terdeteksi berpotensi konflik pula. Program percepatan pembangunan Dikdasmen di Provinsi NAD tahun 2003 dilakukan dengan dukungan dana  dekonsentrasi dan dana pusat. Dana sebesar Rp 210,8 milyar yang tersedia, sebagian besar direncanakan untuk perbaikan fisik non-gedung yang mencapai Rp 96 milyar. Termasuk dalam pembangunan fisik non-gedung, antara lain, trauma konseling bagi siswa, subsidi sekolah, subsidi guru, alat pendidikan, pengadaan bangku sekolah, rintisan pendidikan jender, dan pendirian sekolah menengah kejuruan kecil.

Pendekatan desentralistik membutuhkan metode partisipatoris agar kinerja lembaga pemerintah dapat berjalan efisien dan tepat sasaran. Misalnya, pendekatan desentralistik dan metode partisipatoris tersebut dapat meningkatkan kinerja Departemen Pendidikan Nasional melalui Ditjen Dikdasmen yang berkeinginan mempercepat proses pemulihan bidang pendidikan di Provinsi NAD (Nangroe Aceh Darussalam) setelah puluhan tahun terjadi konflik. Proses pemulihan bidang pendidikan dilakukan secara bertahap dan perlu didukung oleh adanya transparansi dan akuntabilitas dana bantuan agar masyarakat mengetahuinya. Hal ini tidak mungkin diwujudkan bila pendekatan desentralistik tidak sinergis dengan metode partisipatoris.

3) Penyelesaian Konflik di Aceh, Poso, dan Ambon.

Penyelesaian konflik yang terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Poso, dan Ambon masih menyisakan berbagai persoalan. Untuk menangani konflik-konflik yang terjadi, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk di dalamnya dengan diterbitkannya berbagai Instruksi Presiden guna mempercepat ketiga kasus tersebut. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut terkesan masih bersifat parsial sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi selama ini secara komprehensif. 

Pengalaman konflik di Aceh, gerakan separatis bersenjata yang dilakukan oleh GAM di Aceh dan OPM di Papua cenderung meningkat. Kelompok separatis tersebut bahkan  mengembangkan basis-basis di luar negeri untuk mendapat simpati dan dukungan dari negara lain. Sementara itu, tindakan destruktif berupa kejahatan dan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis tersebut meningkat cukup tajam terutama yang terjadi di Aceh. Tindakan kejahatan dan kekerasan tersebut menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat, bahkan meyebabkan gelombang pengungsian dalam jumlah besar. Ancaman dari kelompok separatis bersenjata sesungguhnya merupakan urusan dalam negeri Indonesia, sehingga akan diselesaikan dengan cara-cara bangsa Indonesia dan dengan memperhatikan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal yang harus dijunjung. Undangundang Nomor 3 tahun 2002 menugaskan TNI untuk mengatasi ancaman separatis bersenjata, walaupun kemudian pemerintah berupaya menempuh penyelesaian secara damai dan dialog. Guna penyelesaian konflik di kedua wilayah tersebut, pemerintah  berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah bersangkutan dengan memberikan otonomi khusus di provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, serta meningkatkan pembangunan di daerah. Proses operasi militer dilakukan bila upaya diplomasi sudah tidak dihormati lagi oleh kedua belah pihak.

Di tingkat kebijakan nasional hankamneg, penanganan konflik telah diupayakan untuk menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini perlu ditransformasikan agar tidak terjadi upaya sia-sia dalam membangun rekonsiliasi secara sadar. Upaya-upaya operasi pemulihan keamanan harus belajar dari masa lalu yang kurang menstimulir kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, perjanjian untuk mengakhiri permusuhan dengan pihak GAM yang ditanda tangani tanggal 9 Desember 2002 di Jenewa, diterima menjadi kerangka acuan menuju langkah-langkah penyelesaian selanjutnya. Mekanisme penyelesaian yang telah disepakati bersama perlu tetap dipatuhi semua pihak. Pemerintah RI  menghormati kesepakatan tersebut dan melanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya dengan keinginan untuk menyadarkan kelompok GAM agar kembali dan membangun masa depan masyarakat Aceh dalam bingkai NKRI. Pemerintah Indonesia  berharap bahwa kemauan bersama untuk mewujudkan perdamaian di Aceh didukung semua pihak, baik Henry Dunant Center (HDC) maupun utusan negara-negara lain yang tergabung dalam Joint Securty Committee (JSC) dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya-upaya ini akhirnya berhasil melalui kesepakatan Helsinski yang menjadi pakta berakhirnya tahap konflik di Aceh dan dilakukan strategi penanganan pasca konflik.  Pengalaman Aceh menggambarkan, langkah-langkah milier  tentunya berwatak represif dalam bentuk operasi militer yang diputuskan sesuai dengan kebijakan hankamneg. Operasi militer dilakukan tepat saat konflik kekerasan mengalami eskalasi tinggi dan pendekatan kesejahteraan ditangguhkan dan lebih dipersiapkan untuk mengamankan penduduk sipil. Hal ini memerlukan kemampuan teknis operasional militer yang didukung dana anggaran rekonsiliasi konflik yang luar biasa tinggi pula baik di Aceh maupun Papua. Selain mengahadapi kelompok separatis, menurut buku putih Dephan, Indonesia juga mengahadapi ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal.

Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini adalah pada tingkat Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri. Baik Instruksi Presiden maupun Keputusan Menteri  tidak terdapat dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan melalui TAP MPR No. III/MPR/2000. Itu artinya, kedua bentuk peraturan perundang-undang tersebut betul-betul bersifat teknis koordinatif internal Pemerintah dan Departemen tanpa melibatkan atau mengikat pihak lain di luar rentang kendali pejabat yang pembuat instruksi.

 Peraturan perundang-undangan yang hanya pada level Instruksi Presiden mengakibatkan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak di luar institusi Pemerintah. Di samping itu, legal frame work dengan dasar peraturan setingkat Instruksi menggambarkan model  penyelesaian konflik yang secara terfragmentasi, dan tidak secara komprehensif, baik dari segi pendekatan maupun pihak-pihak yang dapat dilibatkan (stakeholders) dalam penyelesaian konklik. 

 Beberapa contoh Instruksi Presiden yang menjadi dasar dari penyelesaian konflik di Indonesia adalah Instruksi Presiden  No. 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam  Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh. Dalam Inpres No. 1 Tahun 2002, pendekatan comprehensive adalah pendekatan secara politik, ekonomi, sosial, hukum, ketertiban masyarakat, keamanan, komunikasi dan informasi. 

Berdasarkan pendekatan ini, maka beberapa Menteri/Departemen yang terlibat di dalamnya adalah : 

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

4. Panglima Tentara Nasional.

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Gambaran umum dari peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa sesugguhnya,  kebijakan penanganan konflik di Indonesia masih bersifat reaktif dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis. Di samping itu, pengaturan pada tingkat TAP MPR saja, maka sebenarnya boleh dikatakan kebijaksanaan pencegahan konflik di Indonesia masih sangat abstrak. Secara teoritis, TAP MPR bukanlah norma, tetapi memuat pernyataan-pernyataan MPR yang perlu dijabarkan lebih  lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang rendah, seperti Undang-undang misalnya. Sedangkan yang termasuk dalam  kegiatannya adalah:

1) Melakukan dialog yang melibatkan semua komponen masyarakat Aceh.

2) Diplomasi Internasional. 

3) Bantuan dan Konsultasi Hukum.

4) Aparatur Penegak Hukum.

5) Percepatan Rehabilitasi Sosial

6) Pembangunan Masyarakat Dalam Kerangka NKRI melalui pendekatan keagamaan.

7) Penyebaran Informasi dan Opini Masyarakat.

8) Sanksi Hukum  Atas Pelanggaran.

9) Operasi Intelelejen

10) Penyediaan anggaran khusus untuk program pemulihan atau recovery.

Selanjutnya, melalui  Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, Presiden kemudian menginstruksikan lagi beberapa Menteri yang sebelumnya tidak dilibatkan, yaitu:

1) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

2) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

3) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

4) Menteri Dalam Negeri.

5) Menteri Kesehatan.

6) Menteri Sosial.

7) Menteri Keuangan 

8) Menteri Komunikasi.

9) Menteri Agama.

10) Menteri Pendidikan Nasional. 

11) Menteri Koperasi. 

12) Menteri Komunikasi dan Informasi. 

13) Jaksa Agung.

14) Panglima Tentara Nasional Indonesia.

15) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

16) Kepala Badan Intelejen Negara (National Intelligence Agency).
17) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Governor of Nanggroe Aceh Darussalam).

18) Para Bupati/Walikota di Lingkungan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 

Dalam rangka penyelesaian konflik di wilayah lainnya, terdapat Inpres-Inpres dan Keputusan Presiden, yaitu: 

1. Keputusan Presiden No. 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Darurat Sipil di Maluku Utara.

2. Inpres No. 4 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Strategis Penyelesaian Konflik Aceh.

3. Inpres No. 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan Nasional dan Strategis Percepatan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 
4. Instruksi No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembangunan Pemulihan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik.

5. Inpres No. 1tahun 2003  tentang Percepatan Pelaksanaan UU No.  45 Tahun 1999 tentang  Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat,  Irian Jaya Tengah, dan beberapa Kabupaten baru di Provinsi tersebut.

Meskipun upaya penyelesaian kasus di Aceh, yang dimulai dengan kesepakatan Helsinky dan kemudian ditindaklanjuti dengan UU Otonomi Khusus Nangro Aceh Darussalam, Instruksi Presiden tentang Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan Masalah Aceh, masih menyisakan berbagai persoalan baik sosial, ekonomi, budaya dan berbagai persoalan lainnya. Berbagai persoalan tersebut diperparah dengan bencana alam stunami yang menyebabkan berbagai persoalan yang sangat mendasar dalam masyarakat Aceh.
Selain persoalan Aceh, maka penyelesaian kasus di daerah lain yang dapat dijadikan sebagai salah satu model dalam penyelesaian konflik kekerasan adalah penyelesaian kasus Poso dan Ambon. Namun demikian catatan buram konflik horizontal komunitas Muslim dan Kristiani di Poso dan Ambon masih diwarnai rentetan kasus lanjutan yang serba "misterius": penembakan misterius, peledakan bom misterius, dan segala kasus yang masih terendam dalam buntalan sejarah. Dalam penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cara penyelesaian damai melalui deklarasi Malino. 

Diplomasi Malino dapat dinyatakan sebagai inisiatif pemerintah pusat Republik Indonesia untuk penyelesaian konflik di Poso dan Maluku. Optimalisasi peran media massa dalam proses Malino, memberikan efek yang signifikan dalam publikasi dan usaha pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik di daerah, untuk berupaya menghentikan konflik yang sedang berlangsung di daerah. Upaya sosialisasi isi dari perjanjian malino kepada masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing delegasi berjalan tersendat-sendat, selain masih adanya penolakan dari masyarakat, juga terkesan bahwa para deklarator malino tidak yakin terhadap isi perjanjian. Pada sisi lain terlihat pula bahwa pemerintah pusat sendiri tidak solid dalam upaya diplomasi Malino. Berbagai kementrian teknis yang selayaknya secara proaktif segera menindak lanjuti butir-butir kesepakatan Malino dalam bentuk kegiatan pembangunan yang konkrit ternyata lamban dan tidak terkoordinasi. Sehingga momentum malino tidak terpelihara dan kurang efektif memberikan pengaruh untuk rekonsiliasi di Maluku dan Poso.

Proses penyelesaian melalui perjanjian Malino mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Dalam proses perjanjian Malino ini terdapat beberapa kelebihan.

Pertama, penggunaan media massa cetak maupun elektronik dalam proses Malino. Pemberitaan di media massa ini mampu menarik perhatian masyarakat terhadap upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, proses malino secara langsung juga mendorong berfungsinya kembali proses penegakan hukum. Sebelum dilakukan perundingan Malino, di kedua daerah yang berkonflik tersebut sangat sulit untuk dilakukan proses hukum terhadap mereka yang terlibat dalam konflik. 
Disamping mempunyai kekuatan, penyelesaian kasus Malino mempunyai beberapa kelemahan. Adapun yang menjadi titik kelemahan dalam proses penyelesaian konflik Malino adalah:
Pertama, Respon dari Pemerintahan Pusat melalui diplomasi perdamaian Malino adalah respon yang terlambat. Hal ini disebabkan mengingat eskalasi konflik yang terjadi di kedua wilayah tersebut sudah sangat meluas dan kerugian yang diderita oleh masyarakat sudah sedemikian besar.
Kedua, dalam proses rekonsiliasi yang ditawarkan dalam perjanjian Malino, Pemerintah Pusat terlihat jelas bahwa mereka datang dengan konsep menempatkan diri mereka pada posisi sebagai juru selamat bagi masyarakat yang sedang dilanda konflik. Posisi masyarakat ditempatkan pada pihak yang paling bersalah atas konflik yang terjadi, oleh karenanya harus ditolong. Hal inilah yang justru menyebabkan keengganan dari segenap masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan segenap keputusan yang terdapat dalam perjanjian Malino.

Ketiga, pola top down ini menempatkan masyarakat sebagai obyek dari sebuah proses rekonsiliasi yang dilakukan. Hal ini dapat mematikan daya kreasi masyarakat lokal yang secara kontekstual lebih mengetahui atas konflik yang terjadi, dalam mencari alternatif-alternatif pola-pola rekonsiliasi yang sedang dilakukan. Sempitnya ruang gerak masyarakat untuk terlibat (berpartisipasi) dalam proses rekonsiliasi yang dilakukan menjadikan hasil proses yang sudah dilakukan tidak aplikatif dan fungsional di tataran masyarakat. 

Keempat, Proses pembuatan kesepakatan Malino terjadi dalam waktu yang singkat yaitu selama 3 hari. Proses yang cepat ini memberikan gambaran bahwa tidak terjadi dialog kritis antara pihak yang berkonflik. Sehingga dengan sendirinya proses negosiasi untuk menemukan titik temu kepentingan antara dua pihak yang berkonflik tidak terjadi. 

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan Diplomasi Perdamaian malino di atas, maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelesaian konflik di Indonesia.
Pertama, adanya suatu kesamaan visi yang sama untuk menciptakan perdamaian sebagai salah satu prasyarat dalam membangun bangsa guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 

Kedua, membangun sistem hukum yang adil dan komprehensif untuk mencegah konflik. Sistem hukum yang adil tersebut sangat ditentukan oleh adanya 3 subsistem yaitu sub sistem norma hukum dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya,  sub sistem aparat penegak hukum, dan sub sistem kesadaran hukum masyarakat. 

Ketiga, pendidikan perdamaian baik secara formal maupun informal bagi masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk masa mendatang. Kemampuan untuk mencari alternative terbaik untuk pemecahan masalah, membangun kesadaran kritis untuk pencegahan konflik, serta ketrampilan untuk melakukan negosiasi sebagai alternative lain dapat dibangun melalui medium pendidikan. 

Keempat, peran media massa yang pro-damai dalam kerangka pencegahan konflik sangatlah dibutuhkan. Peranan media massa ini sangatlah efektif mengingat jangkauannya yang sangat luas. 

Kelima kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat mutlak dibutuhkan dalam upaya penangan dan pencegahan konflik. Kerjasama ini meliputi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 
1.2.4. Evaluasi Penanganan Konflik 

Sebagai suatu negara yang rawan konflik,  sesungguhnya Indonesia telah melakukan upaya-upaya penanganan konflik dengan . Berikut ini adalah evaluasi terhadap kebijakan penanganan konflik yang pernah dilaksanakan, yaitu : 
a.  Perbedaan Fokus dan Penanganan yang Parsial

Perbedaan fokus yang dimaksud adalah penanganan konflik yang dilakukan hanya untuk mencapai target dan sasaran dari masing-masing pihak terkait tanpa mempertimbangkan kesinambungan (sustainability) dan tidak memiliki orientasi jangka panjang. Adanya perbedaan fokus menyebabkan penanganan menjadi tidak terpadu atau dilakukan secara terpisah-pisah (parsial) tanpa melaui mekanisme koordinasi yang jelas diantara pihak-pihak yang terkait.

Adanya perbedaan fokus dan pendekatan penanganan konflik diantara pihak-pihak (stakeholders) yang terkait menyebabkan penanganan konflik menjadi tidak berkesinambungan dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan konflik secara keseluruhan. Seperti halnya dengan penanganan konflik yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat, terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar dari penanganan yang dilakukan oleh satu lembaga dengan lembaga lainnya, yang dapat dibedakan dari fokus penanganannya pada tahapan pra-saat-paska konflik, dan relatif tidak dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Dengan adanya perbedaan fokus dan pendekatan tersebut, maka seringkali terjadi penanganan konflik yang tidak tuntas, dan hanya sekedar bersifat “pemadam kebakaran” yang sifatnya temporer, dan berpotensi untuk menimbulkan konflik ikutan ataupun konflik lanjutan yang lebih sulit untuk ditangani dan diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

b.       Formal dan Elitis

Penanganan konflik dirasakan belum sepenuhnya mengadopsi cara-cara penyelesaian masalah yang telah lama ada di kalangan masyarakat, yaitu penanganan konflik yang bersifat kultural dan mengutamakan kearifan lokal. Saat ini Pemerintah masih melakukan penanganan konflik yang bersifat formal, yang ditandai oleh dominannya peran pemerintah. Pelibatan masyarakat terbatas pada kalangan-kalangan tertentu atau belum menjangkau ke lapisan masyarakat di tingkat “akar rumput”. Adanya kenyataan bahwa penanganan konflik selama ini masih relatif bergantung pada peranan dari birokrasi pemerintah, seringkali menyebabkan terjadinya suatu pola penanganan yang bersifat formal dan elitis, sehingga tidak menjangkau korban konflik atau kelompok sasaran yang harusnya ditangani secara langsung.

Penanganan yang formal cenderung  mengurangi keluwesan dalam penanganan konflik yang terjadi, dan pada umumnya kurang  berdayaguna dalam menanggulangi permasalahan dan  mencegah terjadinya konflik lanjutan yang berpotensi untuk muncul kembali dan berlanjut. Sementara itu, dengan penanganan yang relatif berorientasi pada elit yang bertikai, walaupun cukup  efektif dalam menyelesaikan pertikaian dan konflik yang terjadi pada kalangan elitis yang umumnya adalah para “informal leader”, namun seringkali tidak efektif dalam mencegah kembalinya konflik pada tingkatan masyarakat akar rumput (grass root). Kepercayaan yang selama ini diberikan hanya kepada kalangan elitis dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya konflik di masyarakat, seringkali tidak secara efektif berimplikasi pada tuntasnya pertikaian dan konflik yang terjadi pada tingkatan masyarakat. Penanganan konflik yang serba formal terlihat dalam acara seremonial yang hanya diikuti oleh kalangan tertentu (elit) yang memiliki akses atau kedekatan dengan kekuasaan. Hal ini menunjukkan terlalu dominannya peran pemerintah dan kurangnya inisiatif masyarakat dalam mengembangkan gagasan-gagasan penanganan konflik. Akibatnya, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu menyentuh kalangan masyarakat di lapisan paling bawah. Penanganan konflik yang formal dan elitis juga kurang mempertimbangkan aspek-aspek sosial-budaya setempat (misalnya dalam hal penyelesaian masalah) sehingga hasil yang dicapai hanya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah atau kelompok-kelompok elit tertentu. Pada situasi seperti ini masyarakat umumnya kurang memahami dan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan. 

c. Tidak Konsistennya Pendekatan dan Strategi yang Diterapkan 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penanganan konflik yang selama ini dilakukan masih relatif terfokus pada bidang penanganan dari masing-masing lembaga/stakeholder yang terkait dan belum sepenuhnya terpadu dalam suatu rencana aksi penanganan konflik yang sifatnya lintas sektoral ataupun lintas pelaku. Oleh karenanya, seringkali ditemui  penanganan yang dilakukan oleh suatu instansi tidak sinkron atau sejalan dengan penanganan yang dilakukan oleh instansi lainnya, sehingga berbagai upaya yang dilakukan tidak dapat secara berhasilguna mengatasi dan menanggulangi permasalahan konflik yang terjadi. Selain itu, konsistensi penanganan juga kurang  diperhatikan, terutama dengan penanganan yang sifatnya temporer dan tidak berkesinambungan. Kesinambungan dan konsistensi penanganan yang meliputi seluruh tahapan konflik yang terjadi, yang dimulai dengan penanganan saat konflik terjadi, pada tahap paska konflik, serta sekaligus untuk menghindari berlanjutnya atau muncul kembalinya konflik.

d.  Kurang Berdayaguna dan Berhasilguna, Sistem Penyampaian (Delivery System) dan Penetapan Sasaran (Targeting)

Kurang berdayaguna dan berhasilgunanya sistem penyampaian (delivery system) yang dimaksud adalah belum tersedianya sistem penyampaian yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di daerah konflik. Kenyataan menunjukkan bahwa sistem penyampaian yang ada belum mampu mengatasi cepatnya perubahan yang terjadi di daerah-daerah konflik. Selain sistem penyampaian, penetapan sasaran juga tidak didukung dengan data yang akurat sehingga sering terjadi salah sasaran. Dalam kaitannya dengan sistem penyampaian, kenyataan menunjukkan masih relatif belum nampak secara jelas bagaimana instansi terkait di tingkat pusat melakukan mekanisme penyampaian kepada korban konflik. Delivery system kepada korban konflik masih banyak menggunakan pola yang kurang memperhatikan karakteristik lokal yang ada di masyarakat, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyampaian yang hendaknya secara spesifik dapat ditentukan oleh pemerintah daerah, sedangkan instansi terkait di tingkat pusat cukup menciptakan mekanisme penyampaian secara umum yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Sementara itu berkaitan dengan penetapan kelompok sasaran, terdapat indikasi bahwa sebagian besar instansi harus melakukan penajaman kelompok sasaran penanganan konflik. Targeting terhadap sasaran baik itu kelompok, individu, rumah tangga, maupun area harus didasari pada pemilihan indikator yang tepat. Untuk pemilihan indikator yang tepat, maka yang paling memahami adalah masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Untuk itu setiap instansi terkait di tingkat pusat dapat menetapkan indikator yang bersifat umum dan mudah dipahami di tingkat lokal.

e.   Lemahnya Kapasitas Kelembagan Pemerintah dan Masyarakat

Masih rendahnya kapasitas aparat pemerintah dan aparat keamanan terutama dalam hal pencegahan dan resolusi konflik. Dengan mempertimbangkan lebih mampunya pemerintah daerah di dalam melakukan identifikasi pola penanganan konflik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi di tingkat masyarakat dibandingkan dengan yang ditetapkan secara “top-down” dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dan kapasitas yang kompeten di dalam memberikan masukan dan rekomendasi terhadap rencana aksi penanganan konflik secara lebih tepat sasaran dan berhasilguna. Namun demikian, kenyataan masih relatif lemahnya kapasitas kelembagaan dan aparatur di tingkat daerah, ditambah lagi dengan kendala adanya keterbatasan pendanaan dalam penanganan konflik, maka upaya untuk lebih mendesentralisasikan kewenanganan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah menjadi sulit untuk diwujudkan, terutama dengan memperhatikan pola penanganan konflik yang membutuhkan waktu penanganan yang segera dan menyeluruh serta berkelanjutan.

f.  Keterbatasan dan Inefisiensi Pendanaan

Konflik menimbulkan dampak kehancuran (fisik dan sosial) yang luar biasa sehingga membutuhkan sumber  pendanaan yang cukup besar. Di sisi lain, fenomena konflik yang tidak bisa diduga (unpredictable) juga membutuhkan ketersediaan dana cadangan yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Selain masalah keterbatasan, masih terjadi kebocoran atau in-efisiensi penggunaan dana-dana/bantuan yang ada. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme pertanggungjawaban pendanaan yang akuntabel dan fleksibel. Pola pendanaan yang masih relatif terpusat dan kurang dapat diprogramkan secara baik, seringkali menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pengalokasian dan pemanfaatannya dalam membiayai penanganan konflik yang diperlukan. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa dari berbagai usulan program dan proyek yang disampaikan dalam rangka penanganan konflik, sebagian besar masih memanfaatkan pola pendanaan darurat atau masih sedikit yang memanfaatkan sumber pendanaan dari anggaran rutin. Dengan pemanfaatan anggaran rutin sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk penanganan konflik secara lebih reguler (tersistem), misalnya dengan menciptakan kebijakan atau regulasi-regulasi yang dapat secara kondusif mempercepat upaya pemulihan kondisi paska konflik, sehingga tidak perlu menunggu dana yang bersifat khusus. 

g.   Kurang Efektifnya Sistem Pengendalian (Monitoring dan Evaluasi)

Program penanganan konflik yang dilakukan oleh instansi pusat terkait selama ini masih kurang memperhatikan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya, sehingga menyebabkan pencapaian sasaran program yang kurang berdayaguna dan berhasilguna. Monitoring dan evaluasi yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan suatu program/proyek, justru tidak banyak dibahas oleh instansi pusat yang terkait. Melalui monitoring akan diperoleh informasi dan data yang dapat dianalisis, dan dari hasil analisis tersebut dapat dilakukan evaluasi, dan selanjutnya dari hasil evaluasi akan dapat ditetapkan apakah program/proyek yang dijalankan sudah tepat sasaran atau perlu diperbaiki atau disempurnakan, sehingga dapat diketahui bahwa program yang dijalankan memang tepat sasaran dalam penanganan konflik secara terpadu dan menyeluruh.

h.   Tidak Tertanganinya Potensi-potensi Konflik dan Semakin Meluasnya Potensi Konflik

Potensi konflik yang ditangani selama ini bersifat sementara (“pemadam kebakaran”) dan perlu dikembangkan secara preventif agar potensi-potensi konflik tidak semakin meluas. Fokus penanganan yang masih berorientasi pada penyelesaian konflik dan penanganan paska konflik selama ini dirasakan tidak cukup, karena masih banyak ditemui permasalahan baru akibat tidak diantisipasinya berbagai potensi konflik yang mucul dan berkembang.

Oleh sebab itu, orientasi pada upaya pencegahan perlu lebih diberikan perhatian, tidak hanya dalam menanggapi permasalahan konflik yang terjadi, namun juga dalam mengantisipasi muncul dan berkembangnya potensi konflik yang belum terjadi. Kurang diperhatikannya suatu upaya mitigasi atau “early warning system” terhadap muncul dan berkembang potensi konflik menyebabkan keterlambatan serta tidak efektif dan tidak efisiennya penanganan yang dilakukan. 

i. Lemahnya Penegakan Hukum dan Tidak Tuntasnya Proses Peradilan
Perangkat-perangkat hukum seperti kepolisian dan pengadilan belum berfungsi secara maksimal. Pada tahap penghentian konflik, rendahnya rasio jumlah aparat keamanan dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki menyebabkan upaya penghentian konflik menjadi sangat lamban dan tidak mampu melokalisir setiap peristiwa kekerasan. Ketika kerusuhan terjadi, dalam beberapa situasi dan kondisi, aparat keamanan cenderung gagal mengatasinya dan terkesan membiarkan terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan. Dalam beberapa kasus di lapangan, aparat keamanan justru menjadi pemicu konflik akibat tindakan-tindakan yang kurang profesional dan tidak terpuji di mata masyarakat lokal (misalnya mabuk-mabukan hingga mengganggu ketertiban umum). Kondisi ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan profesionalitas aparat keamanan yang justru menjadi prasyarat agar konflik dapat dihentikan.

1.2.5. Program Perdamaian Melalui Pembangunan

Salah satu program yang berorientasi pada kebijakan penanganan konflik selama ini adalah  program perdamaian melalui pembangunan  yang merupakan program kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dengan United Nation Development Programme (UNDP). Program ini bertujuan untuk  meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat  madani untuk menformulasikan dan menerapkan kebijakan pembangunan yang tanggap konflik.  Untuk itu, program ini  mengutamakan dua bidang peningkatan kapasitas:, yaitu pertama peningkatan kapasitas tata pemerintahan untuk mendukung pencegahan konflik dan mendorong perwujudan perdamaian  berkelanjutan. Kedua, integrasi sosial dan perwujudan perdamaian melalui upaya berkesinambungan untuk pengungsi dan mereka yang kembali dengan meningkatkan peluang mata pencaharian. Program ini  ini dilaksanakan di tiga provinsi yang pernah dilanda konflik yaitu Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

Untuk mencapai  tujuan  tersebut program perdamaian melalui pembangunan mencakup 4 (empat) bidang, yaitu Bidang Pembangunan Perdamaian, Bidang Perencanaan, Bidang Pengembangan Penghidupan Masyarakat, dan Bidang Regulasi. Pada bidang perencanaan, program ini menfokuskan pada optimalisasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah pada semua tingkatan, bahkan menawarkan mekanisme pra-musrenbang Desa. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin agar musrenbang menjadi model perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Model ini dapat meminimalisasi konflik yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Sedangkan di bidang kerangka regulasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pembentukan  peraturan-peraturan yang tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Keempat bidang tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan kerangka regulasi merupakan satu kesatuan yang melekat pada ketiga bidang yang lainnya. Artinya,  bidang perencanaan, bidang pembangunan perdamaian, dan bidang pengembangan penghidupan masyarakat memerlukan kerangka regulasi kuat dan memadai.

2.3.
Perubahan Paradigma Penanganan Konflik  

2.3.1. Perubahan dari Penanganan yang Sentralistis ke Desentralistis
Perubahan ini pada dasarnya sejalan dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi penanganan konflik diterapkan dalam beberapa   aspek, yaitu  tugas, wewenang, tanggungjawab, kewenangan pembuatan peraturan, kewenangan pernyataan keadaan konflik, pembentukan komisi penyelesaian konflik serta penyediaan dana untuk penanganan konflik. Dalam hal kewenangan misalnya, desentralisasi diwujudkan dalam kewenangan Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk menentukan keadaan konflik di wilayahnya dan sekaligus bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanganan konflik di daerah masing-masing. Hal tersebut berimplikasi pula dalam penyediaan anggaran melalui APBD.  Pergeseran paradigma dari pusat ke daerah, tidak berarti semua tugas, wewenang, dan tanggungjawab  penanganan konflik dialihkan ke daerah. Karena bagaimanapun Pemerintah Pusat tidak dapat melepaskan secara penuh tanggungjawab dalam penanganan konflik. Bahkan ada kegiatan-kegiatan tertentu yang  efektif, kalau melibatkan Pemerintah Pusat.

Perbandingan

Kelembagaan yang Terpusat vs. Desentralistik

	Sentralistik
	Desentralistik

	· Kurang responsif dan kurang tepat sasaran

· Mengabaikan social kapital setempat

· Minim partisipasi/keterlibatan stakeholder strategis di daerah.

· Kurang mampu mengantisipasi dinamika di lapangan.
	· Responsif dan tepat.

· Melibatkan modal sosial (social capital) setempat

· Mampu melibatkan stakeholder strategis di daerah

· Mampu mengantisipasi dinamika secara relatif cepat


2.3.2. Perubahan dari Pendekatan Keamanan  ( Security) ke Pendekatan  Kesejahteraan (Welfare).
Dalam sejarah konflik di Indonesia, konflik vertikal sangatlah menonjol, sehingga pendekatan keamanan untuk  mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman separatisme menjadi pilihan utama. Pendekatan ini mengedepankan aparatur keamanan seperti POLRI, bahkan TNI menjadi  penjagaan perdamaian yang sering dibaca sebagai penjaga NKRI. Pendekatan ini menggambarkan bahwa NKRI hanya dapat dibangun apabila POLRI dan TNI kuat. Namun sejalan dengan berkembangnya pemikiran demokrasi dan menguatnya tuntutan kehidupan ekonomi yang lebih baik, maka sesungguhnya masalah keamanan tidak saja ditentukan oleh kuatnya atau sigapnya POLRI dan TNI, tetapi ditentukan oleh jaminan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Keamanann ditentukan oleh apakah hak-hak masyarakat berdemokrasi sudah terpenuhi. Dalam konteks ini maka pembangunan perdamaian tidak saja menjadi urusan aparatur POLRI dan TNI tetapi menjadi urusan pemerintah secara umum dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang kehidupan.

Perbandingan

Pendekatan Keamanan vs. Kesejahteraan

	Pendekatan Keamanan
	Pendekatan Kesejahteraan

	· Represif

· Selama ini persoalan-persoalan kekerasan dan konflik selalu diselesaikan dengan cara cara represif sehingga masyarakat tidak sepenuhnya siap untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi melalui proses negosiasi yang damai dan tanpa kekerasan.

· Tidak melibatkan civil society

· Rentan terhadap pelanggaran HAM 

· Rekonsiliasi yang terkesan ‘dipaksakan’ (artifisial)
	· Persuasif.

· Melibatkan civil society.

· Menstimulasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
· Mendorong rekonsiliasi secara sadar


2.3.3. Dominasi Negara/Pemerintah (Government Driven) ke Urusan Semua Orang atau Masyarakat

     
Penanganan konflik yang mengedepankan dominasi negara adalah suatu pendekatan yang percaya bahwa hanya negara yang mampu meyelesaikan urusan konflik. Rakyat menjadi pasif, bahkan cenderung apatis. Pendekatan dominasi negara biasanya menjadi bagian dari pemerintahan yang otoriter, serta lemahnya inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan publik, termasuk menyelesaikan konflik. Namun, sesungguhnya  model government driven mengabaikan pentingnya kontribusi masyarakat, baik dalam membangun perdamaian, maupun  menciptakan konflik, sehingga negara dikesankan menciptakan musuh baru. Dengan semakin kuatnya peran masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan bernegara, maka mau tidak mau negara harus mengakui pentingnya keterlibatan, bahkan inisiatif individu dan masyarakat dalam penyelesaian konflik.  Dalam arti yang lebih luas, maka bergeseran paradigma ini adalah pergeseran menuju pendekatan multistakeholders dalam penanganan konflik. Oleh karena itu, tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah saja.

2.3.4. Pendekatan Parsial  Reaktif ke Komprehensif

Pendekatan parsial penanganan digambarkan dalam beberapa  aspek, yaitu pertama tidak adanya kesinambungan antara penanganan pra konflik, pada saat konflik, dan setelah konflik. Ketiga strategi ini menjadi berdiri sendiri, sehingga terkesan reaktif. Sistem peringatan  dini dinilai tidak penting dan tidak berjalan, sehingga penanganan konflik dilakukan, ketika eskalasi konflik sudah meluas dan hampir tidak dapat dihentikan. Kedua, penanganan konflik tidak diintegrasikan dalam pembangunan nasional dan daerah, sehingga urusan pembangunan seolah-olah tidak ada hubungannya dengan penanganan  konflik. Ketiga, parsialitas ditunjukan pula dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar tindakan pemerintah dalam menangani konflik. Setiap kali ada konflik, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden. Substansi Instruksi Presiden pun sesungguhnya tidak lengkap memuat secara detail mengenai aktivitas-aktivitas apa yang diperlukan dalam penanganan konflik.  Pergeseran paradigma parsial ke komprehensif berarti penanganan konflik merupakan satu kesatuan sistem yang secara proporsional dilakukan sejak sebelum sampai dengan pemulihan setelah konflik, diintegrasikan dalam pembangunan nasional dan daerah serta berlandaskan pada suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup semua kegiatan dan institusi yang akan terlibat di dalamnya.  

Perbandingan

Pendekatan Sektoral Vs Regional

	Penanganan Sektoral
	Penanganan Regional

	· Kurang mengenali akar permasalahan

· Penanganan bersifat inkremental (tidak menyentuh akar permasalahan) tetapi menangani dampak/konsekuensi konflik (pengungsi, rehabilitasi sarana-prasarana dsb) 

· Hanya melalui skim program-program reguler

· Lembaga penanganan ad hoc dan parsial
	· Akar  persoalan dapat diketahui Identifikasi jenis dan lokasi konflik

· Program-program yang sesuai kebutuhan lokal dan skala prioritas

· Langkah penanganan lintas sektoral dengan lembaga yang multistakeholder




2.3.5. Pendekatan yang Umum  ke Spesifik dan Rinci


Kekaburan dalam suatu sistem yang kemudian berdampak ketidakjelasan bagi masyarakat antara lain disebabkan oleh suatu sistem penanganan konflik yang bersifat umum. Sebagai contoh, penanganan konflik yang berlandaskan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menggambarkan suatu konsep yang sangat luas dan menjadi sulit dimengerti, bahkan tidak dapat diterapkan untuk hal-hal yang khusus atau rinci. Konsep penanganan konflik yang disatukan dalam istilah  Bencana mengakibatkan konsep konflik dan penanganannya menjadi kabur atau tidak didefenisikan dengan tepat. Ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58  UU PB yang menyatakan bahwa salah satu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana adalah rekonsiliasi dan resolusi konflik. Muncul pertanyaan, apakah penanganan konflik menjadi bagian dari strategi pasca bencana. Lalu bagaimana kita memahami konsep bahwa penanganan konlik dapat dilakukan sebelum, pada saat dan setelah konflik?. Kekaburan seperti ini mendorong  dan sekaligus pemicu pergeseran pendekatan yang umum ke spesifik, termasuk dalam penanganan konflik.

Pergeseran ini didukung pula oleh perbedaan karakteristik bencana alam yang mendominasi paradigma dalam UU PB dengan karakteristik konflik. Perbedaan ini diabaikan dalam UU PB, sehingga perlu diperbaiki melalui UU khusus, yaitu RUU Penanganan Konflik.

Perbedaan Penanganan Bencana Sosial (Konflik) dan Bencana Alam dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

	No
	KOMPONEN

UTAMA
	BENCANA SOSIAL (KONFLIK)
	BENCANA ALAM

	1.
	Pola Siklus
	konflik memiliki karakteristik tersendiri
	bencana alam memiliki karakteristik tersendiri

	2.
	Potensi Intensitas dan Ekstensitas Dampak
	· korban jiwa (cacat, mati tidak wajar dan penculikan, pemorkosaan, intimidasi/teror, dll)

· rentan terjadinya pelanggaran HAM berat;

· perampasan/pencurian Harta benda;

· perusakan fasilitas publik lawan maupun pemerintahan;

· sangat berpeluang meluas ke daerah lain dan pelibatan jaringan yang lebih luas termasuk jaringan nasional/internasional dalam mendukung tindakan kekerasan serta dapat berdampak jangka panjang; dan

· Pengungsi bisa berada di berbagai wilayah terutama wilayah yang dianggap oleh pengungsi satu paham dengan kepentingan mereka (bisa In-situ atau Ex-situ).
	· korban jiwa (cacat, luka dan meninggal dunia);
· terlokalisasi pada pusat kejadian bencana alam saja;

· pengungsi ditampung secara in-situ di kawasan bencana.



	3.
	Lingkup Aktor
	- konflik cenderung melibatkan aktor  yang lebih luas, baik pada tingkat elite, menengah maupun akar rumput, baik aktor internal maupun eksternal dengan peran aktor bisa sebagai aktor langsung konflik ataupun sebagai  pelaku bantuan karitas kemanusiaan
	- dalam bencana alam, proses  yang mengakibatkan penderitaan korban tidak ada aktor, kecuali  korban dan aktor yang berperan dalam memberikan  bantuan kemanusiaan

	4.
	Peran Aktor Negara
	membutuhkan peran institusi negara yang bersifat represif dan unit pengamanan (polisi, tentara dan intelijen) termasuk operasi keamanan, di samping fungsi sosial berupa bantuan kemanusiaan dan kedaruratan
	bantuan bersifat relief dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak (bantuan tim kesehatan dan zeni, dll)

	5.
	Peran Organisasi Masyarakat Sipil (CSO)


	· bantuan bersifat pertolongan (relief), pembangunan kapasitas (capacity building), dan mediasi;

· pengawasan terhadap proses perdamaian dan  pengelolaan bantuan;

· advokasi korban dan kebijakan
	· bantuan pertolongan (relief)/Kemanusian  

· pengawasan pengelolaan bantuan

· advokasi korban dan kebijakan

	6.
	Lingkup

Dimensi
	konflik memiliki dimensi multiperspektif

baik vertikal, horizontal maupun diagonal
	dimensi  manusia berinteraksi dengan alam

	7.
	Tingkat Ancaman

Terhadap Integrasi
	bencana konflik cenderung  mengancam kohesivitas sosial dan integrasi nasional
	relatif tidak ada ancaman langsung terhadap integrasi nasional

	8.
	Dampak Psikologi
	di samping mengakibatkan trauma, konflik cenderung  menciptakan luka/rasa penderitaan, sakit hati masyarakat dalam jangka panjang dan sewaktu-waktu dapat muncul kembali
	traumatik terhadap proses kejadian bencana dan kehilangan keluarga atau harta benda

	9.
	Bentuk Tindakan (Treatment)
	konflik membutuhkan upaya  perdamaian dan penyelesaian baik melalui mediasi/negosiasi dan peradilan khusus ataupun upaya pengamanan yang bersifat represif di samping bantuan kemanusiaan yang bersifat khusus dan membutuhkan rekonstruksi sosial di samping rekonstruksi fisik
	membutukan rekonstruksi fisik dan rekonstruksi sosial secara terbatas terutama bencana  yang berskala besar

	10.
	Kriteria Tim Penanganan Bencana
	· netralitas (Cover Both Side);

· terlatih bekerja menangani konflik;

· memiliki komitmen kemanusiaan yang tinggi; dan

· berkomitmen terhadap pembangunan perdamaian dan multikultural
	· bersikap adil pada semua korban

· terlatih bekerja menangani bencana alam

· memiliki komitmen kemanusiaan

	11.
	Sumber Ancaman Bahaya
	· pada situasi konflik intinya terjadi kekerasan oleh manusia terhadap manusia oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain;

· budaya kekerasan, strereotype dan kecurigaan;

· kebijakan negara;

· provokasi;

· kerentanan sistem dan kapasitas


	· alamiah

· fenomena alam

· kerentanan sistem dan kapasitas

	12.
	Potensi Pelanggaran HAM
	rentan terjadinya pelanggaran HAM terutama berkaitan dengan tindakan kekerasan, baik antara warga sipil, sipil dengan aparat/negara atau kekerasan melalui pembiaran oleh negara (violence by omission)
	relatif kecil, kecuali terjadi pembiaran atau penelantaran oleh negara terhadap korban, 

pengurangan/pencurangan terhadap hak-hak mereka

	13.
	Pola Penanganan Pengungsi
	· pengungsian terjadi karena rasa takut terhadap ancaman, pembunuhan dan kekerasan lainnya oleh pihak lawan;

· Pengembalian pengungsi  memerlukan  jaminan keamanan dan keikhlasan hidup berdampingan   dari pihak ex-rivalitas mereka pada saat terjadi konflik


	pengungsian terjadi karena tempat tinggal mereka rusak  akibat bencana atau rentan terhadap ancaman bencana



	14.
	Dampak terhadap Citra

Daerah/Negara


	· berdampak negatif atas kinerja pembangunan demokrasi dan HAM;

· berdampak terhadap minat investor, karena resiko keamanan dan ancaman kekerasan yang relatif panjang dan tidak pasti
	Tidak terlalu berpengaruh terhadap minat investor.



	15.
	Upaya Pencegahan (Preventif)
	· adanya Regulasi  yang komprehensif tentang penanganan bencana sosial (konflik sosial);

· sistem siaga dini konflik;

· pembangunan Kapasitas Masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan (Civic) dan perdamaian (Peace) baik pendidikan formal maupun non formal;

· kebijakan Publik yang partisipatif dan adil;

· penataan struktur sosial dan kekuasaan yang adil; dan

· penguatan kelembagaan lokal termasuk adat yang berkaitan dengan  kearifan lokal (local wisdom of conflict management)


	· adanya regulasi komprehensif tentang manajemen bencana alam;

· sistem siaga dini bencana alam;

· pembangunan kapasitas masyarakat  baik pendidikan formal maupun non formal; dan

· Penguatan Kelembagaan lokal termasuk adat yang berkaitan dengan kearifan lokal (locals wisdom of Disaster management)



	16.
	Prioritas Penanganan
	· penghentian dan peniadaan tindakan kekerasan bersamaan dengan pemberian bantuan kemanusiaan (conflict detente and cease fire);
· proses membangun kapasitas yang berkaitan dengan critical workshop untuk rekonsiliasi; dan

· pembangunan/penataan infrastruktur sosial termasuk upaya trauma healing, trust building, peace dan multiculture education.
	· penanganan korban meninggal dan luka-luka; dan

· penyediaan pusat pelayanan kebutuhan pokok bersifat darurat.

	17.
	Kegiatan Paska Bencana
	· proses rekonsiliasi dan trust building yang berkelanjutan;

· bantuan sementara jaminan hidup

· asistensi pengembalian/pemulihan hak-hak perdata;

· pengadilan khusus atau pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR);

· penataan kembali struktur dan kebijakan  yang  rentan sebagai sumber konflik;

· kebijakan perencanaan pembangunan yang sensitif konflik; dan

· fasilitasi kontak mempertemukan kembali dengan sanak keluarga yang terpisah.  


	· bantuan sementara Jaminan hidup;

· fasilitasi kontak mempertemukan kembali dengan sanak keluarga yang terpisah; dan  

· perencanaan pembangunan yang sensitif bencana alam.



	18.
	Kecepatan (velocity)  Ancaman
	· bisa perlahan dan bisa mendadak
	  mendadak atau perlahan/bertahap

	19
	Kontrol Terhadap Potensi Kejadian
	dapat dikontrol atau dihilangkan kemunculannya dengan sistem siaga dini,  perbaikan struktur, kebijakan serta membangun budaya perdamaian/Multikultur
	- sebagian dapat dikontrol kejadiannya sebagian tidak dapat dikontrol kemunculannya tetapi dapat dikurangi/dihindari resiko negatifnya


Tabel di atas menggambarkan perbedaan antara bencana alam dan bencana sosial atau konflik. Perbedaan ini akan berimplikasi pada perbedaan metode penangananannya. Menggabungkan kedua cara tersebut akan  menimbulkan beberapa persoalan atau kelemahan dalam UU yang mengaturnya. Oleh karena itu, pengaturan resolusi dan rekonsiliasi konflik dalam PP  berdasarkan UU PB menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, Pencantuman Rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam Pasal 57 dan 58 (Pasca bencana) tidak didahului dengan pengaturan secara spesifik mengenai penanganan konflik dalam tahap prabencana dan saat tanggap darurat yang diatur dalam Pasal 33 UU PB. Kedua, UU ini tidak merumuskan pengertian rekonsiliasi dan resolusi konflik. Tidaklah jelas mengenai pengertian konflik dalam Pasal 57 dan 58, apakah konflik yang dimaksudkan adalah konflik dalam penanggulangan  bencana alam, atau konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4. Ketidakjelasan ini muncul karena dalam tahap prabencana, dan tanggap darurat tidak disebutkan mengenai konflik. Ketiga, secara teoritis dan praktek, rekonsiliasi merupakan bagian dari resolusi konflik dan dalam resolusi konflik tidak hanya melakukan rekonsiliasi. 

2.3.6. Pergeseran dari Model Penyelesaian Konflik  Yudisial Formal  ke Non Yudisial Formal, yaitu Penyelesaian Konflik Berdasarkan Nilai-Nilai Lokal

Salah satu reformasi bidang hukum yang berkembang dalam satu dekade terarkhir adalah pembentukan model-model alternatif dalam penyelesaian sengketa ( Alternative Dispute Resolution). Model-model alternatif ini sesungguhnya merupakan kritik terhadap kelemahan dari model konvensional yang lamban, biaya mahal, tidak mencerminkan keadilan, bahkan manipulatif dan koruptif.  Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan negara yang formal mendorong perlu melahirkan alternative ini  dalam penyelesaian masalah. Salah satu yang relevan dengan penyelesaian konflik adalah  model yang dikenal dengan  Indigenous Conflict Management Mechanism (Community-Based/Traditional/Indigenous Mediation; Community-Based Conflict Mitigation; Grassroots Approaches to Peace).

Sayangnya model ini sampai sekarang belum mendapatkan legitimasi secara esplisit dalam Undang-Undang. Model ini mendapat perhatian yang cukup di  daerah-daerah yang mendapat Otonomi Khusus seperti pembentukan Lembaga Adat. Padahal, model ini dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, salah satu sumbangan terpenting dari RUU PK adalah menjadi payung hukum atau dasar hukum bagi daerah-daerah untuk menghidupkan atau membentuk lembaga penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai dan kearifan lokal, tanpa melibatkan atau melalui organisasi formal peradilan negara. 

Tabel di bawah ini menggambarkan beberapa aspek dari indigenous conflict management ini, yaitu pengertian, tujuan,  hasil yang diharapkan dari model ini,  bagaimana penerapannya dalam tahap-tahap konflik, pengorganisasian, pihak-pihak yang berpartisipasi, proses dan kegiatannya, peran lembaga-lembaga internasional, pembiayaan, jangka waktu, kekuatan dan kelemahannya.

	NO
	Subject
	Scope or Activities

	01
	Pengertian

(Definition)

	Melibatkan orang atau tokoh masyarakat  setempat dan mekanisme penyelesaian sengketa/pengambilan keputusan lokal  dalam menangani  konflik yang terjadi dalam  masyarakat atau antar masyarakat
(Use local actors and traditional community-based judicial and legal decision-making mechanisms to manage and resolve conflicts within or between communities)

	02
	Tujuan

(Objectives)


	Menyelesaikan konflik tanpa melibatkan atau tergantung pada institusi penyelesaian sengketa negara/pemerintah dan tanpa melibatkan polisi atau struktur-struktur luar/lembaga luar lainnya.
(to resolve conflicts without resorting to state-run judicial systems, police, or other external structures)

  
  
 

	03
	Hasil yang diharapkan

(Expected outcome or impact)
	Negosiasi secara loal dapat mengarah kepada suatu kesepatakan untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat hidup berdampingan dan berkomunikasi secara positif, menciptakan suasana di mana penduduk desa maupun kota dapat hidup bersama, berusaha/berdagang, walaupun pihak militer menyatakan situasi tidak aman.

(Local negotiations can lead to ad hoc practical agreements which keep broader inter-communal relations positive, creating environments where nomads can graze together, townspeople can live together, and merchants can trade together even if military men remain un reconciled.)



	04
	Hubungannya dengan pencegahan dan pengurarangan risiko konflik

(Relationship to conflict prevention and mitigation)

	Mekanisme lokal dimaksudkan untuk menyelesaian konflik sebelum eskalasinya meluas atau mencegah munculnya kembali kekerasan /atau ketegangan setelah suasana damai.

(Local mechanisms intervene to resolve community disputes before they escalate to large-scale violence or to prevent a resumption of violence after a period of calm).


	05
	Pengorganisasian

(Organizers)


	Biasanya salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa meminta bantuan dari oang-orang yang dituakan, lembaga-lembaga setempat untuk berinisiatif membentukan suatu lembaga yang semua kepentingan para pihak terwakili di dalamnya.

(Generally one or both parties to a dispute request intervention by an elder, the elder council, or other community member. Occasionally, elders unite and take the initiative in forming a local council to represent the community’s interests.)

	06
	Peserta

(Participants)


	Anggota masyarakat terlibat dalam penyelesaian konflik. Biasanya anggota masyarakat tersebut terdiri dari tua-tua adat, kepala-kepala suku, anggota organisasi wanita dan asosiasi professional.  (Community members involved in the conflict participate in the dispute resolution process. These community members can include traditional authorities—elders, chiefs—women’s organizations, local institutions and professional associations.)

	07
	Kegiatan

(Activities)


	Para tua-tua adat berfungsi sebagai pengadilan dengan kekuasaan yang luas dan fleksibe untuk mengintepretasikan berbagai bukti, melakukan penilaian, dan memimpin proses reskonsiliasi. Para mediator membuka dialog antara para pihak. Para pihak tidak boleh saling menyerang dan perlu  dihindari konfrontasi secara langsung. Pihak lain tidak boleh menginterupsi, apabila pihak lain sedang menyampaikan pendapatnya. 
(The elders function as a court with broad and flexible powers to interpret evidence, impose judgements, and manage the process of reconciliation. The mediator leads and channels discussion of the problem. Parties typically do not address each other, eliminating direct confrontation. Interruptions are not allowed while parties state their case. Statements are followed by open deliberation which may integrate listening to and cross-examining witnesses, the free expression of grievances, caucusing with both groups, reliance on circumstantial evidence, visiting dispute scenes, seeking opinions and views of neighbors, reviewing past cases, holding private consultations, and considering solutions.

The process may be time-consuming and encourage broad discussion of aspects that may seem unrelated to the central problem, as the mediator tries to situate the conflict in the disputants’ frame of reference and decide on an appropriate style and format of intervention.)

	08
	Peran Lembaga-Lembaga Internasional
Role of the International Agencies 
	Lembaga-lembaga internasional dapat mendorong untuk mengunakan mode penyelesaian sengketa secara lokal  untuk menjamin agar orang-orang setempat terlibat dalam penyelesaian konflik.Lembaga-lembaga internasional dapat meningkatkan kapasitas kelompok2 yang menjadi mediator dalam penyelesaian konflik local. 

(International agencies can promote local dispute resolution mechanisms to ensure that local actors participate in conflict management by partnering with existing local institutions. External players such as humanitarian organizations, UN officials, peacekeepers and official delegations can empower local mediation groups).

	09
	Aspek Biaya

(Cost Consideration)


	Murah, dapat menggunakan sumber dana dalam komunitas itu sendiri. Namun, dapat pula meminta dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional. 
(A local peace process is generally low-cost. Local efforts may be financed through community sources, or may require external, including international, support (especially in the initial stage of rejuvenating such mechanisms).Excessive levels of external support can be detrimental to the integrity of the process.)


	10
	Waktu
( Timeframe to see results)


	Membutuhkan waktu bernegosiasi yang cukup panjang, namun hasilnya mampu menjalin suasana rekonsiliasi dalam jangka waktu yang panjang pula.

(Indigenous processes are long-term interactions; mediation continues until a solution is found that is acceptable to all parties. These are not quick fixes. This may take more time than outside observers are accustomed to, and the discussion of "important" issues will generally occur only after other obligatory topics have been handled. Some peace conferences can go on for months. However, traditional conflict resolution mechanisms can bring about long-term reconciliation)


	11
	Peran pada Tahap2 Konflik

(Stages of conflict)


	Dapat digunakan pada saat sebelum konflik, sebagai upaya preventif, pada saat konflik, dan sesudah konflik. 

(Indigenous mediation of disputes can occur at any stages of a conflict, from on-the-spot mediation to prevent a violent outbreak to efforts to mitigate the more violent aspects of the conflict to efforts toward reconciliation after the dispute has escalated to violent conflict. These processes can take place before formal peace structures have been established.

Traditional forms of mediation and legal sanctioning often appear in the aftermath of widespread conflict when no other mechanisms for social regulation exist.)


	12
	Kekuatan

(Strength)

	Dapat mengidentifasi secara tepat factor-faktor pemicu konflik dan dapat memberikan solusi yang cocok, berkelanjutan/jangka panjang, dapat mencegah konflik kecil agar eskalasinya tidak meluas, 

(Indigenous conflict mitigation mechanisms can address some of the proximate factors that help fuel conflict at the local level—access to land or water, competition over foreign assistance—and can provide appropriate, sustainable and long-term solutions. While local peace processes are not likely to stop a large conflict, they can help prevent small disputes from escalating into larger conflicts.

Many communities perceive conflict resolution activities directed by outsiders as intrusive and unresponsive to indigenous concepts of justice, and prefer to resolve conflicts within the community. Conflict management mediators from the local community are generally more sensitive to local needs than outsiders and are immersed in the culture of the violence-afflicted community. Their activities are rooted in conflict’s context, address some of its immediate causes, and can bring long-term solutions. They can draw people away from the conflict, breaking its momentum.
Indigenous conflict management and resolution mechanisms aim to resolve conflicts locally, preceding or replacing external dispute resolution and thereby reducing reliance on external structures. Traditional mediation helps the community keep control over the outcome of the dispute. Implementing this approach does not require sophisticated party structures or expensive campaigns; it provides a low-cost, empowering means of resolving conflicts within a relatively short timeframe.

In many societies, elders have traditional jurisdiction in facilitation, arbitration, and monitoring outcomes. Local conflict mediators typically possess moral status, seniority, neutrality and respect of the community; they are acceptable to all parties and demonstrate leadership capacity. Resolutions are generally accepted and respected by all concerned parties).
 



	13
	Kelemahan

(Weaknes) 
	Untuk beberapa kasus, mekanisme ini tidak mampu untuk menanganinya terutama yang ada kaitannya dengan kekuatan-kekuatan pusat dan keuntungan ekonomi. Di samping itu para mediator kehilangan kekuatan untuk mengimplementasikan  hasil resolusi konflik,  mekanisme ini juga sering dilanda bias jender.

(Documentation on the effectiveness of grassroots conflict prevention mechanisms is inconsistent, yet indicates that indigenous mediation may be powerless to address some of a conflict’s root causes—centrally-instigated conflict, predatory behavior linked to exploiting economic advantage, external meddling).

Kesulitan dalam pelaksanaan putusan, karena tidak memiliki “alat” untuk memaksakan putusan.

(Indigenous mediators often bring important social influence but may lack the power and the means to enforce the resolutions adopted. Advice is only accepted when both parties agree to it, and both parties must feel their concerns were properly addressed. Traditional structures’ power to prevent the occurrence of violence is limited.)
Bias jender dan Usia ( Mengutamakan laki-laki dan orang dewasa) (Some traditional conflict mitigation efforts may be weakened by age or gender bias—for example, in cases with no women elders, some women may believe that male elders are biased against women and that this will be reflected in their decisions. Indigenous, traditional authorities generally are not progressive elements of social change).
Local conflict management’s potential effectiveness is diminished where traditional authority has eroded and armed authority has increased, since these trends run counter to traditional values and ways of social organization, including those of handling conflict. International agencies’ efforts to build local capacity and enhance participation should question whether traditional authority structures are being undermined, what their role is in keeping the society intact and managing conflict, and whether it is important to make efforts to retain such structures.

Butuh waktu yang lama bagi orang luar untuk memahami mekanisme penyelesaian konflik

(Indigenous mediation has a dynamic of its own and does not always respond positively to external prompting. Indigenous mediation requires delicate and knowledgeable management, and external actors must bring an intimate understanding of local conditions.)


****************************************

BAB  III

ANALISIS DAN EVALUASI  HUKUM 

PENANGANAN KONFLIK DI INDONESIA 

Substansi analisis dan evaluasi hukum dimaksudkan untuk memberikan gambaran  mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan  penanganan konflik pada saat ini. Untuk itu, ada empat   bagian penting yang dikemukakan dalam bab tentang analisis dan evaluasi hukum ini, yaitu pertama gambaran umum peraturan perundang-undangan (regulasi) penanganan konflik. Kedua, gambaran peraturan perundang-undangan (regulasi) berdasarkan strategi penanganan sebelum, pada saat dan setelah konflik. Ketiga, keterkaitan RUU Penanganan Konflik dengan UU lainnya.  Keempat,  adalah mengenai urgensi dan pilihan pengaturan penanganan konflik di Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik.

Analisis terhadap substansi pengaturan penanganan konflik dalam berbagai peraturan perundang-undangan  dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai persoalan hukum di bidang penanganan konflik. Permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi adalah pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal, maupun horisontal. Di samping itu, apakah terjadi kekosongan dan tumpang tindih pengaturan. Analisis  ini penting, untuk menjamin agar Undang-Undang  tentang Penanganan Konflik mempunyai kedudukan dan posisi yang jelas di antara Undang-undang lainnya, serta menjamin harmonisasi ketentuan dalam Undang-Undang Penanganan Konflik dengan Undang-Undang lainnya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat jenis dan hierarkie peraturan perundang-undangan, yaitu Konstitusi/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada pada urutan paling atas. Selain konstitusi berturut-turut secara hierarkhie adalah Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (PP), dan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan perundang-undangan tersebut tersusun dalam hierarkhis, dimana peraturan yang lebih tinggi lebih kuat dibandingkan dengan peraturan yang lebih rendah. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi merupakan sumber dari peraturan yang lebih rendah. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dan lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah tidak dapat berlaku lagi. Prinsip ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tercapai harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-perundangan secara vertikal. Di samping harmonisasi secara vertikal, diperlukan pula harmonisasi secara horisontal, yaitu harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berada pada level yang sama. Misalnya antara Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan RUU tentang Penanganan Konflik, antara Undang-Undang No. 23/Prp/1959 tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya dengan RUU tentang Penanganan Konflik. Harmonisasi dan sinkronisasi ini penting, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, atau kekosongan hukum yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan suatu undang-undang. 

Peraturan perundang-undangan di bidang penanganan konflik yang ada sekarang tersebar dalam berbagai jensi  peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, yang mencakup pengaturan yang berkaitan pencegahan (prevention), pada saat konflik (during) dan pada saat setelah konflik (post conflict).
3.1. Gambaran Umum Peraturan perundang-undangan Penanganan Konflik

              Peraturan perundang-undangan penanganan konflik  diperlukan  untuk mempertegas ruang lingkup tugas dan tanggung jawab  berbagai  pihak (komponen bangsa) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,  dan lembaga-lembaga non pemerintah. Peraturan perundang-undangan,  juga penting untuk memperjelas kegiatan pada setiap tahapan konflik, baik pada masa sebelum konflik (prevention), maupun pada saat terjadinya konflik (transition), dan pada saat setelah konflik (post conflict/recovery).  

                Pertanyaan atau masalahnya adalah apakah peraturan perundang-undangan  di Indonesia telah secara komprehensif mencakup semua pendekatan tersebut (prevention, transition, and recovery) serta dengan tegas dan jelas merumuskan kontribusi dari masing-masing lembaga atau institusi dalam mengatasi dan menyelelesaikan konflik di Indonesia.

             Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, sampai  saat ini  beberapa dasar hukum pencegahan dan penanganan konflik di Indonesia, secara hirarkis  tertuang dalam beberapa bentuk peraturan, yaitu TAP MPR, Undang-undang, Instruksi Presiden, dan Keputusan Menteri.

3.1.1. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945

Hukum tentang Penanganan Konflik pada dasarnya bersumber pada Konstitusi, atau Undang-Undang Dasar 1945. Materi penting yang terkait dengan Konstitusi adalah hukum tentang penanganan konflik merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjamin terciptanya hak-hak atas rasa aman, menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjamin upaya untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

3.1.2. TAP MPR RI

               Ketetapan MPR merupakan aturan dasar yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai kebijaksanaan pembangunan pada umumnya. TAP MPR belum merupakan suatu peraturan atau norma yang sempurna, karena isi TAP MPR bersifat statemen garis besar kebijakan. Secara teoritis norma dalam TAP MPR adalah norma tunggal, yaitu norma yang tidak diikuti dengan sanksi.  Norma dalam TAP MPR masih bersifat umum dan abstrak, sehingga perlu dijabarkan kembali dalam bentuk Peraturan yang lebih rendahh, seperti dalam bentuk Undang-undang. 

Paling tidak ada dua Ketetapan MPR yang menyinggung masalah konflik di Indonesia. Kedua TAP MPR tersebut adalah TAP MPR N0. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan  Nasional dan TAP MPR No.X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001. Kedua  TAP MPR ini memuat beberapa pemikiran dasar, baik menyangkut upaya preventif (pra konflik), maupun pada masa konflik (transition) dan post conflik (recovery). 

                           Melalui TAP MPR No. V/MPR/2000 misalnya,  MPR (People’s Consultative Assembly) telah menetapkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Gerakan untuk  mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen  seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.

2. Peralihan kekuasaan sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat yang  terjadi sebagai akibat  dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.

3. Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertical dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Menugaskan kepada Pemerintah untuk menfasilitasi diselenggarakannya dialog dan kerja sama pada tingkat nasional maupun daerah, yang melibatkan seluruh unsur bangsa, baik formal maupun informal, yang mewakili kemajemukan agama, suku dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk menampung berbagai sudut pandang guna menyamakan persepsi dan mencari solusi.

5. Segera menyelesaikan masalah dan konflik secara damai di berbagai  daerah dengan tuntas, adil, dan benar, dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.

6. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang.

Selanjutnya, melalui TAP MPR NO. X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Perusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 merekomendasikan kepada Presiden hal-hal sebagai berikut:

1. Menugaskan kepada Presiden untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap siapapun yang menjadi dalang provokator, dan pelaku kerusuhan secara tepat, terarah, dan terkoordinasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memfasilitasi serta berusaha mencegah kemungkinan terjadinya hal yang sama di daerah lain.

2. Khusus mengenai Maluku dan Maluku Utara, Majelis menugaskan kepada Presiden untuk segera melanjutkan dan meningkatkan kebijakan yang ditempuh selama ini, antara lain, melalui rekonsiliasi sosial, rehabilitasi fisik dan nonfisik, upaya penegakan hukum, dan penanganan masalah pengungsi, dengan penyediaan dana yang memadai melalui anggaran khusus.

Artinya, pada tingkat Ketetapan MPR, Pemerintah Indonesia telah melakukan identifikasi dan mendorong serta memberikan mandat kepada Presiden untuk menangani konflik di Indonesia, termasuk memperkuat landasan hukum dalam penanganan masalah konflik. Landasan hukum ini penting, karena TAP MPR bukanlah norma hukum yang bersifat operasional, tetapi harus dijabarkan dalam peraturan yang lebih rendah tingkatnya, yaitu baik dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Keputusan Presiden misalnya.

3.1.3. Undang-Undang

 
Undang-undang merupakan norma yang sempurna, karena norma dalam Undang-undang  disertai  dengan  sanksi. Di samping itu, Undang-undang merupakan hasil atau produk dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan wakil rakyat. Oleh karena itu, peraturan yang ada lebih bersifat landasan hukum dalam melakukan tindakan recovery atau penyelesaian kasus-kasus konflik, yaitu dengan menerapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bagi actor intellectual atau pelaku konflik, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Anti terorisme. Sebenarnya, dari aspek hukum pidana,  keberadaan kedua Undang-undang tersebut sudah memadai, apalagi apabila kegiatan atau aksi konflik di Indonesia seperti di Poso dikenakan Undang-undang tentang Anti terorisme. Namun, persoalan lain yang mestinya diatur dalam level Undang-undang adalah antara lain kompensasi dan juga upaya-upaya preventif dan in conflict (transisi). Kedua tahap tersebut belum tersentuh oleh peraturan pada tingkat Undang-undang.

                Satu hal penting, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan pengangan konflik di  Indonesia, bahwa masalah-masalah yang dalam TAP MPR dikuatirkan akan menjadi pemicu timbulnya konflik justru masih muncul dalam beberapa Undang-Undang. Artinya, Pemerintah Indonesia belum  melakukan upaya pencegahan terhadap munculnya konflik melalui penataan Undang-undang yang mengatur masalah-masalah yang mempunyai risiko konflik yang tinggi. Bahkan tragisnya, justru lembaga legislatif banyak melahirkan Undang-undang yang potensial melahirkan konflik,  seperti Undang-undang tentang Pemekaran Provinsi, Kabupaten dan Kota sering menjadi pemicu atau sebagai sumber konflik. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan pada tataran upaya preventif yang paling penting adalah kemampuan Pemerintah dan DPR untuk melahirkan Undang-undang yang tidak melahirkan atau memicu konflik baru.

                    Pada tahun 2007 Pemerintah dan DPR berhasil melahirkan  Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengatur penanganan tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana teknologi, dan bencana sosial/konflik.  Kelemahan Undang-Undang ini adalah tidak secara konsisten mengatur ketiga jenis bencana tersebut, dan mengabaikan perbedaan karakteristik penanganan konflik. Paradigma yang digunakan adalah paradigm penanggulangan bencana alam, sehingga tidak tepat dan memadai untuk menangani konflik. Untuk itu, masih diperlukan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai penanganan konflik.

3.1.4. Peraturan Pemerintah

             Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-undang adalah   Peraturan Pemerintah. Teori perundang-undangan tidak memungkinkan lahirnya Peraturan Pemerintah tanpa adanya Undang-undang. Oleh karena itu,  Peraturan Pemerintah yang relevan dengan penanganan konflik baru terbentuk setelah Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Beberapa peraturan pemerintah yang dimaksud adalah  Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah  No. 22 Tahun 2008  tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana,  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. 

  Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, maka ketiga peraturan perundang-undangan ini tentunya masih bersifat umum, dan  tidak mendefenisikan dengan tepat mengenai penanganan konflik. Oleh karena itu,  dapat dipastikan PP tersebut tidak cocok diterapkan dalam penanganan konflik. Misalnya dalam hal peran serta masyarakat internasional dan masyarakat pada umumnya. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana alam lebih leluasa dibandingkan dengan untuk penanganan konflik.

3.1.5. Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden


Pada saat ini Peraturan Presiden yang 
 baru dikeluarkan adalah  Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Sebelum UU No. 24/2004 terbentuk,  Keputusan Presiden yang sangat popular adalah Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Fokus dari Keputusan Presiden ini adalah kegiatan Bakorbas PB pada tahap pemulihan (recovery) setelah terjadi konflik. Oleh karena itu, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi bukan merupakan suatu strategi penyelesaian konflik secara komprehensif. Keputusan Presiden ini, kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam kaitannya dengan penanganan konflik, Badan ini tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik, karena yang diperlukan dalam penanganan konflik adalah Komisi Penyelesaian Konflik yang bersifat ad hoc.

3.1.6. Instruksi Presiden

                 Intruksi Presiden boleh dikatakan peraturan perundang-undangan yang banyak dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penanganan konflik selama ini. Dengan demikian, peraturan perundangan yang menjadi acuan penanganan konflik betul-betul bersifat teknis koordinatif internal Pemerintah dan Departemen tanpa melibatkan atau mengikat pihak lain di luar rentang kendali pejabat yang pembuat instruksi.

                Peraturan perundang-undangan yang hanya pada level Instruksi Presiden mengakibatkan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak di luar institusi Pemerintah. Di samping itu, peraturan perundang-undangan  dengan dasar peraturan setingkat Instruksi Presiden menggambarkan model  penanganan konflik yang reaktif dan sektoral (terfragmentasi), tidak komprehensif, baik dari segi pendekatan maupun pihak-pihak yang dapat dilibatkan (stakeholders) dalam penanganan  konflik. 

                   Beberapa contoh Instruksi Presiden yang menjadi acuan penanganan  konflik di Indonesia adalah Instruksi Presiden  No. 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam  Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh. Dalam Inpres tersebut, pendekatan komperhensif dimaknai dengan  pendekatan secara politik, ekonomi, sosial, hukum, ketertiban masyarakat, keamanan, komunikasi dan informasi. 

Berdasarkan pendekatan ini, maka beberapa Menteri/Departemen yang terlibat di dalamnya adalah : 

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Panglima Tentara Nasional.
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang diintruksikan dalam Inpres tersebur adalah: 

a. Melakukan dialog yang melibatkan semua komponen masyarakat Aceh.
b. Diplomasi Internasional. 

c. Bantuan dan Konsultasi Hukum.

d. Aparatur Penegak Hukum.

e. Percepatan Rehabilitasi Sosial.

f. Pembangunan Masyarakat Dalam Kerangka NKRI melalui pendekatan keagamaan.

g. Penyebaran Informasi dan Opini Masyarakat.

h. Sanksi Hukum  Atas Pelanggaran.

i. Operasi Intelelejen

Selanjutnya, melalui  Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, Presiden kemudian menginstruksikan lagi beberapa Menteri yang sebelumnya tidak dilibatkan, yaitu:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

4. Menteri Dalam Negeri.

5. Menteri Kesehatan.

6. Menteri Sosial.

7. Menteri Keuangan 

8. Menteri Komunikasi.

9. Menteri Agama.

10. Menteri Pendidikan Nasional. 

11. Menteri Koperasi. 

12. Menteri Komunikasi dan Informasi. 

13. Jaksa Agung.

14. Panglima Tentara Nasional Indonesia.

15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

16. Kepala Badan Intelejen Negara (National Intelligence Agency).
17. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Governor of Nanggroe Aceh Darussalam).

18. Para Bupati/Walikota di Lingkungan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 

Pendekatan hukum yang sama dilaksanakan pula untuk menangani konflik-konflik yang terjadi di wilayah lainnya, yaitu: 

1)  Keputusan Presiden No. 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Darurat Sipil di Maluku Utara.

2)  Inpres No. 4 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Strategis Penyelesaian Konflik Aceh.

3)  Inpres No. 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan Nasional dan Strategis Percepatan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 

4)  Instruksi No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembangunan Pemulihan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik.

5)  Inpres No. 1 Tahun 2003  tentang Percepatan Pelaksanaan UU No.  45 Tahun 1999 tentang  Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat,  Irian Jaya Tengah, dan beberapa Kabupaten baru di Provinsi tersebut.

Gambaran umum dari peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa sesugguhnya,  kebijakan penanganan konflik di Indonesia masih bersifat reaktif dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis. Di samping itu, pengaturan pada tingkat TAP MPR saja,  menggambarkan bahwa pengaturan penanganan konflik di Indonesia masih dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan abstrak.  Secara teoritis, TAP MPR bukanlah norma, tetapi memuat pernyataan-pernyataan MPR yang perlu dijabarkan lebih  lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang rendah, seperti Undang-undang.  

3.1.7. Keputusan Menteri

         
Salah satu contoh Keputusan Menteri yang berkaitan dengan penanganan  konflik adalah Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 10/HUK/1999. Keputusan ini menfokuskan pada beberapa bentuk bantuan, yaitu bantuan darurat   (Penampungan  sementara di tempat pengungsian, pelayanan dapur umum, bantuan beras dan bahan pangan lainnya), bantuan lauk pauk, bantuan sandang, dan santunan uang duka bagi keluaga/korban).

       
Di samping bantuan darurat juga bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya, bahwa manajemen yang dikembangkan dalam Keputusan Menteri ini adalah manajamen pasca konflik. Keputusan Menteri ini juga merumuskan tata cara pemberian bantuan, mekanisme koordinasi pemberian bantuan dan sumber bantuan.

3.1.8. Peraturan Daerah


Pada level Daerah terdapat beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan penanganan konflik. Namun, sayangnya ada beberapa peraturan daerah yang memicu konflik, baik konflik vertikal, maupun konflik horisontal. Evaluasi Departemen Dalam Negeri terhadap berbagai peraturan daerah menunjukkan terdapat lebih dari 2500 (dua ribu lima ratus)  peraturan daerah yang bermasalah alias dapat memicu konflik.

3.1.9. Budaya Lokal dan Hukum Adat 


Salah satu urgensi dari lahirnya Undang-Undang Penanganan Konflik adalah rangka mengakomodasi kekayaan-kekayaan budaya lokal dan hukum adat dalam menyelesaikan konflik, mulai dari konflik antar kampung, suku, maupun kabupaten/kota, bahkan nasional. Beberapa konflik di Papua dapat diselesaikan dengan mekanisme ini. Peraturan perundang-undangan yang diperlukan adalah mengakomodasi dan mengakui penyelesaian secara adat dalam system penanganan konflik.

3.2.     Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Strategi Penanganan Konflik

Peraturan perundang-undangan di bidang penanganan konflik yang ada sekarang terdiri dari semua jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, yang mencakup pengaturan yang berkaitan pencegahan (prevention), pada saat konflik (during) dan pada saat setelah konflik (post conflict).

Tergambar bahwa secara substantif, satu Undang-Undang dapat memuat ketentuan penanganan  konflik untuk pencegahan saja, tetapi ada juga peraturan perundang-undangan yang mecakup ketiga tahap tersebut. Oleh karena itu, dapat ditemukan satu Undang-Undang yang dicantumkan dalam kelompok sebelum terjadi konflik, pada saat konflik, dan sesudah konflik. Kesan yang menonjol dari daftar peraturan perundang-undangan ini adalah ternyata sudah begitu banyak peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur mengenai penanganan konflik. Pengaturan yang sudah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, pada satu sisi menggembirakan, namun pada sisi lain belum tentu menjamin tersedianya peraturan perundang-undangan yang spesifik, mendalam dan sesuai dengan kebutuhan hukum penanganan konflik pada saat ini.
3.2.1. Tahap Sebelum Terjadinya Konflik/Pencegahan (Prevention)

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi kegiatan pencegahan konflik terutama regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya-upaya untuk tidak terjadinya konflik. Secara hirarkies peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi upaya pencegahan konflik dimulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah. 

Beberapa dari undang-undang yang memiliki konstribusi yang kuat untuk itu adalah:

1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan;

2) Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention Of  All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);

3) Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5) Undang-Undang No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam, Undang-Undang No. 45 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Timur (UU ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi);
6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme; 
7) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia;

8) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berkaitan dengan tugas-tugas intelijen dan tugas-tugas POLRI dalam rangka bimbingan masyarakat;  

9) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
10) Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana;

11) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
12) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
13) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
14) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga International dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. 

15) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2002 mengenai penanganan terorisme;

16) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2002 Kepada Badan Intelijen RI;

17) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1361/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pedoman Peringatan Dini di Wilayah Potensial Bencana.

3.2.2. Tahap Saat Terjadi Konflik 



Kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik meliputi upaya penghentian kekerasan sosial, serta upaya darurat untuk mencegah jatuhnya banyak korban manusia maupun harta benda, meluasnya eskalasi konflik, serta bantuan darurat bagi korban konflik. Untuk tugas-tugas tersebut, peraturan perundang-undangan yang digunakan pada saat ini adalah:

1. Undang-Undang No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya;

2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;

3. Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;

4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

5. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI);

6. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

7. Undang-Undang No. 6 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan ;

8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara   Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

10. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme;

11. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sejak peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002);

13. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

14. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia;

15. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

16. Undang-Undang Drt No. 52 Tahun 1952 tentang Penggunaan Senjata Api;

17. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
18. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
19. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
20. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga International dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

22. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2002 mengenai penanganan terorisme;

23. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2002 Kepada Badan Intelijen RI;

24. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

26. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan KAPOLRI No. 1078/Menkes/SKB/VII/2003/ No.POL  : B/3889/VII/2003 tentang Korban Meninggal dalam Bencana Masal;

27. Keputusan Menteri Kesehatan No. 12/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanganan Bencana di Lapangan;

28. Keputusan Menteri Kesehatan No. 14/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan Yang Diakibatkan Keadaan Bahaya;

29. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1278/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pedoman Perumusan Perencanaan Kontijensi;

30. Keputusan Menteri Kesehatan No. 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Standar Operasi Penanganan Bencana dan Pengungsi;

31. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1362/Menkes/SK/XII/2001 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pelayanan Kesehatan Darurat dan Bencana tahun 2002-2005;

32. Keputusan Menteri No. 1357/Menkes/SK/XII/2001 tentang Standar Minimum Pelayanan Kesehatan Korban Akibat Bencana dan Pengungsi; dan

33. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial No. 765/Menkes/SKB/VI/2002 No. 53/Peghukum/2002 tentang Penanggulangan Bencana.
3.2.3. Tahap Pemulihan Pasca Konflik 



Peraturan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan penanganan pasca konflik adalah ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum, serta kegiatan-kegiatan pemulihan, reintragrasi dan rehabilitasi. Untuk tugas-tugas tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan adalah:         

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.  ndang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); 

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan; 

3. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Negara.

4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara   Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (cat. telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi); 
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme;

7. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia;

9. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

10. Undang Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
11. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
15. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga International dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso;

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2002 mengenai penanganan terorisme;

18. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2002 Kepada Badan Intelijen RI;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

20. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan KAPOLRI No. 1078/Menkes/SKB/VII/2003/ No.POL  : B/3889/VII/2003 tentang Korban Meninggal dalam Bencana Masal;

21. Keputusan Menteri Kesehatan No. 12/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanganan Bencanan di Lapangan;

22. Keputusan Menteri Kesehatan No. 14/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan Yang Diakibatkan Keadaan Bahaya;

23. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1278/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pedoman Perumusan Perencanaan Kontijensi;

24. Keputusan Menteri Kesehatan No. 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Standar Operasi Penanganan Bencana dan Pengungsi;

25. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1362/Menkes/SK/XII/2001 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pelayanan Kesehatan Darurat dan Bencana tahun 2002-2005;

26. Keputusan Menteri No. 1357/Menkes/SK/XII/2001 tentang Standar Minimum Pelayanan Kesehatan Korban Akibat Bencana dan Pengungsi; dan

27. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial No. 765/Menkes/SKB/VI/2002 No. 53/Peghukum/2002 tentang Penanggulangan Bencana.

3.3. Analisis Keterkaitan, Sinkronisasi, Harmonisasi RUU PK dengan Beberapa Undang-Undang 
Dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, akan dianalisis 6 (enam) Undang-Undang terkait yang menggambarkan isu dominan yaitu institusi, kewenangan, dan strategi  penanganan konflik. Keenam Undang-Undang tersebut adalah:

Undang-undang Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan bahaya, LN 1959 Nomor 139 diubah  UU Nomor 52 /Prp/1960 LN 1060/170.

Undang-Undang No. 23/Prp) 1959 merupakan landasan hukum utama bagi penanganan konflik pada saat ini.  Undang-Undang ini sekaligus menggambarkan paradigma penanganan konflik yang masih mengandalkan strategi yang parsial, yaitu hanya menekankan penghentian konflik. Penggunaan Undang-Undang produk Orde Lama dengan latar belakang sosiologis yang jauh berbeda dengan kondisi pada era reformasi dan demokratis saat ini mengakibatkan Undang-Undang ini dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam sistem penanganan  konflik.  Oleh karena itu, salah satu satu faktor hukum yang mengakibatkan tidak efektifnya kebijakan penanganan konflik adalah bersumber dari Undang-Undang No. 23/Prp/1959. Beberapa persoalan atau kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah: 

1. Undang-undang 23/Prp/1959  memberikan kondisi kedaan bahaya  yang bersifat umum, kurang tegas batasanya. Di samping itu, Undang-Undang ini belum merumuskan dengan jelas dan tegas mengenai ukuran bagi tingkatan masing-masing keadaan bahaya tersebut. Tidak adanya ukuran yang jelas ini memungkinkan   pejabat negara  yang diberikan kewenangan  secara subjektif  menafsirkan  apa dan sampai kapan keadaan bahaya tersebut diterapkan.

2. Undang-undang ini melihat keadaan dari perspektif ancaman kedaulatan Negara terutama ancaman dari negara asing dan gerakan pemberontakan.  Paradigma ini tidak tepat lagi, karena  keadaan bahaya yang merupakan bagian dari konflik itu lebih banyak bersumber dari negara itu sendiri serta  mengakibatkan  terganggunya aktivitas sosial masyarakat yang paling menderita (mengalami kerugian).

3. Sebagian Kelembagaan Pemerintahan Negara sebagaimana  diatur dalam Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan   Sistem Pemerintahan dan Kenegaraan yang ada sekarang.

4. Undang-undang tersebut mengindikasikan adanya respon negara yang bersifat uniformitas   dalam menangani bermacam bahaya dengan beragam karakteristik.

5. Respon  terhadap keadaan  darurat masih didominasi  pendekatan represif  dan keamanan. Di samping itu  respon dengan memberikan  perubahan fungsi dan struktur kelembagaan darurat lembaga negara dari fungsi dan struktur  yang normal pada dasarnya  melemahkan  fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan dan publik yang ada serta membuat roda  pemerintahan menjadi terhambat

6. Undang-undang tersebut justru  kental bersifat Sui Generis  sehingga terkesan berdiri lebih tinggi dari Perundang-undangan lainnya  dan kondisi rentan membuka ruang penggunaan kewenangan berlebihan dari masing-masing dalam tingkatan  keadaan Bahaya, pejabat negara diberikan kewenangan, yaitu:

1)  Darurat Sipil      
:  11 Hak/Kewenangan luar biasa

2)  Darurat Militer
: 19 Hak/Kewenangan luar biasa

3)  Darurat Perang
:  27 Hak/Kewenangan luar biasa

Selanjutnya, pengaturan dalam RUU Penangan Konflik hanya membatasi diri pada keadaan darurat sipil, dalam arti koordinasi dan kendali penanganan konflik dalam keadaan konflik tetap berada pada pihak sipil termasul POLRI. Oleh karena itu, dalam RUU PK tidak diasumsikan eskalasi konflik akan berkembang ke Darurat Militer dan Darurat Perang. Penangan dalam konteks  darurat militer dan darurat perang bukan merupakan ruang lingkup dari RUU PK.

Inter-Koneksi, Sinkronisasi, Harmonisasi 

RUU Penanganan Konflik Sosial  
dengan

 UU No.23/PrP/1959

	NO
	RUU PK
	UU No. 23/PrP/1959
	Orientasi Pengaturan



	01
	Ketentuan Umum
	Keadaan Bahaya
	Keadaan Konflik.

Penyesuaian Konsep Keadaan Konflik dalam RUU PK dengan Keadaan Bahaya Sipil Dalam UU No. 23/PrP/1959 yang kemudian dikembangkan dalam RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya.

	02
	Mekanisme Penanganan Konflik

Pada saat tejadi Konflik
	Kondisi Keadaan Bahaya Sipil Pada saat terjadi Kerusuhan
	Pengaturan Mengenai Keadaan Bahaya, Kewenangan Dalam Keadaan Bahaya, Jangka Waktu Keadaan Bahaya, Penghentian Kekerasan.

	03
	Pernyataan Keadaan Konflik 
	Pernyataan Keadaan Bahaya
	Istilah menjadi Pernyataan Keadaan Konflik, yang diberikan kewenangannya kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan eskalasi dan tingkatan konflik.  

	04
	Tindak Lanjut Penanganan Keadaan Konflik
	Melalui kewenangan pada kondisi darurat sipil, militer, dan perang
	Dilanjutkan dengan penyelesaian oleh Komisi Penyelesaian Konflik Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Adat.


Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

               Salah satu Undang-Undang baru yang behubungan langsung dengan penanganan konflik adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB).  UUPB mengatur tiga jenis bencana, yaitu bencana alam  seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor),  bencana non alam (gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit) dan bencana sosial ( konflik sosial dan teror). 

             Pasal 33 UUPB menyatakan bahwa penanganan bencana dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap penanganan bencana, yaitu: prabencana,  saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Selanjutnya, dalam Pasal 57 dan 58 dinyatakan bahwa kegiatan pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu kegiatan rehabilitasi adalah rekonsiliasi dan resolusi konflik. Pencantuman materi rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam kegiatan rehabilitasi tidak menggambarkan masalah konflik secara keseluruhan. 

                         
Pengaturan 3 (tiga) jenis bencana dalam  UUPB menimbulkan beberapa persoalan atau kelemahan dalam UU tersebut,  terutama dari perspektif penanganan konflik, karena UUPB menggunakan paradigma bencana alam dan mengabaikan perbedaan karakteristik penanganan bencana alam dan konflik. Dengan demikian, UUPB tidak cukup memadai untuk menangani bencana sosial/konflik, rumusan-rumusanya  kabur, mengambang, dan tidak implementatif. Di samping itu, di dalam ketentuan umum, definisi pengungsi tidak tepat diberlakukan karena substansi lebih kewenangan, sementara  ada perbedaan sangat mendasar antara akibat bencana alam dengan konflik. 
      
 Kajian  terhadap rencana pengaturan rekonsiliasi dan resolusi  konflik dalam PP adalah sebagai berikut:

Pertama, Pencantuman rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam Pasal 57 dan 58 (pasca bencana) tidak didahului dengan pengaturan secara spesifik mengenai penanganan konflik dalam tahap prabencana dan saat tanggap darurat yang diatur dalam Pasal 33 UU PB. 

Kedua, UU ini tidak merumuskan pengertian rekonsiliasi dan resolusi konflik. Tidaklah jelas mengenai pengertian konflik dalam Pasal 57 dan 58, apakah konflik yang dimaksudkan adalah konflik dalam penanggulangan  bencana alam, atau konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4. Ketidakjelasan ini muncul karena dalam tahap prabencana, dan tanggap darurat tidak disebutkan mengenai konflik.

Ketiga, secara teoritis dan praktek, rekonsiliasi merupakan bagian dari resolusi konflik dan dalam resolusi konflik tidak hanya melakukan rekonsiliasi. 

            Kajian ini memperkuat argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik yang menjadi lex specialis dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hubungan lex specialis dan lex generalis didasarkan pada pemikiran, bahwa ada hal-hal khusus berdasarkan karakteristik konflik yang tidak cukup diatur dalam UU PB. Namun ada hal umum yang dapat diselenggarakan berdasarkan UU PB.  Misalnya, masalah rehabilitasi infrastruktur dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Inter-Koneksi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi

RUU Penanganan Konfik Sosial 

dengan 
UU  No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

	NO
	RUU PK
	UU NO. 24/2007
	Orientasi Pengaturan

	01
	Lex Specialis
	Lex Generalis
	Penangan Bencana Sosial 

	02
	Ketentuan Umum
	Ketentuan Umum
	Penyesuaian atau sinkronisasi konsep

	03
	Asas dan Tujuan
	Asas dan Tujuan
	Spesifik dan detail sesuai karakteristik Konflik

	04
	Mekanisme Penangangan Konflik
	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	Khusus dan disesuaikan dengan karakteristik konflik  sebelum, pada saat dan sesudah konflik

	05
	Institusi dan Kewenangan
	Institusi dan Kewenangan
	Spesialis dan Competensi Penanganan Konflik, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah, Daerah, Masyarakat Nasional dan Internasional.

	06
	Komisi Penyelesian Konflik yang bersifat ad hoc dan khusus penyelesaian konflik
	Badan Penanggulangan Bencana

Bersifat permanen dan dapat bertugas/melaksanakan recovery fisik akibat konflik
	Mengatur lembaga yang menyelesaikan konflik, sedangkan pekerjaan lain yang umum sifatnya dapat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

	07
	Menekankan Pentingnya  Upaya Pencegahan/ Pengendalian melalui pendekatan penmbangunan
	Upaya mengurangi risiko sebab Bencana Alam  prinsipnya tidak dapat diprediksi


	Spesifikasi karakter, dan pengaturan yang lebih focus dan detail yang komprehensif dalam bidang penanganan konflilk


3.3.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kaitan yang erat dan perlunya harmonisasi Rancngan Undang-Undang Penanganan Konflik dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, karena tugas utama POLRI  dalam situasi terjadinya gangguan ketertiban masyarakat sebagai alat keamanan Negara  dan sebagai lembaga utama penanganan keamanan di luar kejadian perang dan gerakan separatisme. Dengan demikian, RUUPK perlu mengatur secara tegas bagaimana kewenangan POLRI dalam melaksanakan  tugas  menangani konflik, sejalan dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisiasan Negara. 


Beberapa pasal UU No. 2/2002 yang menggambarkan hal tersebut adalah:

a. Pasal  13 tentang Tugas Pokok Kepolisian  yang terdiri dari: a) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum, b. Menegakkan Hukum, c. Memberikan perlindungan dan Pengayoman kepada Masyarakat.

b. Pasal 14 ayat (1) Tugas POLRI dalam Penanganan Konflik (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup,  dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

c. Pasal 15  ayat (1) Poin (b):  POLRI berwenang membantu menyelesaikan Perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban Umum.

Inter-Koneksi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi

RUU Penanganan Konfik Sosial 

dengan 
UU  No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

	NO
	RUU PK
	UU No. 2/2002
	Orientasi Pengaturan

	01
	Mekanisme Pada Saat Sebelum Terjadi Konflik
	Tugas POLRI menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, dan fungsi early warning system
	Peran dan kegiatan POLRI sebelum terjadi konflik

	02
	Mekanisme pada saat terjadi konflik dan terdapat Pernyataan Keadaan Konflik
	Tugas POLRI menghentikan kekerasan khususnya pada saat keadaan bahaya pada umummnya.
	Mengatur tugas POLRI dalam menghentikan kekerasan. POLRI sebagai Koordinator Keamanan di Pimpinan Sipil Setempat, sesuai dengan tingkatan keadaan konflik atau eskalasi konflik.

	03
	Mekanisme Paska Konflik
	Melakukan tindakan penyidikan, dan penyelidikan, serta mengamankan  atau membantu pelaksanaan tugas dari Komisi Penyelesaian Konflik.
	Harus diatur dengan tegas tugas dan tanggungjawab POLRI setelah konflik terjadi.

	04
	Pengerahan Sumber Daya POLRI
	Keterlibatan POLRI dalam penanganan konflik
	Perlu diatur mekanisme tahap2, dan tingkatkan keterlibatan POLRI serta kewenangan mereka dalam tugas penghentian kekerasan khususnya, dan penanganan konflik pada umumnya


3.3.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Dalam Undang-undang Pertahanan Negara dan UU TNI  diatur bahwa  tugas TNI  yang berkaiatan dengan Pertahanan Negara tidak saja  berkaitan dengan ancaman dari luar tetapi juga termasuk ancaman dari dalam. Konflik Komunal dianggap sebagai ancaman internal terhadap pertahanan keamanan negara. Dalam UU tersebut,  TNI   diberikan kewenangan untuk turut serta dalam penanganan konflik komunal.  

1) Pasal 7 Ayat (1) :  Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam bagian penjelasan, salah satu ancaman dimaksud pada poin (h) dikatakan adalah adanya konflik komunal yang terjadi  antar kelompok  masyarakat yang dapat membahayakan  keselamatan bangsa.  Selanjutnya pada Ayat (2) dirumuskan bahwa tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a) Operasi militer untuk perang.

b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

(1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata;

(2) mengatasi pemberontakan bersenjata;

(3) mengatasi aksi terorisme;

(4) mengamankan wilayah perbatasan;

(5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

(6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;

(7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;

(8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

(9) membantu tugas pemerintahan di daerah;

(10)  membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;

c.) Pasal  20 Ayat (2)  Penggunaan Kekuatan TNI dalam rangka operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka tugas mendukung kepentingan nasional  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   


Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara kembali ditegaskan, yaitu: 

a)  Pasal 7  ayat (3): sistem Pertahanan Negara menghadapi ancaman non militer menempatkan  lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama,  sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung  unsur-unsur lain dari kekuatan  bangsa.

      b) Pasal 10 ayat (3):TNI bertugas melaksanakan kebijakan negara   untuk:

a. melaksanakan operasi militer selain perang. Dalam bagian penjelasan dirumuskan bahwa operasi militer selain perang antara lain berupa bantuan kemanusiaan (Civic Mission), perbantuan kepada kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada pemerintahan Sipil, pengamanan  Pelayaran/penerbangan, bantuan pencarian dan pertolongan (SAR) bantuan pengungsian dan penanggulangan Korban Bencana Alam. Bantuan Militer selain Perang dilakukan berdasarkan permintaaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Salah satu tujuan utama dari pembentukan UU tentang Penanganan Konflik adalah merumuskan dengan jelas mengenai   bagaimana cara/prosedur penggunaan peralatan dan perlengkapan militer, baik prajurit maupun kecakapan militernya dalam situasi non perang serta  jangka waktu penugasan dan  organisasi pengendalian operasi penanganan konflik. 
Inter-Koneksi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi

RUU Penanganan Konfik Sosial 

dengan

 UU  No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

	NO
	RUU PK
	UU NO. 34/2004
	Orientasi Pengaturan

	01
	Konflik Horisontal
	Tugas TNI selain perang
	Non Militeristik

	02
	Keadaan Konflik 
	Tugas TNI selain Perang
	Membantu POLRI  menghentikan KONFLIK.

Pelaksanaan Tugas dikoordinasi POLRI dibawah komando pimpinan sipil sesuai dengan tingkatan konflik

	03
	Kegiatan Pasca Konflik
	 Pengerahan Kekuatan atau Logistik TNI untuk keperluan recovery dan rehabilitasi
	Tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan, bukan keamanan apabilagi militeristik


3.3.5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.  Artinya, upaya penanganan konflik dapat direncanakan, baik dalam strategi pencegahan sebelum terjadinya konflik, maupun pada saat dan pasca konflk. 

Upaya penanganan konflik tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, konsep penanganan konflik yang komprehensif mengintegrasikan penanganan konflik untuk kegiatan pencegahan, penanganan pada saat dan pemulihan  dalam perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah.  Dari strategi penanganan konflik,  instrumen perencanaan sangatlah signifikan dalam rangka upaya pencegahan. Melalui proses-proses penyusunan perencanaan diharapkan benih-benih konflik sudah dapat direndam dan diantisipasi sebelumnya melalui proses perencanaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Mekanisme musyawarah pembangunan nasional dan daerah dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan program pembangunan yang sensitif konflik.

Inter-Koneksi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi

RUU Penanganan Konfik Sosial 

dengan

UU  Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

	NO
	RUU PK
	UU No. 25/2004
	Orientasi Pengaturan

	01
	Pendekatan Komprehensif dan integratif
	Perencanaan Pembangunan yang istematis, terukur dan terpadu
	Memadukan penangan konflik dalam system perencanaan pembangunan

	02
	Pra-Konflik
	Perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan sensitive konfli
	Perencaan kegiatan-kegiatan pra konflik yang melibatkan multistakeholders

	03
	Pada saat konflik
	Perencanaan Penguatan kapasistas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat  dalam menangani konflik
	Terencana, sistematis, terpadu, multistakehoders, dan penerapan good governance

	04
	Pasca konflik
	Perencanaan dan evaluasi kegiatan, monitoring
	Kegiatan pemulihan dan rehabilitasi sosial. 


3.3.6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Paling tidak terdapat dua  substansi penting dalam  RUU PK  yang terkait dengan UU No. 32 Tahun 2004, yaitu mengenai  tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penanganan konflik dalam perspektif desentralisasi dan pelaksanaan pilkada apabila terjadi konflik. 
Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan harus tercemin pula dalam tugas, tanggungjawab, dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik. Berdasarkan prinsip desentralisasi ini, maka penanganan konflik merupakan urusan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan bersama ini dapat dilihat dalam tugas, tanggungjawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik. Salah satu kewenangan strategis daerah dalam RUU PK ini adalah kewenangan menyatakan keadaan konflik yang tidak saja berada pada Presiden. Gubernur dan Bupati/Wali Kota diberi wewenang untuk itu sesuai dengan eskalasi konfliknya. Demikian pula dalam pembentukan Komisi Penyelesaian Konflik. Bahkan dalam RUU PK ini lebih memberikan porsi tanggungjawab yang besar kepada daerah termasuk untuk mengalokasikan dana dalam APBD untuk kegiatan penanganan konflik. 

Di samping itu, materi terkait dengan penanganan konflik adalah mengenai penundaan pelaksanaan Pilkada berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah. 

Melalui Perpu ini, terjadi tambahan Pasal, yaitu Pasal 236A bahwa: Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Inter-Koneksi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi

RUU Penanganan Konfik Sosial 

dengan UU  No. 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah

	NO
	

 RUU PK
	 UU No. 32/2004
	Orientasi Pengaturan

	01
	Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
	Otonomi  Daerah
	Desentralisasi Penanganan konflik

	02
	Keadan Konflik
	Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/kota, dan Desa
	Tingkatan konflik berdasarkan eskalisasi, dan delegasi wewenang penanggungjawab dalam keadan konflik

	03
	Sumber dana dan alokasi
	APBD
	Tanggungjawab Daerah berdasarkan desentralisasi

	04
	Mekanisme Pra Konflik
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Perencanaan Pembangunan Daerah yang sensitif konflik, dan pembentukan early warning system

	05
	Mekanisme Pada saat Konflik
	Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
	Evakuasi korban dan penghentian kekersan.

	06
	Pada saat dan setelah konflik
	Pilkada
	Dapat ditunda


3.3.7. KUHP

Kaitan yang erat dan perlunya harmonisasi RUU Penanganan Konflik Sosial dengan KUHPidana adalah karena dalam konflik terjadi tindakan-tindakah kekerasan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, perlu harmonisasi antar RUU Penanganan Konflik Sosial dengan rumusan-rumusan dalam KUHP.

Adapun perbuatan yang dilarang terkait dengan ketentuan pidana yang dapat dimasukkan dalam RUUPK adalah sebagai berikut:

Pertama, perbuatan yang dilakukan dimuka umum yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan penduduk negara Indonesia. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 156. Perbuatan tersebut sangat terkait terutama pada penaganan konflik baik pra konflik maupun saat terjadinya konflik. 

Kedua, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja di muka umum seperti mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Perbuatan ini di dalam KUHP terdapat pada Pasal 156 a. Perbuatan tersebut sangat relevan dengan penanganan konflik terutama pada ketiga tahapan konflik yang berlatar belakang konflik yang disebabkan karena faktor agama.

Ketiga, perbuatan yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk merusak barang atau kekerasan yang menyebabkan luka-luka korban, maka pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara lebih berat. Sedangkan apabila kekerasan tersebut menyebabkan luka berat, maka pelaku dapat dihukum paling lama pidana penjara lebih berat lagi. Namun jika kekerasan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia maka pelaku dapat dipidana penjara jauh lebih berat. Dalam KUHP perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 170. Perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam KUHP sangat relevan terkait dengan RUUPK, mengingat konflik bisasanya akan menyebabkan kerugian baik berupa kerugian fisik maupun terhadap barang yang dapat disebabkan karena adanya kekerasan. Namun, karena Undang-Undang ini lebih menekankan pada resoluasi konflik, maka RUU PK tidak mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan disesuaikan dengan hasil penyelesaian oleh Komisi Penyelesaian Konflik dan Pranata Adat.

3.3.8. Hukum Dan Resolusi Internasional

Hukum dan resolusi internasional juga mengatur mengenai upaya menghentikan konflik dan melindungi masyarakat rentan. Rumusan dalam mukadimah  deklarasi Hak Asasi Manusia PBB jelas menekankan pentingnya hak-hak pribadi setiap manusia sebagaimana dirumuskan berikut ini:  “…human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people…”

Demikian pula dalam Convensi Geneva yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus1949 dan dua protocol tambahan pada tanggal 8 Juni 1977   memberikan pedoman mengenai perlindungan terhadap  korban tindakan kekerasan. Instrumen-insrumen ini menjamin perlindungan terhadap akses bantuan kemanusian.  Dalam Convensi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan  Protokol 1967 walaupun tidak  dikeluarkan untuk pengungsi dalam negeri, namun menggambarkan perhatian masyarakat internasional untukmelindungi korban-korban konflik.

Deklarasi Manila tahun  1988 yang dikeluarkan pada tanggal 6 juni 1988 sebagai kesimpulan suatu konferensi internasional dengan tema “ Newly Restored Democracies” yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 Juni di Manila juga relevan untuk diterapkan dalam hukum di Indonesia yang masih rawan  dengan aksi terorisme dan dampak negatif  transisi demokrasi. Deklarasi ini menekankan pentingnya menolak berbagai bentuk kekerasan dan mendorong advokasi untuk menghargai hak-hak asasi manusia selama proses reformasi dan perubahan social di Indonesia.  The Report of the Panel on United Nations Peace Operations  juga berkaitan dengan penjagaan perdamaian dan pembangunan perdamaian dalam kaitannya dengan operasi perdamaian dibawah PBB, tetapi ketentuan tersebut relevan juga untuk pembangun perdamaian dalam negeri.

Beberapa dokumen lain yang pernah diajukan kepada Dewan Keamanan PBB pada tanggal 17 Juni 1992 adalah yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB,  Boutros Boutros-Ghali, dengan judul  An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping, and the Supplement (3 January 1995). Dokumen ini mengangkat masalah pentingnya diplomasi dalam upaya mencegah konflik, menjaga perdamaian dan membangun perdamaian. Hubungan antara konflik dan pembangunan secara jelas diuraikan dalam  Secretary General’s  Agenda for Development (6 May 1994). Terdapat beberapa pedoman untuk mengakhiri konflik, membangun perdamaian, memperkuat demokrasi. Selanjutnya dalam dokumen tanggal 7 Juni 2001 yang berjudul  Prevention of Armed Conflict. Report of the Secretary General on the work of the Organization, masalah pencegahan konflik mendapat perhatian yang tercermin dalam rumusan yang menyatakan  antara lain: pencegahan konflik merupakan kewajiban utama setiap Negara anggota PBB, dan upaya-upaya PBB dalam melakukan pencegahan konflik haruslah sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. 

Secara umum gambaran mengenai harmonisasi ketentuan dalam
RUU Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA DENGAN RUU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	Materi
	UU No.23/Prp/1959
	UU No. 24/2007
	UU No.2/2002
	UU No. 34/2004
	UU No. 25/2004
	UU No.32/2004
	KUHP
	Orientasi Pengaturan Dalam RUU PK

	Paradigma  dan Pendekatan Penyelesaian Konflik
	Sentralisasi, represif, security(keamanan bahkan militer dan perang) reaktif.


	Umum, Bencana Alam


	Security(keamanan), Reaktif, Parsial
	Security/Militeristik, Sentralisasi, Reaktif
	Perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur dan terpadu, comprehensif, Integratif, kesejahteraan, partisipasi masyarakat dan akuntabel/good governance
	Desentralisasi, kearifan lokal.


	Represif, Reaktif, Post Conflict


	Pengaturan dengan menggunakan paradigma baru  antara lain Desentralisasi, kesejahteraan, , Comprehensive, Spesifik/Lex Spesialis, Individual/pernana masyarakat, penyelesaian  Non Judicial.

	Pra Konflik
	Sistem peringatan dini, intelijen yang represif
	Penanganan sebelum bencana alam dilakukan melalui sistem peringatan dini namun dalam bentuk yang berbeda dengan penanganan konflik
	Tugas Polri pada tahap pra konflik adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan penting yang dapat dilakukan oleh Polri adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
	Dalam upaya pencegahan TNI dapat memberi masukan akan adanya kemungkinan terjadinya konflik. Sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan.
	Perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan sensitif konflik.
	Perencanaan pembangunan daerah yang sensitif konflik,
	Larangan yang menyatakan perasaan permusuhan dan lain-lain terhadap golongan penduduk negara Indonesia (Pasal 156 dan Pasal 156 a)
	Penanganan sebelum konflik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan yang terkait dengan penanganan konflik dan sistem peringatan dini.

	Saat Konflik
	Kondisi keadaan bahaya sipil pada saat terjadi kerusuhan/konflik.


	Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat (saat bencana terjadi) meliputi: a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

b. penentuan status keadaan darurat bencana;

c. penyelematan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

d. pemenuhan kebutuhan dasar;

e. perlindungan terhadap kelompok rentan;

f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
	Melakukan tindakan penghentian kekerasan, penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan yang terdapat di dalam KUHAP. Dalam UU ini salah satu tugas pokok Polri adalah untuk melakukan penegakan hukum.
	Membantu Polri dalam menghentikan konflik. Pelaksanaan tugas dikoordinasikan Polri dibawah komando pimpinan sipil sesuai dengan tingkatan konflik.
	Perencanaan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan.
	Pengendalian Keadaan Konflik, Pernyataan Keadaan Konflik dan pembentukan Komisi Penyelesaian Konflik, mengoptimalkan peran Lembaga Adat.
	Perbuatan yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. (Pasal 170)
	Kegiatan saat konflik antara lain meliputi: pengkajian tentang jenis konflik, penentuan status keadaan konflik, pengghentian kekerasan, penyelamatan dan evakuasi  masyarakat korban konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok minoritas, pembentukan komisi penyelesaian konflik

	Setelah Konflik
	Penguasa darurat sipil mempunyai kewenangan untuk memulihkan situasi setelah konflik.
	Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi melalui kegiatan:

a. perbaikan lingkungan daerah bencana

b. perbaikan prasarana dan sarana umum;

c. pemberian bantuan perbaikan perumahan rumah masyarakat;

d. pemulihan sosial psikologis;

e. pelayanan kesehatan;

f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;

g. pemulihan sosial ekonomi budaya;

h. pemulihan keamanan dan ketertiban;

i. pemulihan fungsi pemerintahan;

j. dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Sedangkan rekonstruksi meliputi:

a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

d. penerapan rancang bangun yang tepat dan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.

f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

h. Peningkatan pelayanan utama dalam asyarakat
	Polri dalam menangani konflik membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum. Disamping itu setelah terjadinya konflik, Polri dapat melakukan pengawasan terhadap aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
	Pengerahan kekuatan atau logistik TNI untuk keperluan pemulihan melalui rekonstruksi dan rehabilitasi.
	Penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan yang sensitif konflik,perencanaan peace building, peace keeping penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana yang diselenggarakan secara berkelanjutan dalam rangka recovery dan rehabilitasi setelah terjadinya konflik. Rencana pembangunan ini harus terintegrasi dengan baik antara kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
	Pemerintah Daerah melakukan recovery dan rehabilitasi, termasuk juga di dalamnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
	
	Kegiatan penanganan meliputi: pemulihan korban, pengembangan bentuk resolusi konflik, pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik, penegakan hukum dan penghormatan HAM, pemulihan asset/akses pendidikan, serta pemulihan kediatan sosial dan ekonomi masyarakat korban konflik. 

	Peran Pemerintah
	Pemerintah dalam kondisi darurat sipil mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam.
	Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai tanggung jawab antara lain: mengurangi resiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi, pemulihan kondisi dampak bencana, pengalokasian anggaran yang memadai, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
	Polri dapat mendukung peran pemerintah dalam penangan konflik dengan lembaga, serta instansi pemerintah lainnya terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Serta dapat mendukung pemerintah dalam membina masyarakat.
	TNI dapat membantu tugas pemerintahan termasuk juga di daerah dan juga membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.


	Pemerintah mempunyai peran dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang  sensitif terhadap konflik.


	Peran pemerintah Daerah dalam penanganan konflik ini mendukung program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah daerah terutama dalam penanganan konflik.


	
	Peran pemerintah antara lain: mendorong dan penggalang partisipasi masyarakat, menghentikan konflik dan menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan system siaga dini, dan sebagainya.

	Komisi Penyelesaian Konflik
	Dalam kondisi darurat (sipil, militer, perang) pejabat negara mempunyai kewenangan yang luar biasa. Dalam UU ini tidak dikenal dengan Komisi Penyelesaian Konflik.
	Dalam penanggulangan bencana dibentuk Badan Penanggulangan Bencana yang bersifat permanen dan dapat bertugas/melaksanakan recovery fisik akibat konflik.
	Salah satu tugas pokok Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan tugas pokoknya tersebut beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah: melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam UU ini tidak dikenal dengan isitilah Komisi Penyelesaian Konflik.
	Salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang adalah untuk membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kondisi saat terjadinya konflik TNI mempunyai peran membantu Polri dalam menghentikan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Disamping itu TNI dapat membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, termasuk juga akibat adanya konflik sosial.
	Dalam UU ini tidak diatur secara eksplisit tentang Komisi Penyelesaian Konflik, namun demikian dalam UU ini telah mencoba untuk menyusun rencana pembangunan agar dapat sensitif terhadap konflik.
	Dalam UU ini  tidak mengatur secara eksplisit tentang Komisi Penyelesaian Konflik.
	
	Komisi Penyelesaian Konflik dibentuk untuk melaksanakan penyelesaian konflik di luar pengadilan dalam rangka penyelesaian konflik secara menyeluruh dan tuntas. Penyelesaian yang mengakomodasi kearifan lokal. Komisi Penyelesaian Konflik ini bersifat Ad Hoc. Komisi ini dibentuk berdasarkan eskalasi konflik yang meliputi skala nasional, provinsi, kabupaten maupun konflik skala desa.

	Peran Serta Masyarakat
	Peran serta masyarakat dalam UU ini tidak tampak mengingat situasi yang terjadi adalah dalam kondisi darurat sipil, militer, dan perang.
	Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Disamping masyarakat, lembaga usaha juga mempunyai kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama-sama.
	Polri dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat melakukan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
	Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat TNI dapat membantu masyarakat dalam membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.


	UU ini telah memberikan peluang dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan secara bottom-up, partisipatif stakeholders pembangunan, sehingga peran serta masyarakat mempunyai ruang yang sangat terbuka untuk berperan akitif.


	Pemerintah daerah mendukung dalam upaya pengembangan peran serta masyarakat dalam penanganan konflik.


	
	Masyarakat dalam penanganan konflik dapat berperan sebagai pelaku pembangunan perdamaian, melaksanakan kebutuhan dasar, melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi, menjadi anggota Komisi Penyelesaian Konflik dan Tim Pencari Fakta, serta melalui Lembaga Adat Penyelesaian Konflik.

	Lembaga Internasional
	Dalam ketentuan UU ini tidak diatur tentang peran Lembaga Internasional.
	Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya. Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dilakuakn dengan bekerjasama dengan mitra Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
	Polri berkaitan dengan Lembaga Internasional ini mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan mayarakat. Dalam hal ini senantiasa tetap berkoordinasi dengan Pemerintah maupun Pemerintah daerah terutama dalam penanganan konflik.
	Berkaitan dengan Lembaga Internasional, TNI dapat juga bekerjasasama dengan Lembaga Internasional terutama dalam mendukung proses recovery dan evakuasi pada saat terjadinya konflik.
	Dalam UU ini tidak mengatur secara eksplisit tentang peranan Lembaga Internasional.
	Dalam UU ini tidak mengatur secara eksplisit tentang peranan Lembaga Internasional dalam penanganan konflik.
	
	Lembaga internasional dapat berperan: menyediakan kebutuhan dasar minimal, rekonstruksi dan rehabilitasi, serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, baik pemerintah, maupun sektor swasta dan individu.

	Kearifan Lokal Dalam Penanganan Konflik
	Dalam UU ini penyelesaian konflik melalui pengembangan kearifan lokal tidak diatur. Karena situasinya adalah dalam kondisi darurat sipil.
	Dalam UU ini penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 aspek:

a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

b. kelestarian lingkungan;

c. kemanfaatan dan efektifitas; dan

d. lingkup luas wilayah

Berdasarkan hal tersebut maka dalam UU ini tidak diatur secara eksplisit tentang penyelesaian konflik berbasis lokal, seperti penyelesaian melalui lembaga lokal/lembaga adat
	Polri dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pola penyelesaian yang melibatkan lembaga adat/lembaga lokal.
	TNI dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya pengembangan penyelesaian konflik yang berbasis pada  kearifan lokal.
	Salah satu tujuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ini adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sehingga dalam proses penyelesaian konflik sangat mendukung pengembangan penyelasaian yang mengembangkan kearifan lokal.
	Pemerintah daerah mendorong penyelesaian konflik dengan memperhatikan kearifan lokal, melalui Perda.
	
	Melibatkan institusi lokal/lembaga adat dalam proses penyelesaian konflik antar suku/antar desa.

	Sumber dan Alokasi Penanganan Konflik
	Dalam penanggulangan konflik alokasi dana menjadi tanggung jawab pemimpin darurat sipil baik pusat maupun di daerah.


	Dalam penanggulangan bencana, sumber pendanaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Disamping itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Sedangkan penggunaan anggaran penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah, Badan enanggulangan Bencana baik nasional maupun daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
	Alokasi pendanaan dalam penanganan konflik, terutama yang terkait dengan kewenangan yang dapat dilakukan oleh Polri dibebankan kepada APBN maupun APBD. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peranan Polri dalam penanganan konflik  baik nasional maupun di daerah.
	Dalam penanganan konflik sumber alokasi pendanaan berasal dari APBN maupun APBD. Namun demikian karena sifatnya membantu maka tentuanya alokasi pendanaan ini senantiasa berada pada pihak yang mengkoordinasikan penanganan konflik.
	Sumber pendanaan dalam penanganan konflik ini dapat melalui mekanisme APBN dan APBD, serta dimungkinkan pendanaan melalui mekanisme lain yang tidak mengikat.


	Sumber alokasi dana dalam penanganan konflik diambil dari APBD.


	
	Sumber pendanaan untuk penanganan konflik dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber lainnya. Pengalokasian dana tersebut dikelompokkan dalam tahap pra konflik, saat konflik dan setelah konflik.

	Peran Polri dan TNI
	Peran Polri dan TNI adalah untuk mendukung kebijakan penguasa darurat sipil.


	Peran Polri dan TNI menurut UU ini dapat membantu pada saat terjadi tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Peran Polri dan TNI ini adalah dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
	Polri mempunyai peran sesuai dengan kewenangannya terutama pada saat terjadinya konflik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka Polri juga mempunyai kewenangan untuk melindungi harta benda dan warga masyarakat. Disamping itu juga dapat melakukan evakuasi korban dengan mendapat bantuan dari TNI.
	Melaksanakan operasi militer selain perang antara lain berupa bantuan kemanusiaan, bantuan kepada Kepolisian RI, dan dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada pemerintah sipil (Pasal 10 ayat (3)).


	Dalam UU ini tidak mengatur secara eksplisit tentang peran POLRI dan TNI. POLRI sebagai salah satu lembaga pemerintah/Satuan Kerja Pemerintah Non Departemen.


	Dalam UU ini tidak mengatur tentang peran Polri dan TNI. Namun pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan kedua institusi tersebut dalam penanganan konflik terutama pada saat terjadinya konflik dan pasca konflik. TNI merupakan salah satu unit kerja atau Satuan Kerja Pemerintah yang harus menyusn perencananaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
	
	Pemerintah melalui Polri bertugas untuk menghentikan kekerasan saat terjadi konflik. Dalam keadaan tertentu Polri dalam menghentikan kekerasan dapat meminta bantuan TNI dalam bentuk penggunaan unit-unit, alat ketrampilan dan personil.

	Peran Pemerintah Daerah
	Peran pemerintah daerah dalam UU ini sangat terkait dengan kewenangan Penguasa Darurat Sipil di daerah.


	Peran Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana antara lain:

a. pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;

b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum;

d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;

e. pengalokasian anggaran baik melalui APBN maupun APBD;

f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
	Polri dapat  bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghentikan konflik yang terjadi dan mendukung pemerintah daerah dalam melindungi harta benda dan warga masyarakat akibat konflik.
	TNI dapat membantu tugas pemerintahan di daerah dalam penanganan masalah konflik, yaitu membantu Polri dalam menghentikan konflik.


	Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi sistem pembangunan di daerah dalam UU ini harus memperhatikan kecenderungan konflik/sensitif terhadap konflik. Sehingga pencegahan secara dini melalui penyusunan pembangunan di daerah sangat penting dan signifikan.


	Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik berperan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
	
	Pemerintah daerah berperan: mengembangkan sistem peringatan  dini, meningkatkan kapasitas kelembagaan, menjamin tersedianya kebutuhan dasar minimal, melakukan upaya pencegahan konflik, mengalokasikan dana untuk penyelesaian konflik, melaksanakan pendidikan perdamaian, melaksanakan kerjasama dengan daerah lainnya dalam upaya perdamaian.

	Sanksi Perdata
	Dalam UU ini tidak mengatur sanksi perdata
	Dalam UU tidak mengatur ketentuan tentang sanksi perdata secara eksplisit. Namun secara implisit didalam UU ini dapat diberikan sanksi sesaui dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
	Dalam UU ini tidak mengatur tentang Sanksi Perdata
	Dalam UU ini tidak mengatur tentang sanksi perdata.
	UU Ini tidak mengatur tentang sanksi perdata.
	Dalam UU ini tidak mengatur tentang sanksi perdata.
	
	Pihak yang mengalami kerugian karena tindakan pihak lain baik individu maupun badan hukum yang terjadi selama konflik dapat memperoleh ganti kerugisn. Penghitungan ganti kerugian tersebut ditentukan oleh Komisi Penyelesaian Konflik.

	Sanksi Administrasi
	UU ini tidak mengatur tentang sanksi administrasi.
	UU ini tidak mengatur tentang pemberian sanksi administratif.
	 UU ini tidak mengatur tentang sanksi administratif.
	UU ini tidak mengatur tentang sanksi administratif.
	UU ini tidak mengatur tentang sanksi administratif.
	UU ini tidak mengatur tentang sanksi administratif.
	
	UU ini mengatur sanksi administratif, antara lain pencabutan izin usaha bagi yang terlibat dalam konflik atau sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil atau pejabayt negara yang melakukan tindakan yang memicu terjadinya konflik.

	Perbuatan Yang Dilarang
	UU ini tidak mengatur secara eksplisit tentang ketentuan perbuatan yang dilarang. Dalam situasi darurat sipil, penguasa darurat sipil maupun penguasa darurat sipil di daerah dapat mempertahankan peraturan perundang-undangan, mengadakan ataupun membatasi.


	 UU ini tidak mengatur secara tegas tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang. 
	UU ini tidak mengatur tentang perbuatan yang dilarang. 
	UU ini tidak mengatur tentang perbuatan yang dilarang secara eksplisit yang dapat diberikan sanksi pidana.
	UU ini tidak mengatur tentang perbuatan yang dilarang.
	UU ini tidak mengatur tentang perbuatan yang dilarang.


	Perbuatan yang dilakukan dimuka umum yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan penduduk negara Indonesia. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 156. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja di muka umum seperti mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Perbuatan tersebut diatur di dalam KUHP pada Pasal 156 a. Perbuatan yang dilakuakn dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. (Pasal 170). Perbuatan seperti dengan sengaja membakar, menjadikan letusan.
	Terdapat ketentuan yang berkaitan dengan perubatan yang dilarang.

	Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan
	Penguasa darurat sipil mempunyai kewenangan untuk menyuruh atas nama pejabat polisi atau pejabat lainnya untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Sedangkan mengenai penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan tidak diatur dalam UU ini.
	
	Pada saat terjadinya konflik, Polri sebagai penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila terjadi pelanggaran pidana. (Pasal 13)
	Dalam UU ini tidak mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Karena pada prinsipnya TNI memang tidak memupunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan.


	Dalam UU ini tidak mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.


	Dalam UU ini tidak mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
	Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam KUHP, Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan dan Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksanaan di Pengadilan.
	

	Ketentuan Pidana
	UU ini mengatur tentang ketentuan pidana, namun rumusan deliknya sangat sumir seperti apabila melanggar peraturan dari Penguasa Darurat Sipil dapat diberi sanksi pidana.
	UU ini mengatur tentang beberapa ketentuan pidana yang antara lain: a.adanya kelalaian dalam kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana tanpa dilengkapi analisis risiko bencana dapat diberikan sanksi pidana.

b. Setiap orang yang menghambat kemudahan akses pada saat terjadinya bencana, seperti pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, dll.

c. Setiap orang yang menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana.Beberapa perbuatan tersebut diberikan dapat diberikan sanksi pidana.
	UU ini tidak mengatur secara eksplisit tentang ketentuan pidana.
	UU ini hanya mengatur tentang ketentuan prajurit yang melanggar ketentuan tindak pidana militer diadili di peradilan militer sedangkan yang melanggar terhadap ketentuan tindak pidana umum diadili di peradilan umum.
	Dalam UU ini tidak mengatur tentang ketentuan pidana.
	Dalam UU ini mengatur tentang ketentuan pidana, namun mengatur tentang ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
	Perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 156, 170, 187, 335, 351 KUHP dapat diberikan sanksi pidana penjara dan atau pidana denda
	Dalam ketentuan pidana ini, setiap orang yang melanggaran perbuatan yang dilarang dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau pidana denda.


Kajian dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menggambarkan hal-hal sebagai berikut: 
Pertama, beberapa undang-undang yang terkait dengan penanganan konflik mengedepankan ego sektoral, sehingga dalam implementasinya masing-masing departemen, dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Sehingga tidak menggambarkan suatu manajemen konflik yang terkoordinasi dan integratif dalam satu sistem penanganan konflik yang kuat. 

Kedua, undang-undang yang ada di samping bersifat sektoral, belum menetapkan  secara jelas dan komprehensif mengenai tindakan-tindakan serta tahap-tahap dalam penanganan konflik, baik dalam rangka upaya pencegahan (preventif), maupun penanganan pada saat, dan sesudah konflik (recovery). Karakter yang muncul dalam setiap peraturan tersebut adalah tindakan yang bersifat reaktif, sehingga belum merupakan suatu kebijakan yang tersistematis dan terukur.

Ketiga, sebagian besar peraturan yang ada bersifat operasional, tanpa satu payung hukum yang kuat. Langkah-langkah yang diambil hanya didasarkan pada kebijakan lembaga eksekutif (pemerintah), baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun, dalam  pelaksanaannya ada keraguan masing-masing institusi karena setiap institusi mengacu kepada undang-undang yang berbeda. Kondisi ini menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, tidak konsisten/harmonis/sinkron, baik secara vertikal  maupun horisontal.

Keempat, dari perspektif kelembagaan (struktur) DPR dan DPRD belum memberikan kontribusi yang kuat dalam penanganan konflik melalui bentuk regulasi yang menjadi kewenangannya, maupun melalui kebijakan anggaran melalui sistem APBN dan ABPD. Sebagian peraturan dikeluarkan dalam keputusan Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota. Sementara pada tahap proses penegakan hukum; kapasitas anggota POLRI, Intelijen Negara dan Jaksa dalam melacak, menemukan para pelaku atau aktor intelektual tindakan terorisme atau kerusuhan belum menggembirakan. 

Kelima, walaupun Peraturan Menteri tidak disebutkan secara tegas dalam hirarki peraturan perundang-undangan, terutama dalam Pasal 7 ayat (1), namun dalam prakteknya terdapat banyak peraturan Menteri yang terkait dengan penanganan konflik. Pendekatan penanganan konflik yang bersifat sektoral, menyebabkan peraturan menteri sangat populer atau banyak ditemukan. Walaupun, sering menimbulkan masalah karena peraturan menteri yang satu dengan menteri yang lainnya tidak sejalan, bahkan bertentangan.

Keenam, ketika dalam tahap saat terjadi konflik khususnya pada kegiatan penghentian konflik kekerasan, undang-undang yang ada saat ini masih belum jelas mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan kewenangan dua institusi pertahanan dan keamanan negara yaitu TNI dan POLRI. Sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan pengaturan pengerahan tugas perbantuan TNI kepada POLRI dalam penghentian konflik kekerasan yang antara lain mengatur mengenai (1) Institusi negara yang berhak menyatakan (declare) bahwa diperlukan peran TNI dalam membantu tugas POLRI dalam ranah keamanan negara (2)  skala besaran konflik, baik itu darurat sipil yang hanya dilakukan oleh POLRI dan institusi terkait lainnya ataupun darurat militer yang dibantu oleh TNI; dan (3) anggaran operasi yang jelas baik pada level pusat maupun daerah.
****************************************
BAB  IV

ARGUMENTASI FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-undang dan Peraturan Daerah harus didasarkan pada tiga argumentasi penting, yaitu argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara metodologis penyusunan Naskah Akademik, rumusan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan abstraksi dari hasil kajian teoritis, konstataring fakta empiris, dan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sampai pada urgensi pembentukan suatu Undang-Undang. Oleh karena itu, rumusan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU Penanganan Konflik Sosial ini merupakan abstraksi dari uraian-uraian dalam bab sebelumnya, terutama mengenai kajian teoritis dan konstataring kebijakan penanganan konflik, hasil analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang penanganan konflik, sampai pada pemikiran urgensi pembentukan Undang-Undang Penanganan Konflik. 


 Argumentasi filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar   materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat  dengan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh).  Argumentasi sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah  dan kebutuhan  masyarakat yang terkait dengan materi muatan RUU.  Sedangkan argumentasi yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturannya sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah,  peraturannya sudah ada, tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.  

      Dengan demikian,  sebenarnya pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (das sollen) yang bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (das sein) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan konstataring fakta  sedangkan pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada  analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. 
Argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam ketentuan menimbang  dari suatu Undang-Undang. Itu berarti, rumusan dan sistematika ketentuan menimbang secara berurutan memuat substansi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan Undang-Undang tersebut.

4.1. Argumentasi Filosofis Pembentukan  Undang-Undang Penanganan Konflik


Pembentukan Undang- Undang Penanganan Konflik didasarkan pada beberapa argumentasi filosofis, yaitu:


1. Memberikan jaminan tetap eksisnya  cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi di antarkelompok dan golongan.
2. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik  Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama dan budaya dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.  Tanggungjawab negara  memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, damai dan sejahtera lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Bebas  dari rasa takut, jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil dan sejahtera.

4.2.       Argumentasi Sosiologis Pembentukan Undang-Undang Penanganan Konflik


Argumentasi Sosiologis dari Pembentukan Undang-Undang Penanganan Konflik adalah :

1. Negara Republik Indonesia dengan keanekaragam suku bangsa, agama dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, kemiskinan berpotensi untuk melahirkan konflik-konflik di tengah masyarakat.
2.  Indonesia yang  sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan  membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme  di dalam negeri pada satu sisi, dan pada sisi lain hidup  dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh-pengaruh asing,  sangat rawan dan berpotensi menimbulkan konflik.
3. Kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas dapat menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan, maupun karena kelemahanan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. 
4. Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman dan menciptakan rasa takut masyarakat, serta kerusakan lingkungan, kerusakan pranata sosial, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian, perasaan permusuhan), melebarnya jarak segresi antar para pihak yang berkonflik, sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. 

5. Penanganan konflik dapat dilakukan  secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran dengan mendasarkan pada pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai. 
6. Dalam mengatasi dan menangani berbagai konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum menemukan suatu format kebijakan penanganan konflik yang  menyeluruh (comprehensive), integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran dengan mendasarkan pada pendekatan dialogis dan cara damai.

4.3. Argumentasi Yuridis Pembentukan Undang-Undang Penanganan Konflik


Argumentasi  yuridis  pembentukan Undang-Undang Penanganan Konflik adalah menggambarkan faktor-faktor kelemahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kurang efektifnya kebijakan penanganan konflik di Indonesia selama ini. Beberapa faktor kelemahan peraturan perundang-undangan penanganan konflik tersebut, adalah:

1. Beberapa undang-undang yang terkait dengan penanganan konflik mengedepankan ego sektoral, sehingga dalam implementasinya masing-masing departemen, dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Sistem yang demikian,  tidak menggambarkan  manajemen konflik yang terkoordinasi dan integratif dalam satu sistem penanganan konflik yang kuat. Pendekatan penanganan konflik yang bersifat sektoral, menyebabkan peraturan menteri sangat populer atau banyak ditemukan. Walaupun sering menimbulkan masalah karena peraturan menteri yang satu dengan menteri yang lainnya tidak sejalan, bahkan bertentangan.
2. Undang-undang yang ada bersifat sektoral, belum menetapkan  secara jelas dan komprehensif mengenai tindakan-tindakan serta tahap-tahap dalam penanganan konflik, baik dalam rangka upaya pencegahan (preventif), maupun penanganan pada saat, dan sesudah konflik (recovery). Karakter yang muncul dalam setiap peraturan tersebut adalah bersifat reaktif, sehingga belum merupakan suatu kebijakan yang tersistematis dan terukur.
3. Sebagian besar peraturan yang ada bersifat operasional, reaktif,  tanpa satu payung hukum yang kuat. Langkah-langkah yang diambil hanya didasarkan pada kebijakan lembaga eksekutif (pemerintah), baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun, dalam  pelaksanaannya ada keraguan masing-masing institusi karena setiap institusi mengacu kepada undang-undang yang berbeda. Kondisi ini menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, tidak konsisten/harmonis/sinkron, baik secara vertikal  maupun horisontal. Demikian juga lembaga-lembaga lain dalam penangan konflik, seperti  DPR dan DPRD belum mendaptkan peran  yang  signifikan  dalam penanganan konflik melalui bentuk regulasi yang menjadi kewenangannya, maupun melalui kebijakan anggaran melalui sistem APBN dan ABPD. Sebagian peraturan dikeluarkan dalam keputusan Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota. Sementara pada tahap proses penegakan hukum; kapasitas anggota POLRI, Intelijen Negara dan Jaksa dalam melacak, menemukan para pelaku atau aktor intelektual tindakan terorisme atau kerusuhan belum menggembirakan. 
4. Dalam tahap saat terjadi konflik khususnya pada kegiatan penghentian konflik kekerasan, undang-undang yang ada saat ini masih belum jelas mengatur tentang tugas, tanggungjawab dan kewenangan dua institusi pertahanan dan keamanan negara yaitu TNI dan POLRI. Sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan pengaturan pengerahan tugas perbantuan TNI kepada POLRI dalam penghentian konflik kekerasan.
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur penanganan tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana akibat kegagalan teknologi, dan bencana sosial atau konflik, tidak mengatur secara tuntas dan tidak memperhatikan karakteristik khusus penanganan konflik.

****************************************
BAB V

ARAH  PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP 

MATERI RUU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

5.1. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Arah pengaturan penanganan konflik sosial dalam satu Undang-Undang adalah terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan penanganan konflik yang menjadi lex spesialis dari penanggulangan bencana melalui perumusan yang lebih sesuai dengan karakteristik konflik, serta menyatukan dan melakukan  sinkronisasi dan harmonisasi berbagai ketentuan penanganan konflik dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya Undang-Undang yang khusus ini, maka terbentuklah  suatu peraturan perundang-undangan yang kuat dan komprehensif bagi penanganan konflik di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang kuat adalah dalam bentuk Undang-Undang yang menjaga harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang lain serta  mengatur secara tegas dan detail mengenai strategi dan pendekatan  penanganan konflik, tugas dan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, peran serta masyarakat nasional dan internasional, optimalisasi dan penghargaan terhadap  nilai-nilai lokal,  penyediaan dana yang memadai, reward dan punishment, peran dan tanggungjawab TNI dan POLRI.   

5.2. RUANG LINGKUP MATERI

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan dari Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial ini, maka ruang lingkup materi yang diatur dalam   disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I 
: 
Ketentuan Umum.

Bab II
: 
Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup.

Bab III
: 
Pencegahan Konflik.

Bab IV
: 
Penghentian Konflik.

Bab V
: 
Pemulihan Pasca Konflik.

Bab VI
: 
Kelembagaan Penyelesaian Konflik. 

BAB VII
: 
Peran Serta Masyarakat.

Bab VIII
: 
Pembiayaan Penanganan Konflik.

BAB IX
: 
Ketentuan Penutup.

5.2.1. Ketentuan Umum
Sebagaimana lazimnya dalam setiap undang-undang, maka ketentuan umum RUU PK ini memuat batasan-batasan atau pengertian dari  istilah-istilah  yang digunakan dalam RUU ini. Untuk itu, ada beberapa istilah penting yang diuraikan pengertiannya, yaitu:

1. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah adalah benturan dengan kekerasan fisik antara dua atau lebih kelompok masyarakat atau golongan yang mengakibatkan cedera dan/atau jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, berdampak luas, dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menghambat pembangunan nasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan  yang dilakukan secara sistematis dan terencana  dalam situasi dan peristiwa sebelum, pada saat maupun sesudah  terjadi  konflik yang  mencakup  kegiatan  pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.  

3. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

4. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, menghambat perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

5. Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

6. Pengungsi adalah orang atau kelompok-kelompok orang yang telah terpaksa atau dipaksa oleh pihak-pihak tertentu melarikan diri atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka sebelumnya sebagai akibat dari adanya ancaman dan intimidasi terhadap keselamatan jiwa, keamanan bekerja dan kegiatan kehidupan lainnya dan harta benda sebagai akibat dan dampak konflik, sehingga berpindah ke tempat lain, baik secara in-situ maupun eks-situ.

7. Keadaan konflik  adalah suatu keadaan yang  terjadi dalam lingkungan masyarakat atau wilayah tertentu di mana keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, aktivitas pelayanan pemerintahan terancam dan/atau terganggu yang cara penanganan dan penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara biasa oleh pihak-pihak berwenang dalam tugas fungsinya sebagaimana dalam keadaan normal.

8. Status Keadaan Konflik adalah suatu status keadaan konflik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu.

9. Komisi Penyelesaian Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat KPKS, adalah lembaga khusus yang independen dan bersifat ad hoc, yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan melalui mediasi dan rekonsiliasi. 

10. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

15. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

16. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai-nilai adat yang dihormati, diakui dan ditaati oleh masyarakat.

5.2.2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Penanganan Konflik Sosial

Asas-asas yang tertuang dalam RUU PK menjadi spirit atau “roh” dari berbagaia ketentuan dalam kegiatan penanganan konflik ini. Oleh karena itu, asas-asas ini kemudian terejahwantakan dalam rumusan pasal-pasal yang menjadi acuan dari pelaksanaan penanganan konflik di Indonesia. Adapun asas-asas penting yang menjadi landasan dari penanganan konflik sosial di Indonesia adalah:
1) Kemanusian;
Setiap penanganan konflik  mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
2) Kebangsaan;
Setiap penanganan konflik  mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
3) Kekeluargaan;
Setiap kegiatan penanganan konflik mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
4) Bhinneka Tunggal Ika;
Setiap kegiatan penanganan konflik memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5) Keadilan;
Setiap kegiatan penanganan konflik  mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
6) Ketertiban dan kepastian hukum;
Bahwa setiap kegiatan penanganan konflik  harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
7) Keberlanjutan

penanganan konflik sosial harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai
8) Kearifan lokal.
Berbagai pihak baik dalam tahapan penghentian kekerasan, rehabilitasi, rekonstruksi maupun pencegahan termasuk dalam pilihan-pilihan penyelesaian konflik, kekakuan pendekatan mekanisme formal harus dihindarkan dan senantiasa memperhatikan karakteristik dan kearifan lokal termasuk dalam penyelesaian konflik, mekanisme lokal harus dijadikan bagian dari upaya penanganan masalah konflik secara komprehensif.
9) Tanggungjawab negara
bahwa penanganan konflik sosial merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara baik pemerintah maupun masyarakat.

10) Partisipatif.
Dalam menciptakan kebijakan penanganan konflik harus membuka ruang partsipasi yang seluas-luasnya kepada rakyat dalam keseluruhan proses pembuatan kebijakan penanganan konflik. 
11) Imparsialitas

Berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak yang berkepentingan.
            Selanjutnya, dalam Bab II dirumuskan pula tujuan dari pembentukan RUU Penanganan Konflik Sosial, yaitu:
1) Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera;
2) Menciptakan kepastian hukum bagi upaya pembangunan perdamaian;
3) Membentuk suatu sistem  penyelesaian konflik yang komprehensif, integratif, 

      dan efektif;
Dalam Bab II dirumuskan pula ruang lingkup penanganan konflik, yaitu: 

1) pencegahan konflik,sebelum terjadi konflik.
2) penghentian konflik; dan
3) pemulihan pasca konflik
5.2.3. Pencegahan Konflik

Bab III mengenai pencegahan konflik pada dasarnya pengembangan dari ruang lingkup penanganan konflik yang diatur dalam bab sebelumnya. Bab tentang pencegahan konflik mengatur mengenai ruang lingkup kegiatan serta tanggungjawab dari pemerintah dan pemerintah dalam upaya pencegahan konflik. Pada dasarnya ada kegiatan besar dalam pencegahan konflik sosial, yaitu peningkatakan kapasitas kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat dan kedua adalah penguatan sistem peringatan dini.

Kedua kegiatan pencegahan konflik dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, yaitu antara lain peningkatan kapasitas kelembagaan melalui civic education yang berorientasi early warning system dan Bersifat antisipatif, proaktif dan preventif untuk menopang praktik good governance. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Kapasitas kelembagaan tersebut meliputi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia dan kinerja sistem deteksi dini terhadap konflik. Hal ini dimaksudkan sebagai orientasi pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang memanfaatkan potensi modal sosial di tingkat lokal untuk mendeteksi dan berpotensi menyelesaikan konflik.

Penanganan pada fase ini biasanya menggunakan asumsi adanya kondisi di masyarakat yang berpotensi memicu terjadinya konflik dan cenderung mengarah pada kekerasan sosial, kemudian masing-masing sektor mencoba menerjemahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi sektornya. Oleh karena itu, beberapa substansi yang akan diatur dalam bagian ini adalah: 

1) Mendeteksi dan menganalisis gejala-gejala awal secara dini yang mengarah  kepada gangguan dan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

2) Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi implementasi kebijakan publik.

3) Meningkatkan kemampuan dalam kontijensi terhadap berbagai konflik etnis dan sosial yang mengancam integrasi bangsa.

4)  Kegiatan pemantauan ke daerah-daerah yang potensial menimbulkan kerawanan konflik.  

5) Kegiatan  analisa gejolak sosial yang berimplikasi timbulnya kerawanan stabilitas ketentraman masyarakat.

6) Mengadakan pengkajian terhadap masalah Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan terhadap ketentraman masyarakat dan menyusun saran tindak penanggulangannya.

7) Menyusun evaluasi pelaksanaan kebijakan ketentraman masyarakat baik di pusat dan daerah.

8) Menyusun dan melaporkan mengenai pelaksanaan kebijakan baik secara berkala dan insidentil. 

5.2.4. Penghentian Kekerasan Pada  Saat Terjadi Konflik 

Upaya penghentian kekerasan dalam penanganan konflik dilakukan apabilan penyelesaian masalah dalam masyarakat suda menggunakan cara-cara kekerasan. Konflik sosial  telah menyebar pada kehidupan masyarakat dan mengancam kehidupan sesama anggota masyarakat. Untuk itu, maka materi muatan RUU yang akan diatur dalam bagian adalah terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu:

1) Bagian umum, menegaskan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik, rumusan2 umum tentang kegiatan penghentian konflik.

2) Bagian kedua, penghentian kekerasan. Penghentian kekerasan merupakan tugas dan tanggungjawab POLRI.

3) Pernyataan Status Keadaan Konflik. Apabila konflik tidak dapat dihentikan dan mengikbatkan tidak berjalannya fungsi pemerintahan dan  tidak dapat dikendalikan melalui operasi penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Pernyataan keadaan konflik, dapat disamakan dengan pernyataan keadaan sipil dalam UU No. 23 Tahun 1953. Namun, perbedaan pokoknya adalah pernyataan keadaan konflik tidak akan dikembangkan atau ditingkatkan ke keadaan bahaya militer dan perang. Penggunaan keadaan konflik, dimaksudkan untuk tidak tumpang tindih dengan keadaan bahaya yang diatur dalamUUD 1945 yang merupakan kewenangan Presiden, karena keadaan konflik tidak saja dinyatakan oleh Presiden, tetapi juga oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan skala konflik.

4) Pengerahan Sumber Daya Untuk menghentikan kekerasan.

Permintaan sumber daya TNI untuk menghentikan kekersan, hanya dapat dilikan ketika keadaan status konflik sudah dinyatakan dan permintaan itu dilakukan oleh penguasa sipil setempat, bukan oleh pihak POLRI. Bantuan TNI digunakan dibawah komando POLRI, dan apabila status keadaan konflik telah dicabut, maka bantuan TNI ditarik kembali.

5) Tindakan Darurat Penyelamatan Korban

Tindakan daruarat penyelamatan korban merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam penghentian kekerasan. Ada beberapa kegiatan penting yang tercakup dalam kegiatan tindakaan darurat penyelematan korban ini, antara lain penyelamatan dan evaluasi masyarakat yang terkena konflik.

5.2.5. Pemulihan Pasca Konflik

     Bab tentang pemulihan pasca konflik terdiri dari 3 (tiga) bagian penting, yaitu:

1) Umum, penegasan mengenai tugas dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan pasca konflik.

2) Upaya Rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi antara lain mengenai pemulihan sosia, ekonomi, budaya, dan keamanan serta ketertiban, penguatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdamaian dan rekonsiliasi, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak keperdataan, dan pemulihan pelayanan pemerintahan.

3) Upaya rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi meliputi antara lain pemulihan dan peningkatan fungsi pelayananpublik, perbaikan sarana dan prasarana  umum daerah konflik.

5.2.6. Lembaga Penyelesaian Konflik

   Ada  3 (tiga) bagian dalam bab tentang lembaga penyelesaian konflik sosial  ini.

1) Bagian umum, penegasan mengenai kemungkinan penyelesaian konflik melalui komisi dan pranata adat, serta penekanan pada mengutamakan penyelesaiann adat. Komisi berfungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik di luar pengadilan. Putusan komisi yang berisifat mengikat dan final.

2) Lembaga Adat Penyelesaian Konflik, mengatur mengenai pengakuan pranata ada sebagai bentuk penyelesaian konflik, bahkan dalam undang-undang ini mengutamakan penyelesaian adat. 

3) Komisi Penyelesaian Konflik, Salah satu tujuan dari pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik adalah menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Secara kelembagaan, penyelesaian di luar pengadilan dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen, bersifat ad hoc, dalam arti dibentuk hanya untuk menyelesaikan satu konflik saja. Hal ini dimaksudkan agar, undang-undang ini tidak membawa misi untuk membentuk satu lembaga yang bersifat permanen. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukannya, keanggotaan (termasuk komposisi), mekanisme dan cara kerja, serta anggaran kegiatan komisi. Tugas utama dari Komisi ini adalah melakukan penyelesaian konflik, melalui mediasi dan rekonsiliasi.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komisi Penyelesaian Konflik dapat membentuk Tim Pencari Fakta.  Tim ini dibentuk untuk mengungkap beberapa fakta penyebab dan tindakan-tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum  pada saat terjadinya konflik, diperlukan suatu forum yaitu Tim Pencari Fakta. Keberadaan forum ini bersifat ad hoc dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan Komisi Penyelesaian Konflik untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme damai, mediasi, dan rekonsiliasi.

Mediasi adalah perluasan dari proses negosiasi. Pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mampu menyelesaikan sengketanya akan menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan.  Dalam konteks penanganan konflik, maka tugas ini dilaksanakan oleh Komisi Penyelesaian Konflik. Tidak seperti proses adjudikasi di mana pihak ketiga menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil. Dalam mediasi, pihak ketiga akan membantu pihak-pihak yang bertikai dalam menerapkan nilai-nilainya terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai ini dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan agama, moral dan masalah-masalah etik.

Mediasi adalah suatu proses di mana pihak netral, dalam hal ini Komisi Penanganan Konflik, bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan negosiasi mereka dan membantu mereka mencapai solusi yang saling menguntungkan.”

Ada berbagai tehnik atau pola mediasi yang berbeda, akan tetapi dua di antara tehnik tersebut yang paling umum adalah tehnik fasilitatif dan evaluatif. Perbedaan utama diantara keduanya adalah bahwa dalam evaluatif, mediator jauh lebih terlibat secara aktif dalam menyelesaikan sengketa. Mediator akan memberikan saran-saran tentang cara menyelesaikan sengketa dan akan selalu mengevaluasi sengketa bagi kepentingan pihak-pihak. Sedangkan dalam model fasilitatif, mediator akan mengkonsentrasikan diri di dalam mengupayakan komunikasi di antara pihak yang satu dengan pihak lainnya untuk memunculkan solusi bagi sengketa yang mereka hadapi.

Mediasi itu sendiri adalah meliputi orang dan interaksi diantara orang-orang tersebut. Seperti kebanyakan bidang atau aspek yang melibatkan orang, tidak ada cara satu-satunya yang terbaik untuk melakukan hal-hal atau untuk mendapatkan hasil. Sebab selama ada pola managemen yang efektif dan berbeda, selama itu pula ada pola mediasi yang efektif dan berbeda. Namun demikian tidak ada mediasi yang dapat menjadi efektif tanpa aspek-aspek berikut ini: 

Pertama, keberadaan perwakilan pihak-pihak dengan otoritas untuk menegosiasikan suatu penyelesaian sengketa. Kedua, keinginan pihak-pihak untuk mendapatkan solusi di luar pengadilan. Ada kalanya, hanya satu pihak yang setuju dengan mediasi yang telah ditetapkan, dan harus menjual keuntungan mediasi kepada pihak lainnya. Dalam berbagai sengketa lembaga mediasi netral harus berada dalam posisi terbaiknya untuk meyakinkan pihak-pihak bahwa mediasi memberikan manfaat.

Penggunaan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan para pihak ketika terjadi sengketa, bisa juga telah diperjanjikan sebelumnya. Bahkan mungkin juga bersifat memaksa, karena sudah ditentukan dengan tegas dalam suatu ketentuan undang-undang.

Disamping mediasi, salah satu penyelesaian konflik yang lain adalah melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan satu mekanisme dalam proses penanganan konflik. Dalam penanganan konflik, maka rekonsiliasi dilakukan oleh Komisi Penanganan Konflik. Komisi ini bersifat ad hoc, bertugas untuk menangani proses rekonsiliasi di daerah konflik dan dibentuk oleh pemerintah dengan terbitnya keputusan presiden dengan melibatkan masyarakat yang berkonflik dengan mengakomodasi mekanisme lokal. 

5.2.7. Peran Serta Masyarakat

Sejalan dengan asas partisipasi, peran masyarakat dalam kegiatan penanganan konflik sangat diperlukan. Hal ini sekaligus menjamin adanya akuntabilitas dan transparasi dalam penangangan konflik. Untuk itu, Undang-undang ini menjamin anggota masyarakat berperan sebagai pelaku pembangunan perdamaian, pelayanan kebutuhan dasar, rekonstruksi dan rehabilitasi, dan menjadi anggota institusi penanganan konflik yang bersifat ad hoc

Di samping secara individu, partisipasi dapat dilakukan secara kelompok. Untuk itu, organisasi masyarakat berperan sebagai pelaksana pembangunan perdamaian, melaksanakan pelayanan kebutuhan dasar dan melakukan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.  

Partisipasi masyarakat tidak saja terbatas pada lingkup nasional, tetapi dapat  melibatkan masyarakat internasional. Untuk itu, organisasi internasional berperan serta dalam hal pemberian kebutuhan dasar minimal, proses rekonstruksi dan rehabilitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dan berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari aparat serta dengan persetujuan pemerintah, masyarakat internasional dapat memperoleh akses ke daerah konflik. 
5.2.8. Sumber dan Alokasi Dana Penanganan Konflik

Sumber pembiayaan kegiatan penanganan konflik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain  melalui mekanisme APBN dan APBD.  Di samping itu, sumber pembiayaan kegiatan juga dapat diperoleh dari peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional.

Melalui APBN, Pemerintah mengalokasikan dana pembangunan yang berkaitan dengan pencegahan resiko konflik; dana darurat untuk kegiatan penghentian kekerasan dalam kebijakan penanganan konflik; dan dana rehabilitasi, serta rekonstruksi melalui institusi terkait.

Demikian pula pemerintah daerah dapat menggunakan  dana APBD untuk kegiatan  pembangunan yang berkaitan dengan pencegahan resiko konflik; rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kemampuan daerah melalui institusi terkait.

5.2.9. Ketentuan Penutup

Bab tentang ketentuan penutup ditetapkan untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum dalam pengelolaan penanganan konflik, dengan mengakomodir peraturan perundang-undangan yang terkait, agar dapat lebih efektif dalam penanganan konflik  yang belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan undang-undang penanganan konflik baru.  
Pemberlakuan Undang-undang baru diharapkan segera  dilaksanakan untuk mendukung terciptanya kepastian hukum di bidang penanganan konflik sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. 
****************************************
BAB VI

PENUTUP
6.1. Kesimpulan

Uraian-uraian dalam Naskah Akademik ini sampai pada kesimpulan:

1. Pemerintah belum menerapkan kebijakan penanganan konflik yang komprehensif, efektif dalam strategi pencegahan, penanganan pada saat konflik, dan setelah konflik.
2. Peraturan perundang-undangan penanganan konflik sosial yang ada pada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bersifat reaktif dalam berbagai peraturan yang tingkatnya di bawah undang-undang dan bersifat sektoral yang diatur dalam peraturan menteri, bahkan terjadi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, serta terdapat kekosongan hukum.
3. Kelemahan pada kebijakan penanganan konflik serta persoalan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada menjadi alasan atau argumentasi yang kuat untuk membentuk satu Undang-Undang khusus (lex specialis) Penanganan Konflik.

6.2. Rekomendasi
Berangkat dari urgensi pembentukan RUU Penanganan Konflik Sosial, maka rekomendasi yang perlu diperhatikan adalah:

1. RUU Penanganan Konflik Sosial perlu segera diproses lebih lanjut untuk menjadi Undang-Undang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Naskah Akademik dan RUU Penanganan Konflik Sosial perlu segera disampaikan kepada Pemerintah untuk diproses lebih lanjut berdasarkan hak DPR untuk mengajukan RUU Usul Inisiatif tentang Penanganan Konflik berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945. 
****************************************
Pendahuluan





Kajian Teoritis dan Kebijakan  Penanganan


Konflik  Sosial di Indonesia





Perubahan Paradigma Penanganan


Konflik Sosial








Evaluasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial








Evaluasi dan Analisis Hukum Penanganan Konflik Sosial





Urgensi dan Argumentasi Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis  RUU Penanganan Konflik Sosial





Jangkauan Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi RUU


Penanganan Konflik Sosial 








Dampak konflik meliputi :


Dampak ekonomi


Dampak sosial budaya


Dampak Infrastruktur


Dampak Politik dan POemerintahan





Strategi dasar penanganan konflik meliputi :


Strategi Penanganan Konflik sebelum terjadinya konflik


Strategi Penanganan Konflik pada saat terjadinya konflik


Strategi Penanganan Konflik setelah terjadinya konflik








Strategi dasar Pra Konflik adalah peningkatan kapasitas kelembagaan melalui civic education yang berorientasi early warning system dan bersifat antisipatif, proaktif, dan preventif untuk menopang praktek good governance.


Peningkatan kapasitas dalam rangka good governance ini meliputi :


Kapasitas Pemerintah


Kapasitas Sektor Swasta


Kapasitas Komunitas Masyarakat





Prinsip dasar strategi pada saat konflik menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan secar terpadu dan penyelesaian konflik secara desentralistik yang melibatkan multi stakeholders. Komponenstrategis dasar saat konflik meliputi :


Kebijakan pertahanan dan keamanan Negara


Strategi pertahanan dan didasarkan pada kondisi geografis negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan 


Transparansi dalam pelaksanaan operasi gabungan





Peningkatan kapasitas lembaga diperlukan, yaitu :


Kapasitas Pemerintah


Kapasitas Sektor Swasta


Kapasitas Komunitas Masyarakat





Pendekatan penanganan yang diterapkan dalam strategi pra, pada saat, dan setelah konflik meliputi :


Penanganan Sektoral – Regional


Keamanan – Kesejahteaan


Kelembagaan yang Terpusat - Desentralisitik





Prinsip-prinsip penanganan konflik yang komprehensif dan integratif adalah :


Pengelolaan terpadu


Pengelolaan secara desentralistik dan demokratis


Menjaga keberlanjutan


Tata pemerintahan yang baik


Pelaksanaan bertahap


Pelibatan lintas pelaku terkait


Pemberdayaan dan produktivitas


Pemeliharaan modal sosial


Prinsip penanganan rehabilitatif dan rekonsiliatif


Pendekatan partisipatif dan aspiratif


Peningkatan kapasitas


Pendidikan kewarganegaraan


Masyarakat baru


Bersifat antisipatif, proaktif, dan preventif


Pendekaan kesejahteraan


Pemeliharaan perdamaian








Prinsip dasar paska konflik menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan yang mengarah pada pemulihan situasi kondusif, menciptakan masyarakat baru yang pulih dari situasi konflik, dan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran pemberdayaan dan produktivitas. Komponen strategi dasar paska konflik : peacemaking – peacebuilding melalui mediasi, peacekeeping – peace building melalui intervensi edukatif, dialog, pelatihan, reonsiliasi, dan melaksanakan safeguarding mainstreaming pada kebijakan penanganan konflik. Komponen tersebut dikembangkan dalam peningkatan kapasitas Lembaga Pemerintah, Sektor Swasta, dan Komunitas Masyarakat. 





Selain sebagai Lex Spesialis dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 /Prp/1959 tentang Penanggullangan Keadaan Bahaya, perubahan paradigma penanganan konflik merupakan salah satu substansi penting dan urgen dari pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. Beberapa pergeseran paradigma tersebut adalah :


Dari Sentralisitik ke Desentralistik


Dari Pendekatan Keamanan ke Pendekatan Kesejahteraan


Dari Dominasi Negara/Pemerintah (Government Driven) menjadi urusan banyak orang


Dari Parsial reaktifke Komprehensif


Dari General ke Spesifik atau rinci


Dari Yudisial Formalke Non Yudisial Formal berbasiskan Alternative Dispute Resolution dan Kearifan Lokal





Teori-teori penyebab konflik :


Hubungan Masyarakat


Negosiasi Prinsip


Kebutuhan Manusia


Identitas


Kesalahpahaman Antar Budaya


Transformasi Konflik








Evaluasi terhadap penanganan konflikyang pernah dilaksanakan di Indonesia menggambarkan hal-hal sebagai berikut :


Perbedaan fokus dan penanganan yang parsial


Formal dan elitis


Tidak konsisten, baik pendekatan maupun strategi


Kurang berdayaguna dan berhasil guna-nya Sistem Penyampaian ( Delivery System) dan Penetapan Sasaran ( Targeting)


Lemahnya kapasitas pemberdayaan pemerintah dan masyarakat


Keterbatasana dan inefisiensi pendanaan


Sistem pengendalian kurang efektif (Monitoring dan Evaluasi)


Tidak tertanganinya potensi konflik dan semakin meluasnya potensi konflik


Lemahnya penegakan hokum dan tidak tuntasnya proses peradilan
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